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ABSTRAK
Nama : Purwanto
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Kebijakan Dalam Pengadaan Fasilitas Umum

Dan Fasilitas Sosial di DKI Jakarta

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan
sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan
tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan
tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan
kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian
serta pandangan pengembang dalam pengadaannya. Tujuan ini dapat dicapai
dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum
dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan
mengidentifikasi peranan para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan. Kendala yang terjadi
berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian
diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam
dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang terkait dalam proses
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui
dengan meneliti faktor-faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas
sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh
pengembang dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses
pengadaan tersebut dalam kaitannya dengan aspek kebijakan, pengawasan dan
pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat
tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan,
termasuk adanya sangsi yang tegas bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting
sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan melaksanakannya
secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik
itu pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan
sinergi yang bisa menciptakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi
baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan masyarakat banyak.

Kata kunci:

Kebijakan, fasilitas sosial, fasilitas umum, pengembang, pengadaan
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ABSTRACT

Name : Purwanto

Study Program: Magister of Planning and Public Policy

Title : The Analysis of The Present of Social Facilities and Public
Utility Policy at DKI Jakarta

The present of social facilities and public utility at real estate housing is an
important component. Basically, government has published the rule to control
implementation of social facilities development. The rule makes the developers of
housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by
society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints
that are happened in social facility and public utility development process at real
estate housing for middle to lower class by the private developer inappropriate to
the needs that appear on case study object. To aim the purpose, this study
identifies the factors that make social facility and public utility on study case
object developed not following the rules; we also analyze social facilities and
public utility development processes that are running. This analysis also touches
the actors who have playing role in the development process that effect to the
result housing social facilities and public utility development physically. The
problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing
the rule with their implementation. To know perception, this study will explore
dominant factors or issues in social facilities and public utility development
process as the rule run.This study finds out that there are some problems in
government and developer that occur in every single step connected with policy,
control and perceptions aspects in such process. This study find out too that social
facility and public utility development process can be run well if it is dependant
on government support by creating clear policy including any punishment for all
mistakes. Also, it is important to make clear the role of all stakeholders such as
government, developer and society participation to create positive synergy in
providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that
there are some problems that do not make social facility and public utility
development process run well especially in middle and lower housing class that
caused negative implication to the society.

Keyword:
Policy, social facilities, public utility, present
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan merupakan tempat yang
menarik baik sebagai tempat usaha atau kerja maupun tempat tinggal.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan terbukanya lapangan usaha
menyebabkan pertumbuhan penduduk metropolitan Jakarta meningkat secara
berarti dengan konsekuensi pada kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana
perkotaan untuk memperkuat fungsi internal dan eksternal kota.

Untuk mewujudkan kota Jakarta yang indah, sehat, dan nyaman baik sebagai
pusat kegiatan ekonomi maupun pemukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dihadapkan pada kendala kemampuan manajerial serta terbatasnya lahan dan
pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik yang
memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, jumlah
penduduk yang besar dan angka komuter yang tinggi menyebabkan tuntutan
terhadap ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan pun semakin meningkat.

Sejalan dengan upaya pengembangan kota, partisipasi masyarakat Provinsi
DKI Jakarta dalam penataan ruang terus ditingkatkan. Penyediaan data dan
informasi tata ruang Provinsi DKI Jakarta juga harus lengkap, menyeluruh, dan
didukung sistem informasi pemukiman, pertanahan, dan bangunan yang akurat,
mutakhir, efisien, dan efektif. Sejak dini penataan ruang perlu memperhatikan
kaidah teknis, ekonomis, dan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan
umum. Penataan ruang harus memperhatikan dinamika masyarakat dengan
instrumen peraturan yang lengkap dan memadai untuk mengantisipasi konflik
kepentingan dalam penataan ruang. Upaya pemberdayaan partisipasi dan
kesadaran masyarakat dalam ikut memelihara berbagai sarana dan prasarana kota
sebagai aset Pemerintah Daerah perlu makin ditingkatkan. Dengan demikian
pembangunan perkotaan sebagai salah satu mesin pertumbuhan (engine of growth)

pengembangan wilayah melalui berbagai kebijakan penataan ruang, dan
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pengembangan prasarana dan sarana wilayahnya, dimana ruang publik (public
space) menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan kota.

Mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, maka Daerah Otonom, termasuk Provinsi DKI Jakarta
berkewajiban untuk menyediakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum
(fasum) yang layak. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan status DKI Jakarta
sebagai Ibu Kota Negara membutuhkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
memadai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang terintegrasi dan berkesinambungan. Sejalan dengan hal itu,
maka penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum khususnya di daerah
perkotaan akan menjadi semakin penting. Hal tersebut didasarkan pada suatu
pertimbangan bahwa daerah perkotaan mempunyai luas lahan yang relatif terbatas
dengan jumlah penduduk yang relatif padat dan terus berkembang.

Fasilitas sosial disepadankan dengan pengertian di dalam Bahasa Inggris
sebagai social atau public facility yang berarti sarana dan prasarana sosial yang
diadakan untuk memfasilitasi upaya pemenuhan kepentingan-kepentingan sosial
masyarakat, pelaksanaan aktivitas sosial, dan interaksi kemasyarakatan antar
warga masyarakat. Fasilitas sosial merupakan sarana dan prasarana yang dibangun
untuk memfasilitasi aktualisasi kehidupan sosial kemasyarakatan dari setiap
warga masyarakat. Sedangkan fasilitas umum diartikan secara berbeda di dalam
Bahasa Inggris, yaitu sebagai public utility yang secara umum kurang lebih
dipahami sebagai sarana dan prasarana yang diadakan untuk dapat dipergunakan
oleh masyarakat guna meningkatkan manfaat (utility) sebesar-besarnya bagi diri
masyarakat sendiri sehingga kehidupan menjadi lebih mudah dan lebih sejahtera.
Jadi, fasilitas umum lebih menekankan pada manfaat sebagai hasil yang dapat
dinikmati oleh rakyat banyak sedangkan fasilitas sosial lebih menekankan pada
penciptaan media atau wahana yang memberi ruang bagi peningkatan intensitas
pergaulan sosial kemasyarakatan.

Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang merupakan ruang publik

dari suatu kawasan dan lingkungan perkotaan tidak dapat terlepas dari
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manajemen ruang secara keseluruhan untuk penyediaan prasarana di daerah
permukiman. Secara umum, ruang publik kota dapat dipahami sebagai bagian dari
ruang kota yang dapat dimanfaatkan oleh warga kota secara tidak terkecuali
(inclusive) untuk menunjang aktivitasnya dan menyalurkan hasrat dasarnya
sebagai mahkluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan yang lain.
Terlebih bagi masyarakat perkotaan, kebutuhan akan ruang publik, diantaranya
fasilitas sosial dan fasilitas umum terasa lebih mendesak dibanding wilayah
perdesaan, terutama karena semakin menyempitnya ruang untuk beraktivitas
masyarakat akibat pertumbuhan permukiman dan berbagai peruntukan lainnya.
Walaupun secara umum ruang publik ini bisa diakses semua manusia, namun
harus tetap mengikuti norma untuk tidak merugikan kepentingan umum di
dalamnya.

Salah satu fungsi utama ruang publik adalah sebagai tempat interaksi antar
komunitas untuk berbagai tujuan baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini
ruang publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang keberadaannya
tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial. Disamping itu, ruang publik juga
berfungsi memberikan nilai tambah bagi lingkungan, misalnya segi estetika kota,
pengendalian pencemaran udara, pengendalian iklim mikro, dan memberikan
image dari suatu kota.

Dalam konteks tersebut, maka perkembangan dan pertumbuhan
perekonomian serta pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang berjalan sangat
cepat tentunya memerlukan perencanaan yang matang dan penyediaan sarana
prasarana yang memadai. Salah satu sarana prasarana yang dibutuhkan
masyarakat di ibukota adalah tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum,
termasuk yang berasal dari kewajiban para pemegang penerbitan Surat [jin
Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Dalam kaitan itu, Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk
pengembang merupakan salah satu instrumen kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan terjadi percepatan

pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan fasilitas lingkungan. Untuk
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itu, pemenuhan kebutuhan lingkungan berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang dalam SIPPT dinyatakan sebagai kewajiban pemegang SIPPT harus selalu
dipantau. Fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan kebutuhan bagi
lingkungan dan aset penting bagi Pemerintah Daerah yang pembangunannya
menjadi tanggung jawab pengembang sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam SIPPT.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum saat ini adalah bagaimana
meningkatkan jumlah dan nilai penyerahan atau pengalihan fasilitas sosial dan
fasilitas umum tersebut dari pengembang kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Persoalan ini timbul sebagai akibat dari sedikitnya fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa selama periode 1971-2008, tercatat
2.679 SIPPT telah ditandatangani oleh Gubernur untuk seluruh wilayah DKI
Jakarta. Dari jumlah tersebut, baru 381 pemegang SIPPT dari total 2.679
pemegang SIPPT yang telah menyelesaikan kewajiban membangun dan
menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum ke Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Hal itu berarti masih terdapat 2.298 pemegang SIPPT yang masih
menunggak kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Diantara pemegang SIPPT tersebut merupakan pengembang yang memiliki
SIPPT berkewajiban menyediakan rumah susun (rusun) sebagai kompensasi atas
SIPPT untuk membangun properti skala besar. Pengembang tersebut wajib
membangun rusun di lima wilayah DKI Jakarta, dengan rincian di Jakarta Selatan
sebanyak 80 pengembang, Jakarta Utara 44 pengembang, Jakarta Barat 43
pengembang, Jakarta Pusat 28 pengembang, dan Jakarta Timur sebanyak 21
pengembang (BeritaJakarta.com, 2009). Selanjutnya, data utang pengembang ke
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Berkenaan dengan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pada

dasarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan penting. Diantaranya
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adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 1987
tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial
Perumahan kepada Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri tersebut disebutkan,
untuk setiap luas lahan yang telah dibebaskan, pengembang (developer) wajib
menyediakan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas 40 persen dari
lahan yang ada. Fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut nantinya diserahkan
pada pemerintah. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa prasarana lingkungan,
utilitas umum dan fasilitas umum yang telah selesai dibangun lebih dari 5 tahun
dapat langsung diterima oleh Pemerintah Daerah atau yang dibangun kurang dari
5 tahun tetapi telah lebih dari 1 tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah
secara formal dan fisik.

Tabel 1.1 Utang Pengembang ke Pemprov DKI Jakarta

216 Pengembange di DKIT Jakarta

Luas Manfaat Komersial 489 Ha (60%)

| |
| Tuas areal STPPT 765 Ha |
| |
| |

Lahan Pembaneunan Rusunami = 100 Ha

Potensi Pembangunan Rusunami = 1 Ha
untuk 1500 unit Tower

Pembangunan Rumah Susun = 150.000 Unit

Sumber: SK Gubernur 540 tahun 1990

Secara substansi, Permendagri nomor 1 tahun 1987 tersebut memberikan
landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengadaan fasilitas sosial
dan fasilitas umum. Namun demikian, dalam perjalanannya masih terdapat
perdebatan antara beberapa pihak terutama terkait pengadaan dan penyerahan
fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Penyerahan fasilitas sosial dan
fasilitas umum kepada Pemerintah Daerah bukan sesuatu yang mudah diterapkan,

karena ada perbedaan persepsi atau pandangan antara pihak pengembang dan
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Pemerintah Daerah setempat. Di satu sisi pemerintah daerah memprihatinkan
lambannya penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang
sedangkan di sisi lain pengembang menilai prosedur serah terima fasilitas sosial
dan fasilitas umum kepada Pemerintah Daerah dirasakan berbelit-belit ketika
hendak memenuhi kewajibannya menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum
(Majalah Properti, 29 April 2005).

Menurut penilaian pengembang, setidaknya ada tiga persoalan terkait
prosedur serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berbelit-belit.
Pertama, adanya dualisme wewenang dalam pengurusan serah terima fasilitas
sosial dan fasilitas umum antara tim walikota dengan Biro Perlengkapan Provinsi.
Tim Walikota menyatakan bahwa pihaknya yang paling mengerti urusan fasilitas
sosial dan fasilitas umum karena sarana dan prasarana itu berada di wilayahnya.
Sementara itu, Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta menyatakan diri
berwenang dan berhak dalam penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 152 tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dengan tegas menyebutkan
bahwa penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan,
dan sumbangan kepada Pemerintah Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah
melalui Kepala Biro Perlengkapan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima. Menurut pengembang, dualisme wewenang tersebut tentunya akan
memperpanjang jalur birokrasi yang harus dilalui oleh pengembang.

Persoalan kedua adalah persoalan kompensasi fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang selalu diminta dalam bentuk rupiah dengan mengikuti Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP) yang sangat mudah dimanipulasi. Misalnya, dalam SIPPT
disebutkan bahwa salah satu kewajiban pengembang membangun fasilitas kantor
pemadam kebakaran. Tetapi pihak Sudin Pemadam Kebakaran menyatakan
fasilitas itu akan dibangun oleh Pemda sendiri karena harus diperluas. Pihak
Walikota pun mengeluarkan surat bahwa itu akan dibangun oleh Pemda, namun

dengan persyaratan bahwa kewajiban pengembang tetap harus dikompesasikan
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biayanya. Mengapa dikompensasikan (diganti) dengan membangun fasilitas sosial
lain yang mendesak dibutuhkan masyarakat?

Persoalan ketiga, saat serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum sudah
dilakukan baik berupa jalan, taman atau penerangan jalan umum (PJU), ternyata
sebagian besar fasilitas sosial dan fasilitas umum pasca serah terima tersebut tidak
terawat. Bahkan tidak jarang ketika pengembang menyampaikan keluhan ke
instansi berwenang hanya dianggap angin lalu. Pertanyaan yang kemudian muncul
adalah apakah Pemda benar-benar siap atau tidak menerima serah terima dari
pengembang?

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih
jauh permasalahan kebijakan dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum

di DKI Jakarta dari sudut pandang administrasi kebijakan publik.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pokok-pokok yang diuraikan sebelumnya maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimanakah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI
Jakarta mengenai pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, khususnya
kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan,
pengawasan, dan pengendalian?

2) Bagaimanakah pandangan pengembang berkaitan dengan implementasi
kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum?

3) Bagaimanakah kesenjangan (gap) pandangan atau persepsi antara
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pengembang berkaitan
dengan proses implementasi kebijakan pengadaan fasilitas sosial dan

fasilitas umum?
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4) Strategi penyelesaian seperti apakah yang dapat diterapkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah dan
nilai penyerahan atau pengalihan fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut

dari pengembang kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian
Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka
dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Untuk menggali, mengidentifikasi, menemukan, dan mendeskripsikan
implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta untuk menemukan kendala-
kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan, dan
pengendalian.

2) Untuk mendeskripsikan pandangan pengembang berkaitan dengan
implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

3) Untuk mendeskripsikan kesenjangan (gap) persepsi antara Pemerintah
Daerah DKI Jakarta dan pengembang berkaitan dengan proses
implementasi kebijakan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

4) Untuk mendeskripsikan strategi penyelesaian yang dapat diterapkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah dan
nilai penyerahan atau pengalihan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut

dari pengembang kepada pemerintah DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:
1) Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan tentang
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam rangka meningkatkan jumlah dan
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nilai penyerahan atau pengalihan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut
dari pengembang kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga kelompok dan
pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam upaya meningkatkan
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sebagai bahan referensi, baik di lingkungan Magister Perencanaan dan
Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI,
BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun
institusi-institusi lainnya dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis pada

masa yang akan datang.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat keterbatasan dalam waktu yang dibutuhkan, maka penelitian ini

akan dibatasi sebagai berikut:

1y

2)

Penelitian ini hanya difokuskan pada pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum di perumahan atau real estate di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian hanya difokuskan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung
dengan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di Provinsi DKI Jakarta
yakni: pertama, pihak Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya
instansi-instansi yang berkaitan dengan proses penyerahan fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang diwakili oleh: (a) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPKD), khususnya Bidang Pemanfaatan Aset Daerah yang salah satu
tugasnya bertanggung jawab dalam serah terima fasilitas sosial dan fasilitas
umum di Provinsi DKI Jakarta; (b) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mobilisasi
Aset Daerah; (c¢) Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (d) Dinas Tata
Ruang. Kedua, responden dari pihak pengembang yang diwakili oleh
pengurus asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD DKI Jakarta yang
mengetahui persoalan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ketiga,
responden dari masyarakat, yang diambil dari kalangan akademi/pengamat

kebijakan publik, pengamat properti, dan pengamat dari media massa.
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3) Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan responden yang dipilih,
yaitu: pertama, pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh: (a) Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), khususnya Bidang Pemanfaatan Aset
Daerah yang salah satu tugasnya bertanggung jawab dalam serah terima
fasilitas sosial dan fasilitas umum di Provinsi DKI Jakarta; (b) Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Mobilisasi Aset Daerah; (c) Biro Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup; (d) Dinas Tata Ruang; kedua, pihak pengembang yang diwakili oleh
pengurus asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD DKI Jakarta; dan ketiga,
masyarakat, yang diambil dari kalangan akademi/pengamat kebijakan publik,
pengamat properti, dan pengamat dari media massa.

4) Data lain yang dianalisis adalah data-data dokumenter dan data-data sekunder

yang didapat dari instansi-instansi terkait.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi 5 bab, terdiri dari :
1) Bab I. Pendahuluan
Berisi uraian tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika
penulisan.
2) Bab II. Tinjauan Pustaka
Berisi uraian tentang kerangka teori yang mendasari dilakukannya penelitian
ini, yaitu kebijakan publik, perumahan dan pemukiman, prasarana dan sarana
perumahan, real estate dan pengembang serta dasar hukum pengadaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum.
3) Bab III. Metodologi Penelitian
Berisi uraian tentang jenis penelitian, sampel penelitian, teknik pengumpulan
data, keabsahan dan keajegan penelitian, analisa, dan penafsiran data.
4) Bab IV. Hasil dan Pembahasan
Berisi uraian tentang gambaran umum pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas

umum di Provinsi DKI Jakarta, karakteristik responden, hasil identifikasi
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permasalahan kebijakan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, analisis
kesenjangan (gap) antara Pemda DKI Jakarta dengan pengembang mengenai
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan alternatif strategi dan solusi
penyelesaian permasalahan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5) Bab V. Kesimpulan dan Saran

Memberikan gambaran secara singkat tentang hasil penelitian dan saran untuk
peningkatan jumlah dan nilai penyerahan atau pengalihan fasilitas sosial dan

fasilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah DKI Jakarta.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja
dalam arti government, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan
pula governance yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan baik swasta,
dunia usaha maupun masyarakat madani (civil society). Kebijakan pada intinya
merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara
langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial,
dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, dan
masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi,
kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan
kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli
memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau
ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan
membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan dalam pengertian yang
lebih luas, kebijakan publik sering diartikan sebagai “apa saja yang dipilih oleh
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Seperti kata Bridgman dan
Davis (2004, hal. 3), seringkali kebijakan tidak lebih dari pengertian mengenai
“whatever government choose to do or not to do”.

Kadang-kadang kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk
menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik,
seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas sosial,
transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan atau kesejahteraan. Urusan-
urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah sakit,
perumahan rakyat, dan lembaga-lembaga rehabilitasi sosial adalah beberapa

contoh termasuk dalam bidang kebijakan publik.
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Beragam pengertian mengenai kebijakan publik ini tidak dapat dihindarkan,
karena kata “kebijakan” (policy) merupakan penjelasan ringkas yang berupaya
menerangkan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan keputusan-keputusan,
penerapan, dan evaluasinya. Telah banyak upaya untuk mendefinisikan kebijakan
publik secara tegas dan jelas, namun pengertiannya tetap saja menyentuh wilayah-
wilayah yang seringkali tumpang-tindih, ambigu, dan luas. Beberapa kalangan
mendefinisikan kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi, seperti
perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sebagian lagi, mengartikan
kebijakan publik sebagai pedoman, acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang
dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar atau roadmap pemerintah dalam
melakukan kegiatan pembangunan.

Setiap perundang-undangan adalah kebijakan, namun tidak setiap kebijakan
diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Hogwood dan Gunn (1990)
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah
yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna
kebijakan hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-
pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial, dan
lembaga-lembaga voluntir lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Namun
kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik karena tidak
dapat memakai sumber daya publik atau memiliki legalitas hukum sebagaimana
lembaga pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah memiliki kewenangan menarik
pajak dari rakyat dan berhak menggunakan uang dari pajak tersebut untuk
mendanai kegiatan pembangunan. Hal yang sama tidak dapat dilakukan oleh
organisasi non-pemerintah, LSM atau lembaga-lembaga voluntir lainnya.

Mengacu pada Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis (2004)
menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

e Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-
pernyataan yang ingin dicapai.
e Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah

yang telah dipilih.
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e Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

e Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan
sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.

e Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah,
sebagai produk kegiatan tertentu.

e Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti
oleh Y.

e Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif

panjang.

2.2 Perumahan Dan Permukiman
2.2.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman

Pada dasarnya perumahan telah berkembang sebagai suatu proses
bermukim yaitu kehadiran manusia dalam menciptakan ruang dalam
lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Sehubungan dengan itu, suatu
tata lingkungan yang serasi akan menunjang  pula tata kehidupan
bermasyarakat menuju satu pola kehidupan sosial budaya yang mantap.
Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan
kesehatan masyarakat. Karena itu pengadaan perumahan merupakan tujuan
fundamental yang kompleks dan tersedianya standar perumahan merupakan isu
penting dari kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal
harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya sehat. Perumahan yang
sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti
penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya
pelayanan sosial (Krieger and Higgins, 2002).

Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman pasal 1 ayat 2 dan 3, perumahan berada dan merupakan bagian dari
permukiman. "Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana lingkungan" (pasal 1 ayat 2). "Permukiman adalah bagian
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dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan
penghidupan" (pasal 1 ayat 3).

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, yaitu
kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum,
pembuangan sampah, listrik, telepon, dan jalan, yang memungkinkan lingkungan
permukiman berfungsi sebagaimana mestinya; dan sarana lingkungan yaitu
fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan
kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, seperti fasilitas taman bermain, olah raga,
pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, dan fasilitas sosial
lainnya.

Perumahan adalah salah satu sarana hunian yang erat kaitannya dengan tata
cara kehidupan masyarakat. Kawasan perumahan merupakan suatu lingkungan
hunian yang perlu dilindungi dari gangguan-gangguan seperti gangguan suara,
kotoran, bau, dan lain-lain. Dengan demikian, dalam kawasan perumahan harus
disediakan sarana maupun prasarana lingkungan yang mendukung aktivitas
penduduk. Permukiman adalah kelompok rumah yang dilengkapi dengan kegiatan
fisik maupun non fisik (Departemen Pekerjaan Umum, 1987).

Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan
prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung
keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan
kehidupan. Permukiman tersebut juga memberi ruang gerak, sumber daya,
dan pelayanan bagi peningkatan mutu kehidupan serta kecerdasan warga
penghuni, yang berfungsi sebagai ajang kegiatan kehidupan sosial, budaya,
dan ekonomi.

C.A. Doxiadis merumuskan konsep permukiman sebagai berikut:
”Permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia untuk

kepentingannya. Permukiman merupakan hasil kegiatan manusia dan
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tujuannya adalah untuk bertahan hidup sebagai manusia agar dapat hidup
secara lebih mudah dan lebih baik (terutama pada masa kanak-kanak),
memberi rasa bahagia dan rasa aman, dan mengandung kesempatan untuk
pembangunan manusia seutuhnya (The Journal of Ekistics, 1974). Tujuan
utama dari satuan permukiman adalah untuk mengembangkan dan
memperbaiki lingkungan atau kelompok lingkungan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan
lindung baik yang berupa kawasan perkotaan atau pedesaan. Permukiman
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU nomor 24 tahun 1992
tentang Penataan Ruang). Kawasan permukiman didominasi oleh lingkungan
hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana lingkungan, tempat bekerja yang memberi pelayanan dan
kesempatan kerja terbatas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai
bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana
lingkungan terstruktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang
optimal.

Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
kawasan permukiman merupakan bagian dari kawasan perkotaan dan pedesaan.
"Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi" (pasal 1 ayat 9). "Kawasan perkotaan adalah kawasan
yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi" (pasal 1 ayat 10).

2.2.2 Kebijakan Perumahan dan Permukiman
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Sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman, pemerintah ~ mengeluarkan  kebijakan-kebijakan ~ untuk

menanggulangi masalah permukiman dengan program penataan permukiman,

yang bertujuan untuk:

a.

2.2.3

Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan kebutuhan
dasar manusia dalam rangka pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Memberi arah panduan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah
satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemerataan kesejahteraan
rakyat.

Mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan yang aman, sehat, dan
teratur.

Memberi arah panduan untuk mewujudkan perumahan dan permukiman
yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemerataan
permukiman dan sarana umum yang ditinjau pula dari beberapa hal antara
lain, hanya beberapa rumah yang terletak di gang-gang dan sepanjang

aliran sungai pola rumahnya tidak teratur.

Persyaratan Perumahan dan Permukiman

2.2.3.1 Ketentuan Umum Perencanaan Lingkungan Perumahan

Pembangunan perumahan merupakan faktor penting dalam peningkatan

harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan umum sehingga perlu

dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkelanjutan atau

berkesinambungan. Beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam

merencanakan lingkungan perumahan di perkotaan adalah (Badan Standardisasi

Nasional, 2004):

a.

Lingkungan perumahan merupakan bagian dari kawasan perkotaan

sehingga dalam perencanaannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang
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Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen rencana lainnya yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk mengarahkan pengaturan pembangunan lingkungan perumahan
yang schat, aman, serasi secara teratur, terarah dan berkelanjutan atau
berkesinambungan, harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan
ekologis setiap rencana pembangunan rumah atau perumahan, baik yang
dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha perumahan.

Perencanaan lingkungan perumahan kota meliputi perencanaan sarana
hunian, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang
diperlukan untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang
serasi, sehat, harmonis, dan aman. Pengaturan ini dimaksudkan untuk
membentuk lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan fungsional
dalam tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya.
Perencanaan pembangunan lingkungan perumahan harus dilaksanakan
oleh kelompok tenaga ahlinya yang dapat menjamin kelayakan teknik
yang keberadaannya diakui oleh peraturan yang berlaku.

Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan merupakan
bagian dari sistem pelayanan umum perkotaan sehingga dalam
perencanaannya harus dipadukan dengan perencanaan lingkungan
perumahan dan kawasan-kawasan fungsional lainnya.

Perencanaan pembangunan lingkungan perumahan harus menyediakan
pusat-pusat lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan
(ekonomi, sosial, budaya), dari skala lingkungan terkecil (250 penduduk)
hingga skala terbesar (120.000 penduduk) yang ditempatkan dan ditata
terintegrasi dengan pengembangan desain dan perhitungan kebutuhan
prasarana dan sarana lingkungan.

Pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan administrasi yang
berkaitan dengan perizinan pembangunan, perizinan layak huni, dan
sertifikasi tanah yang diatur oleh Pemerintah Kota/Kabupaten setempat

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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h. Rancangan bangunan hunian, prasarana dan sarana lingkungan harus
memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan keselamatan sesuai Standar
Nasional Indonesia atau ketentuan-ketentuan lain yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Pedoman Teknis yang
disusun oleh instansi terkait.

i. Perencanaan lingkungan perumahan juga harus memberikan kemudahan
bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau
mental seperti para penyandang cacat, lansia, dan ibu hamil, penderita
penyakit tertentu atas dasar pemenuhan azas aksesibilitas (Kepmenkes
nomor 468 tahun 1998), yaitu: 1) kemudahan, yaitu setiap orang dapat
mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan; 2) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan
semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
3) keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua
orang; dan 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus dapat mencapai,
masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat
umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang
lain.

j. Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan lingkungan
perumahan kota yang meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan
sarana lingkungan, dengan menggunakan pendekatan besaran kepadatan
penduduk.

k. Dalam merencanakan kebutuhan lahan untuk sarana lingkungan,
didasarkan pada beberapa ketentuan khusus, yaitu: 1) besaran standar ini
direncanakan untuk kawasan dengan kepadatan penduduk <200 jiwa/ha; 2)
untuk mengatasi kesulitan mendapatkan lahan, beberapa sarana dapat
dibangun secara bergabung dalam satu lokasi atau bangunan dengan tidak
mengurangi kualitas lingkungan secara menyeluruh; 3) untuk kawasan

yang berkepadatan >200 jiwa/ha diberikan reduksi 15-30% terhadap
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persyaratan kebutuhan lahan; dan 4) perencanaan prasarana lingkungan,
utilitas umum, dan sarana lingkungan harus direncanakan secara terpadu
dengan mempertimbangkan keberadaan prasarana dan sarana yang telah
ada dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas secara menyeluruh.
Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan kawasan
perumahan baru di kota/new development area yang meliputi perencanaan
sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan, pengembangan desain
dapat mempertimbangkan sistem blok/grup bangunan/cluster untuk
memudahkan dalam distribusi sarana lingkungan dan manajemen sistem
pengelolaan  administratifnya. Apabila dengan sistem blok/grup
bangunan/cluster ternyata pemenuhan sarana hunian, prasarana dan sarana
lingkungan belum dapat terpenuhi sesuai besaran standar yang ditentukan,
maka pengembangan desain dapat mempertimbangkan sistem radius
pelayanan bagi penempatan sarana dan prasarana lingkungan, yaitu dengan
kriteria pemenuhan distribusi sarana dan prasarana lingkungan dengan
memperhatikan kebutuhan lingkungan sekitar terdekat.

Perencanaan lingkungan permukiman untuk hunian bertingkat (rumah
susun) harus mempertimbangkan sasaran pemakai yang dilihat dari tingkat

pendapatan Kepala Keluarga (KK) penghuni.

2.2.3.2 Persyaratan Dasar Perumahan

Kawasan perumahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut

(Departemen Pekerjaan Umum, 1987):

a.

Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan.
Aksesibilitas dalam kenyataannya berwujud jalan dan transportasi.
Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antar kawasan yang
menjadi lingkungannya.

Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran
kawasan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan

keterpaduan prasarana.

Universitas Indonesia

Analisis kebijakan..., Purwanto, FE Ul, 2010.



d.

35

Ekologi, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang

mewadahinya.

2.2.3.3 Persyaratan Dasar Permukiman

Suatu bentuk permukiman yang ideal di kota merupakan pertanyaan yang

menghendaki jawaban yang bersifat komprehensif, sebab perumahan dan

permukiman menyangkut kehidupan manusia termasuk kebutuhan manusia yang

terdiri dari berbagai aspek sehingga dapat dirumuskan secara sederhana tentang

ketentuan yang baik untuk suatu permukiman yaitu harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a.

Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain
seperti  pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada
pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.

Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan
pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain.

Mempunyai fasilitas drainase yang dapat mengalirkan air hujan dengan
cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang
lebat sekalipun.

Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang
siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.

Dilengkapi dengan fasilitas air kotor atau tinja yang dapat dibuat dengan
sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki
septik komunal.

Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara
teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.

Dilengkapi dengan fasilitas sosial seperti taman bermain bagi anak-anak,
lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuai
dengan skala besarnya permukiman itu.

Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon. (Sinulingga, Budi, 2005, hal.
187-189)
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Menurut John Turner (Marsudi, 2005), pembangunan permukiman harus
mengacu pada pedoman yang diberi nama Habitat Bill Of Rights (Hak Azasi
Permukiman) yang meliputi aspek lingkungan sebagai berikut :

a. Fisik lingkungan yang mencerminkan pola kehidupan dan
kebudayaan masyarakat setempat.

b. Lingkungan permukiman yang didukung oleh fasilitas dan utilitas
umum yang sebanding dengan penduduk pendukungnya.

c. Wadah kegiatan untuk menambah penghasilan bagi lingkungan
permukiman masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Tersedianya taman, ruang terbuka ataupun penghijauan.

e. Perencanaan tata letak berkarakteristik alami.

f. Jalan lingkungan yang manusiawi dengan pemisahan antara jalur
kendaraan dan pejalan kaki.

g. Lingkungan permukiman yang menunjang terjadinya kontak sosial
antar warganya.

Sedangkan Eko Budiharjo (1991) menguraikan bahwa seiring dengan
pertumbuhan ekonomi masyarakat, tuntutan bukan lagi pada kuantitas
permukiman tetapi lebih pada kualitas. Hal ini tidak saja pada tempat hunian,
tetapi juga tempat kerja, berbelanja, dan bersantai (wisma, karya, marga dan
suka).

2.2.3.4 Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman
Kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman adalah kondisi fisik,
kimia, dan biologik di dalam rumah, lingkungan rumah, dan perumahan sehingga
memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.
Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman adalah ketentuan
teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan
masyarakat yang bermukim di perumahan dan masyarakat sekitar dari bahaya atau
gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan

lingkungan perumahan dan permukiman serta persyaratan rumah itu sendiri,
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sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar
terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat
(Sanropie, 1992).

Salah satu persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman
menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) nomor 829/Menkes/SK/VII/
1999 adalah tersedianya prasarana dan sarana lingkungan, yakni:

1. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan
konstruksi yang aman dari kecelakaan.

2. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor
penyakit.

3. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak
mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan
kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman,
lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata.

4. Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang
memenuhi persyaratan kesehatan.

5. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi
persyaratan kesehatan.

6. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat
kesehatan.

7. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat
kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya.

8. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya.

9. Tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadi kontaminasi
makanan yang dapat menimbulkan keracunan.

Pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan kesehatan perumahan dan
lingkungan permukiman menjadi tanggung jawab pengembang atau
penyelenggara pembangunan perumahan dan pemilik atau penghuni rumah
tinggal untuk rumah. Penyelenggara pembangunan perumahan (pengembang)

yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan kesehatan perumahan dan

Universitas Indonesia

Analisis kebijakan..., Purwanto, FE Ul, 2010.



38

lingkungan permukiman dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi
sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan serta
peraturan pelaksanaannya. Bagi pemilik rumah yang belum memenuhi ketentuan
tersebut di atas tidak dapat dikenai sanksi, tetapi dibina agar segera dapat

memenuhi persyaratan kesehatan rumah.

2.3 Sarana Dan Prasarana
2.3.1 Pengertian Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sering kali disebut infrastruktur yang artinya sebagai
fasilitas fisik suatu kota atau negara, sering juga disebut pekerjaan umum (Grigg,
Neil S., 2000, hal. 256-259). Pekerjaan umum (public work) telah didefinisikan
oleh America Public Works Association (APWA) Stone, 1974 sebagai berikut:
”Public works are the physical structures and facilities that are developed or
acquired by the public agencies to house governmental functions and provide
water, power, waste disposal, transportation, and similar services to facilitate the
archievement of common social and economic objectives.™

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil)
mendefinisikan prasarana dan sarana sebagai bangunan dasar yang sangat
diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama
dalam suatu ruang yang berbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman
dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca sehingga dapat
hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam
mempertahankan kehidupannya (Departemen Pekerjaan Umum, 1987).

Secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa infrastruktur (perkotaan) adalah
bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi
yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem
tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan aset fisik
yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat. Sebagai suatu sistem, komponen infrastruktur pada dasarnya
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sangat luas dan banyak, namun secara umum terdiri dari 12 komponen sesuai

dengan sifat dan karakternya,yaitu

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

Sistem air bersih, termasuk bendungan, waduk, transmisi, instalasi pengolah
air dan fasilitas distribusinya.

Sistem manajemen air limbah termasuk pengumpulan, pengolah, pembuang,
dan sistem pakai ulang.

Fasilitas manajemen limbah padat atau persampahan.

Fasilitas transportasi termasuk jalan raya, rel kereta api, dan lapangan
terbang.

Sistem transit public.

Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusinya.

Fasilitas gas alam.

Fasilitas drainase dan pengendalian banjir.

Bangunan umum, seperti pasar, sekolahan, rumah sakit, kantor polisi, dan
fasilitas pemadam kebakaran.

Fasilitas perumahan.

Taman, tempat bermain, fasilitas rekreasi, dan stadion.

Fasilitas telekomunikasi.

Dari keduabelas komponen tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam 7

(tujuh) kelompok infrastruktur, yaitu:

)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

Kelompok air: meliputi air bersih, sanitasi, sanitasi, drainase, dan
pengendalian banjir.

Kelompok jalan: meliputi jalan raya, jalan kota dan jembatan.

Kelompok sarana transportasi: meliputi terminal, jaringan rel dan stasiun
kereta api, pelabuhan dan bandara.

Kelompok pengelolaan limbah: meliputi sistem manajemen limbah padat
(persampahan).

Kelompok energi: meliputi produksi dan distribusi listrik dan gas.

Kelompok bangunan kota, pasar, dan sarana olah raga terbuka.

Kelompok telekomunikasi.
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Sebagai suatu sistem yang terdiri dari banyak komponen, maka perencanaan
infrastruktur harus mempertimbangkan keterkaitan dan keterpengaruhan antar
komponen serta dampak-dampaknya. Perencanaan infrastruktur merupakan proses
dengan kompleksitas tinggi, multi disiplin, multi sektor, dan multi pengguna. Oleh
karena itu, perencanaan infrastruktur tidak bisa sektoral namun juga tidak bisa
terlalu global. Jika perencanaan terlalu spesifik (bersifat sektoral) tanpa
memperdulikan komponen lain, maka akan banyak bertabrakan dengan komponen
lainnya. Sebaliknya jika terjadi global hasilnya tidak efektif. Perencanaan yang
(mungkin) paling baik adalah yang berada diantaranya, yaitu perencanaan yang
didasarkan pada pendekatan permasalahan secara global pada tingkatan yang tepat
dengan mempertimbangkan secara matang segala dampak eksternalnya, namun

masih berkonsentrasi secara spesifik pada persoalan utama yang ingin dipecahkan.

2.3.2 Pengertian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

Prasarana lingkungan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik
lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan
pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematusan air hujan, jaringan
pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. Jaringan
primer prasarana lingkungan adalah jaringan utama yang menghubungkan antara
kawasan permukiman dengan kawasan lainnya. Jaringan sekunder prasarana
lingkungan adalah jaringan cabang dari jaringan primer yang melayani kebutuhan
di dalam satu satuan lingkungan permukiman.

Sarana lingkungan permukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi
untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan
budaya. Contoh sarana lingkungan permukiman adalah fasilitas pusat
perbelanjaan, pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan, tempat peribadatan,
rekreasi dan olah raga, pertamanan, dan pemakaman.

Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Contoh utilitas umum meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik,
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jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran.

2.3.3 Pengertian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam
lingkungan permukiman, antara lain: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan
niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan,
olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum.

Pengertian fasilitas sosial disepadankan dengan pengertian di dalam bahasa
Inggris sebagai social atau public facility yang berarti sarana dan prasarana sosial
yang diadakan untuk memfasilitasi upaya pemenuhan kepentingan-kepentingan
sosial masyarakat, serta pelaksanaan aktivitas sosial dan interaksi kemasyarakatan
antar warga masyarakat. Jadi dalam kaitan ini terminologi fasilitas sosial sudah
tepat, yaitu merupakan sarana dan prasarana yang dibangun untuk memfasilitasi
aktualisasi kehidupan sosial kemasyarakatan dari setiap warga masyarakat.

Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem
pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri
dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon,
terminal angkutan umum, kebersihan/pembuangan sampah, dan pemadam
kebakaran.

Kata fasilitas dalam terminologi fasilitas umum diartikan secara berbeda di
dalam Bahasa Inggris, yaitu sebagai public utility yang secara umum kurang lebih
dipahami sebagai sarana dan prasarana yang diadakan untuk dapat dipergunakan
oleh masyarakat guna meningkatkan manfaat (utility) sebesar-besarnya bagi diri
masyarakat sendiri, sehingga kehidupan menjadi lebih mudah dan lebih sejahtera.
Jadi, fasilitas umum lebih menekankan pada manfaat sebagai hasil yang dapat
dinikmati oleh rakyat banyak, sedangkan fasilitas sosial lebih menekankan pada
penciptaan media atau wahana yang memberi ruang bagi peningkatan intensitas

pergaulan sosial kemasyarakatan.

2.4 Pengertian Real Estate dan Pengembang
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2.4.1 Pengertian Real Estate

Ada beberapa pengertian dari real estate. Menurut Real Estat Handbook
(Harris, Jack C., 1997), real estate didefinisikan sebagai: “in law, land and
everything more or less attached to it. Ownership below to the center of the earth
and above to the heavens. In business, the activities concerned with ownership
and use transfers of the physical property”.

Menurut Fisher (1991, hal. 54), real estate adalah sebidang tanah yang
teridentifikasi termasuk dengan sarana pendukung (improvements), jika ada.
Adapun ciri-ciri real estate adalah pertama, jika dipandang secara fisik, real estate
memiliki sifat tidak dapat dipindahkan (immobile), bersifat heterogen
(heterogeneity), dan memiliki keunikan lokasi (unique location). Kedua, jika
dipandang secara ekonomi, real estate memiliki sifat terbatas atau langka
(scarcity), berumur ekonomi panjang, dan dapat dimodifikasi serta memiliki
keterkaitan dengan pemanfaatan tanah yang ada disekitarnya.

Asosiasi Ikatan Real Estate, The Appraisal of Real Estate, mendefinisikan
real estate sebagai the physical land and appurtenances offixed to the land. Real
estate adalah tanah fisik dan segala sesuatu yang melekat di atas tanah. Struktur
real estate bersifat tidak bergerak dan berwujud. Pengertian hukum (Amerika)
real estate adalah semua benda yang termasuk di dalam dan di atas tanah yang
merupakan bagian alam dari tanah dan juga semua benda yang dibuat dan
dibangun oleh manusia dan sesuai pula dengan pengertian “’inaedificatu solo, solo
credit” yang berarti apa yang melekat pada tanah, termasuk bagian dari tanah
(Hidayati & Haryanto, 2003, hal. 8)

Definisi dari sumber lain, real estate is land and all improvement mode both
on and to the land (Tosh, 1992, hal. 388). Real estate adalah tanah dan seluruh
pengembangan diatasnya maupun pada tanah tersebut dimana pengembangan
diatasnya dapat berupa gedung, sedangkan pengembangan pada tanah tersebut
dapat berupa pembangunan jalan, tanah terbuka, dan selokan. Dengan demikian
real estate dapat diartikan sebagai tanah dan semua pengembangan terhadap

tanah tersebut, baik yang ada di atas maupun pada tanah tersebut.
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2.4.2 Pengertian Pengembang

Pengembang (developer) adalah seseorang atau kelompok yang memiliki
suatu keahlian dalam pembangunan yang memiliki arsitektur, teknis, konstruksi,
keuangan, pemasaran, dan manajemen properti. Maka dari itu, peran pengembang
adalah sebagai manajer properti pada perumahan-perumahan yang dibangunnya
(Zukerman dan Blevins, 1991, hal. 81).

Dalam arti yang lain, pengembang adalah perusahaan yang membangun di
atas atau menggunakan secara penuh sebidang tanah, atau suatu kemampuan
individu yang mengubah tanah yang tidak bermanfaat (Zukerman dan Blevins,

1991, hal. 89).

2.5 Peranan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang Publik

2.5.1 Barang Publik
Pada prinsipnya barang dan jasa dibagi menjadi 4 kategori antara lain:

(David N, Hyman; 1996, hal.130).

1) Price private goods
2) Price excludable public goods
3) Convestible public goods
4) Price public goods

Barang publik adalah beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun yang bersedia menghasilkan atau
mungkin dihasilkan oleh pihak swasta, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas,
misalnya pertahanan, peradilan, jalan umum dan sebagainya. Jenis barang tersebut
dinamakan barang publik murni yang mempunyai karakteristik utama, yaitu
nonrivalry dan nonexcludability.

Dalam barang publik murni, sistem hanya tidak berfungsi atau tidak

beroperasi dan jika penyediaan jasa-jasa seperti ini dilakukan oleh sektor swasta,
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maka penawaran akan jasa-jasa tersebut tidak ada zero supply. Karena sistem
harga mensyaratkan adanya exelution kemampuan untuk memasukkan orang yang
tidak membayar untuk suatu barang untuk menikmati barang tersebut. Dikatakan
sebagai nonrivalry, apabila barang tersebut penggunaannya tidak bersaing.
Artinya, apabila ada seseorang yang memakai barang tersebut, tidak mengurangi
hak bagi orang lain untuk dapat menggunakan barang yang sama
(Mangkoesoebroto, 1993, hal 42). Dikatakan sebagai nonexcludability, apabila
barang tersebut tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Artinya, siapapun
dapat memanfaatkan barang ini, tanpa adanya pengecualian.

Kedua sifat barang publik ini yang menyebabkan pihak swasta tidak mau
menghasilkan barang publik murni, karena menghasilkan barang ini tidak
memberikan penghasilan sebagaimana menghasilkan barang privat. Oleh karena
itu pemerintahlah yang harus menghasilkannya, agar kesejahteraan rakyat banyak
dan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, bahwa pihak swasta
dapat menghasilkan mobil, tetapi perlu jalan, sehingga apabila pemerintah tidak
membangun jalan kesejahteraan masyarakat tidak akan mencapai optimum.

Perusahaan (swasta) juga tidak akan mendapat keuntungan yang besar,
karena tidak banyak masyarakat yang akan membeli. Apabila jalan ini dibangun
oleh swasta, maka biaya pembangunannya akan dibebankan pada biaya produksi
mobil tersebut, sehingga harga mobil akan sangat mahal, dan tidak banyak
masyarakat yang mampu menjangkau.

Pada barang publik murni ini, tidak ada seorangpun (pihak swasta) yang
mau menghasilkan, karena masalah kepemilikan. Sebagaimana namanya, maka
barang ini tidak bisa dimiliki perorangan, tetapi oleh masyarakat, kalaupun yang
mengelola adalah pihak tertentu, seperti jembatan, jalan yang dikelola oleh
pemerintah.

Duc dan Friedlander (1984) menyebutkan beberapa ciri dalam pembuatan
keputusan di sektor pemerintah. Untuk memproduksi barang publik ciri-ciri

tersebut adalah:
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1) Ketidakmampuan untuk mengatasi jumlah barang publik yang dibeli. Hal ini

terjadi akibat tidak dapat ditentukannya harga melalui mekanisme pasar.

Karena itu pemerintah harus menentukannya.

2) Sifat dan pengetahuan tentang keuntungan (manfaat) barang individu dapat

dikonsumsi oleh seseorang secara individu dan eklusif. la mengetahui
kekuatan preferensi dan manfaat yang akan diperolehnya. Sedangkan pada

barang publik konsumsinya adalah secara dibagi-bagi.

3) Ketidakpastian seorang konsumen barang publik tidak mengetahui dengan pasti

4)

5)

6)

manfaat yang akan diperolehnya dari pengeluaran untuk barang publik
tersebut. Misalnya konsumen tidak mengetahui secara pasti berapa manfaat
yang akan diperolehnya dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan,
pertahanan dan lain-lain.
Motivasi kepentingan masyarakat, pada barang publik konsumen secara
berkelompok, dan memikirkan kepentingan anggota masyarakat lainnya.
Campuran dari kegiatan-kegiatan alokasi dan distribusi. Penyediaan dari
kebanyakan jasa-jasa pemerintah yang mempunyai implikasi distribusi.
Preferensi (kegiatan perorangan akan barang-barang umum). Keinginan-
keinginan perorangan untuk barang-barang umum dipengaruhi oleh cita rasa.
Dalam hal ini, diperlukan campur tangan pemerintah sehingga akan diperoleh
gambaran keinginan masyarakat yang dapat dijadikan patokan untuk
menyediakan suatu barang (Duc, John F. & Friedlander, Ann F., 1984, hal.
32-33).

Selain dari barang publik murni juga terdapat barang publik tidak murni atau

umum yang berdimensi agak berbeda dengan barang publik murni antara lain:

1) Dari lokasi barang publik dan karakteristiknya. Pengertiannya adalah makin

jauh konsumen dari lokasi barang publik tersebut, jasa yang akan diterimanya

makin kecil juga untuk karakteristiknya.

2) Berhubungan dengan kapasitas barang publik suatu barang publik hanya dapat

memberikan stan dan pelayanan yang sama kepada tambahan konsumen tanpa
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tambahan biaya hanya sampai batas kapasitasnya saja. (Head, John G., 1973,
hal. 21-22).

2.5.2 Peranan Pemerintah

Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem sosialis atau sistem
kapitalis, pemerintah selalu mempunyai peranan penting. Peranan pemerintah
sangat besar dalam sistem perekonomoian sosialis, tetapi sangat terbatas dalam
sistem perekonomian kapitalis murni seperti sistem kapitalis yang digambarkan
oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya
mempunyai tiga fungsi yaitu:

1). Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan;

2). Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan;

3). Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan
oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam, jembatan, gorong-
gorong dan sebagainya.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan di
setiap negara, tidak ada satupun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan
sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannya
semakin besar mengatur jalannya perekonomian. Dalam hal ini pemerintah
mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas
sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh karena sektor swasta tidak dapat mengatasi
masalah perekonomian, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan
sepenuhnya kepada sektor swasta.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan

dalam tiga golongan besar, (Musgrave, 1991), yaitu:

1) Fungsi alokasi
Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta.
Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang

publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual
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dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem
pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang
tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya
kegagalan sistem pasar (market failure). Sistem pasar tidak dapat menyediakan
barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya
dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Jadi dalam hal ini
dikatakan bahwa sistem pasar gagal menyediakan barang dan jasa yang tidak
mempunyai sifat pengecualian, yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki
suatu barang tehadap orang lain dalam menikmati barang tersebut.

Fasilitas umum, seperti jalan raya adalah salah satu contoh barang publik
yang tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara
ekonomis. Secara teknis, setiap orang membutuhkan jalan, sehingga kalaupun ada
seseorang pemakai jalan, maka tidak mungkin orang lain dilarang untuk
menikmati atau memanfaatkan jalan tersebut. Secara ekonomis, misalnya
pemerintah tidak dapat memberi pagar disisi setiap jalan (secara teknis mungkin
dapat dilaksanakan), akan tetapi untuk melakukannya diperlukan biaya yang
sangat besar dibandingkan dengan membuat pagar itu sendiri, sehingga secara
ekonomis pemerintah tidak melakukannya. Jadi yang disebut barang publik murni
adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat
diterapkan prinsip pengeculian atas barang tersebut.

Jadi dalam fungsi alokasi ini, peranan pemerintah adalah untuk
mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
Berkaitan dengan peranan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar
harus menyediakan barang-barang publik (jalan, jembatan, gorong-gorong) dan

berapa dana harus dialokasikan untuk barang tersebut.

2) Fungsi Distribusi
Selain peranan alokasi, maka fungsi lain pemerintah adalah berperan sebagai
alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari

pemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan, permintaan dan penawaran
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faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan (Mangkoesoebroto,
1993).

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar
mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam
distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam teori ekonomi. Ada
sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi ekonomi harus
dipisahkan dari masalah keadilan. Perubahan ekonomi dikatakan efisien apabila
perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu golongan dalam masyarakat
dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang
lain.

Kaldor (dalam Mangkoesoebroto, 1993) mengatakan bahwa suatu tindakan
dikatakan bermanfaat (baik) apabila golongan yang memperoleh manfaat dari
tindakan "dapat" (secara konseptual, walaupun tidak perlu begitu dalam
kenyataannya) tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami
kerugian, sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum
adanya tindakan yang bersangkutan.

Masalah keadilan tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu
ekonomi, oleh karena itu masalah keadilan tergantung dari pandangan masyarakat
terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolut
akan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif tergantung dari persepsi
masyarakat terhadap keadilan. Pada umumnya keadilan publik ini didistribusikan
melalui kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan distribusi pendapatan yang
diinginkan masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara
langsung melalui pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar
bagi orang kaya dan relatif beban pajak yang lebih ringan bagi orang miskin,
disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara
langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran

pemerintah, misalnya adanya perumahan murah dan subsidi pupuk.

3) Fungsi Stabilisasi
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Selain peranan alokasi dan distribusi, peranan yang utama pemerintah adalah
stabilisasi ekonomi. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta
akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan
penggangguran dan inflasi. Inflasi dan deflasi merupakan hal yang mengganggu
stabilitas ekonomi. Oleh karena itu masalah ini harus ditangani oleh pemerintah
melalui seperti kebijakan moneter.

Dalam uraian di atas, telah dibahas bahwa pemerintah harus campur tangan
dalam perekonomian untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi oleh
karena sistem pasar tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi
secara efisien. Dalam hal barang swasta, barang-barang tersebut dapat dihasilkan
oleh perusahaan swasta, tetapi dapat juga dihasilkan oleh perusahaan swasta
dan/atau perusahaan negara. Jadi yang dimaksud dengan barang publik yang
disediakan oleh pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai
melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan
pekerjaannya.

Misalnya jalan raya dan jembatan pembiayaannya dilakukan melalui
anggaran negara dan jalan raya dan jembatan tersebut dapat dikerjakan oleh pihak
swasta maupun oleh pemerintah itu sendiri. Apabila jalan tersebut akan
dilaksanakan oleh swasta, biasanya dilakukan melalui sistem tender, sehingga
penawaran swasta yang rasional yang dapat diterima oleh pemerintah.

Keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi untuk
menghasilkan barang swasta atau barang publik berbeda dari pertimbangan
apakah barang-barang tersebut akan dihasilkan oleh pemerintah atau oleh swasta.
Dalam perekonomian sosialis, sebagian besar barang-barang swasta yang ada
dihasilkan oleh pemerintah, sedang dalam sistem perekonomian kapitalis sebagian
besar barang-barang publik dihasilkan oleh sektor swasta. Dalam sistem
perekonomian yang demokratis, masyarakat melalui wakil-wakilnya di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) harus menetapkan alokasi sumber-sumber ekonomi
yang ada harus dialokasikan untuk menghasilkan barang publik dan barang

swasta.
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Fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan merupakan salah satu barang
publik yang tidak bersaing dan tidak membatasi. Barang publik mempunyai sifat-
sifat: tanpa kecuali dan tidak bersaing. Barang publik disediakan untuk semua
orang dan barang-barang publik disediakan untuk memenuhi kebutuhan hajat
hidup orang banyak, tanpa kecuali (Rahardja, Prathama & Manurung, Mandala,
2006, hal. 273).

2.6 Manajemen Aset

2.6.1 Definisi Manajemen Aset

Manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata management yang
berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai pengelolaan. Dalam
kamus bahasa Inggris oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, management
artinya adalah pengelolaan, dan ini berasal dari kata kerja to manage yang artinya
mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola. Menurut
Ensiklopedi Administrasi Indonesia, manajemen adalah segenap kekuatan yang
menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha
kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Aset merupakan barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi
(economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange
value) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, dan badan usaha ataupun individu
(perorangan). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda,
yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud
(tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam
aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha
ataupun individu perorangan.

Didalam manajemen aset (pengelolaan aset), tidak terlepas dari siklus
pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan sampai penghapusan barang
tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (Planning); meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

penganggarannya (budgetting).
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Pengadaan (Proccurement): meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan

harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
Penyimpanan dan penyaluran (Storage and distribution).
Pengendalian (Controlling).

Pemeliharaan (Maintainance).

Pengamanan (Safety).

Pemanfaatan penggunaan (Utilities) .

Penghapusan (Disposal).

Inventarisasi (Inventarization).

Apabila berpedoman kepada landasan yang terbaru yaitu Permendagri

Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa pengelolaan barang

daerah meliputi:

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Pengadaan

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
Penggunaan

Penatausahaan

Pemanfaatan

Pengamanan dan pemeliharaan

Penilaian

Penghapusan

10) Pemindahtanganan

11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

12) Pembiayaan

13) Tuntutan ganti rugi

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan adiministrasi

pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan

aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas
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dalam pembangunan. Menurut Doli D. Siregar (2004) manajemen aset
merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang
dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi.
Manajemen aset itu sendiri kedepannya/selanjutnya sebenarnya terdiri dari 5
(lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi

yaitu:

1) Inventarisasi Aset

2) Legal Audit

3) Penilaian Aset

4) Optimalisasi Aset

5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam

Pengawasan dan Pengendalian Aset.

2.6.2 Kerangka Manajemen Aset

Pemahaman terhadap bidang aset sangat penting untuk memahami hubungan
antara strategi aset dan strategi lainnya, yang secara bersamasama membentuk
rencana operasi dan bisnis dari suatu organisasi. Setelah mendefinisikan aset,
penting untuk melihat aspek dalam perspektif yang tepat dalam suatu organisasi.
Aset-aset seharusnya hanya ada untuk mendukung penyediaan pelayanan/jasa.

Titik permulaan yang utama untuk memastikan  hal  tersebut  adalah
menyusun hubungan antara penyediaan pelayanan dan aset. Tujuan organisasi
diterjemahkan ke dalam tujuan program, strategi penyediaan pelayanan, keluaran
(outputs), dan hasil (outcomes). Aset-aset suatu departemen merupakan
satu masukan (input) bagi penyediaan pelayanan. Strategi manajemen aset bukan
merupakan suatu penjumlahan sederhana dari rencana-rencana individual
yang dibuat untuk masing-masing fase dari siklus hidup aset. Strategi manajemen
aset harus konsisten dengan tujuan organisasi dan terintegrasi dengan strategi

manajemen lainnya.
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Keputusan manajemen aset hendaknya tidak dibuat secara terpisah,
melainkan harus sebagai bagian dari kerangka keseluruhan pembuatan keputusan
dalam suatu organisasi. Perencanaan aset harus dipertimbangkan bersamaan
dengan kebutuhan sumber daya lainnya yang digunakan dalam pencapaian tujuan
penyediaan pelayanan. Hal ini mensyaratkan organisasi untuk mengkonversi atau
mengubah strategi penyediaan pelayanan ke dalam strategi aset yang spesifik.
Hal ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi metode peningkatan
kinerja aset serta untuk menata aset-aset yang digunakan dan mencari solusi
yang tidak memerlukan kepemilikan aset.

Keutamaan dari kerangka manajemen aset adalah:
e Manajemen aset dipicu/didorong oleh pelayanan atau output.
e Manajemen aset memakai pendekatan yang terstruktur dan sistematis.

e Manajemen aset didasarkan pada konsep whole of life.

2.6.3 Aktivitas Utama Manajemen Aset
Berikut ini adalah aktivitas utama dalam manajemen aset sebagaimana

tampak dalam gambar 1:

a. Analisis Kebutuhan (Needs Analysis)

Langkah pertama dari manajemen aset adalah analisis kebutuhan.
Organisasi (pemerintah) harus menganalisis secara seksama kebutuhan atas
persediaan peralatan dan infrastruktur dan mempertimbangkan seluruh pilihan
atau alternatif untuk memenuhinya. Hal ini mencakup solusi aset maupun solusi
nonaset sebagaimana permintaan manajemen strategis dan peranan yang mungkin

disediakan oleh sektor swasta.

b. Penilaian Ekonomis (Economic Appraisal)
Langkah kedua yaitu penilaian ekonomi. Langkah ini merupakan
pertimbangan sistematis mengenai biaya dan manfaat dari berbagai solusi aset

maupun solusi nonaset.yang telah diidentifikasi. Manajemen nilai merupakan
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salah satu teknik yang membantu dalam proses ini. Penilaian, yang dilakukan

sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah, hendaknya mengarahkan organisasi

(pemerintah) untuk membuat rekomendasi

sumber daya yang terbatas.

tentang penggunaan terbaik atas

Gambar 1. Kerangka Manajemen Aset

v Kebijakan

Pemerintah [
v’ Rencana Organisasi

Rencana Strategi/Bisnis ]

d

[

Strategi (Output ) ]

Pracram

g

Strategi Sistem Informasi

Strategi Sumber Daya Manusia

Strategi Keuangan

Strategi Aset

Solusi Non-Aset: Rencana Operasi &
5 Manajemen Permintaan Pemeliharaan
Kontrak Keluar Standar & Tingkat
— (outsourcing) . Pe]avanﬂng
Penonmnaan Alternatif
Rencana Pengadaan Pgrilé(fﬁg;a Anagngar
Rencana Penghapusan Organisasi Sistem

U

Rencana Pendanaan Modal & Operasi

Sumber: Australian National Audit Office, asset Management Handbook, 1996.

c. Perencanaan (Planning)
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Tahap ini merupakan sarana penting untuk mencapai kesuksesan tujuan
melalui  penggunaan aset. Rencana, keputusan, dan aktivitas bagian
yang bertanggung jawab atas manajemen aset harus terintegrasi sepenuhnya
dengan proses perencanaan pemerintah, termasuk di dalamnya departementasi
dan rencana bisnis (business plan). Penetapan risiko dan alokasinya harus dimulai
pada tahap perencanaan. Bagian tersebut harus terus memverifikasi jasa atau

sarana yang diperlukan selama proses perencanaan.

c. Penganggaran (Budgeting)

Penganggaran merupakan perencanaan menyangkut pendanaan aset. Aset
memerlukan komitmen dana selama masa hidup atau manfaatnya, misalnya
pengeluaran modal untuk pembelian atau konstruksi (pembangunan) aset, atau
pengeluaran modal untuk pemeliharaan dan memperpanjang masa pengoperasian
aset. Nilai penghapusan aset pada akhir pemanfaatan juga harus dipertimbangkan.
Kebutuhan pengeluaran  untuk aset — harus ditutup dengan  sumber-

sumber pendanaan yang teridentifikasi.

e. Penentuan Harga (Pricing)

Langkah berikutnya adalah menentukan biaya atau harga atas penggunaan
aset. Hal ini harus didasarkan pada biaya yang sesungguhnya untuk membuat,
mengoperasikan, memelihara, dan penghapusan aset dan harus merefleksikan
tujuan dari bagian yang bertanggung jawab atas manajemen aset dan kondisi
pasar. Biaya yang sesungguhnya tersebut mencakup tingkat pengembalian (rate of
return), yaitu biaya kesempatan (opportunity cost) atas modal investasi,
pengeluaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan aset, dan penyisihan
depresiasi. Pricing juga bisa digunakan sebagai cara untuk mengelola permintaan

atas suatu aset.

f. Pengadaan dan Penghapusan (Acquisition and Disposal)
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Keputusan mengenai pengadaan dan penghapusan aset memerlukan
pengamatan dan penilaian ekonomis yang seksama. Pilihan atau alternatif untuk
pengadaan aset meliputi pembuatan sendiri, pembelian, atau sewa guna usaha
(leasing). Alternatif berupa partisipasi atau keterlibatan sektor swasta untuk
menyediakan suatu aset atau jasa harus juga dipertimbangkan. Alternatif untuk
penghapusan aset meliputi alternatif menggunakan, = menyewa, menjual,
atau menjual dan menyewa kembali (sale and leaseback), dan alternatif tersebut

harus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pengadaan aset.

g. Pencatatan, Penilaian, dan Pelaporan (Recording, Valuation,
and Reporting)

Aktivitas ini berfungsi memberikan informasi bagi pengambilan keputusan
yang sebaik mungkin. Bagian/divisi harus bertanggung jawab atas kinerja fisik
dan finansial dari aset yang mereka kendalikan, operasikan, dan mereka pelihara.
Informasi mengenai kinerja dan kondisi suatu aset yang disediakan oleh prosedur
pencatatan, penilaian, dan pelaporan yang akurat adalah sangat penting bagi
keputusan  untuk memodifikasi, memperbaiki, mencari alternatif penggunaan
yang tepat, atau melepaskan suatu aset. Pemeliharaan daftar aset yang berisi
catatan dan penilaian aset yang akurat akan mendukung pembuatan keputusan

yang efektif mengenai penggunaan suatu set.

2.7 Model Kerjasama

Sesuai dengan arah kebijaksanaan nasional, dimana pengelolaan
infrastruktur perkotaan dapat dikelola secara bersama antara Pemerintah Kota dan
Badan Usaha Swasta, maka bentuk kerjasama yang mungkin dapat diusulkan

sebagai alternatif, yakni ada dua model.

1. Model PSP (Private Sector Participation)
Kerjasama yang dapat dibangun dalam model kemitraan PSP yakni

merupakan bentuk kemitraan yang dipandang paling sederhana, dimana pemilik
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aset tetap memegang kendali atas semua operasi dan pemeliharaan, sistem dan
fasilitas yang ada, sedangkan pihak swasta dapat diberikan kewenangan yang
sifatnya terbatas dan atau sebagian untuk pengelolaan dan pengoperasian fasilitas.
Model PSP adalah model kemitraan antara pemerintah dengan melibatkan
partisipasi pihak swasta secara terbatas. Dalam kemitraan ini dapat dilakukan
Kontrak Pelayanan (service contract). Dalam Kontrak Pelayanan (service
contract), pihak swasta memiliki keterbatasan kewenangan pengelolaannya,
dimana kegiatannya hanya terbatas pada pengelolaan dan atau pengoperasian
fasilitas, peralatan. Terkait dengan model kemitraan ini, maka tidak ada investasi
yang ditanamkan oleh swasta, sedangkan keuntungan yang akan didapat hanya
kecil dan efisiensi terbatas. Pemanfaatan sistem kemitraan ini hanya cocok pada

masa krisis.

2. Model PPP (Public Private Partnership)

Dalam model altematif kedua ini dapat disebut sebagai model PPP (Public
Private Partnership), dimana kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan
pihak swasta memungkinkan pihak swasta menanamkan investasinya. Terkait
dengan investasi yang disertakan dan tercapainya sistem yang efektif dan efisien,

maka pengelolaan atau manajemen dipegang oleh pihak swasta.

2.8 Dasar Hukum Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
2.8.1 Kewajiban Pengembang Perumahan
Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

menyebutkan bahwa dalam membangun lingkungan siap bangun badan usaha di

bidang pembangunan perumahan wajib:

a) Melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan
penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka penyediaan
kaveling tanah matang;

b) Membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun

rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan pengesahan dan
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penyerahannya kepada Pemerintah Daerah;
¢) Mengkoordinasikan penyelenggaraan persediaan utilitas umum;

d) Membantu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan hak
atas tanah di dalam atau sekitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah;

e) Melakukan penghijauan lingkungan;

f) Menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;

g) Membangun rumah.

Kebijakan lain yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum untuk pengembang perumahan diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) nomor 3 tahun 1987 tentang Penyediaan dan
Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan
Perumahan. Dalam Permendagri pasal 13 ayat 1 hurup b tersebut disebutkan
bahwa perusahaan berkewajiban menyediakan tanah untuk keperluan fasilitas
umum dan memelihara selama jangka waktu tertentu prasarana dan utilitas umum
yang diperlukan oleh masyarakat penghuni lingkungan.

Secara khusus kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum di Provinsi DKI Jakarta adalah Keputusan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 41 tahun 2001
tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Keputusan
Gubernur DKI Jakarta tersebut ditegaskan bahwa pemegang SIPPT
dikenakan:

a. Pembangunan dan penyerahan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum;
b. Penyediaan kewajiban sesuai yang ditetapkan dalam SIPPT dan/atau

dokumen lainnya.

2.8.2 Penyediaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota

Jakarta nomor 1515 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan
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dan Tugas Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT) DKI Jakarta, badan
tersebut terdiri dari:
Ketua : Gubernur DKI Jakarta
Wakil Ketua : Para wakil Gubernur DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta
Anggota : 1. Sekwilda DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta
3. Ketua Bappeda DKI Jakarta
4. Kepala Dinas P2K DKI Jakarta
5. Kepala Biro Binagram DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol DKI Jakarta

Adapun tugas utama dari BPUT adalah membahas permohonan SIPPT yang
diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta baik dari segi persyaratan yang telah
ditetapkan maupun aspek-aspek lain yang diperlukan. Setelah mendengar saran
dan pertimbangan anggota, Gubernur sebagai Ketua BPUT akan memutuskan
untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang diajukan oleh
pengembang. SIPPT yang telah disetujui kemudian didistribusikan dalam waktu
14 hari kerja kepada Biro Perlengkapan, Biro Administrasi Sarana Perkotaan,
Walikotamadya dan unit-unit terkait. Kewajiban yang dikenakan oleh setiap
pemegang SIPPT adalah: pembangunan dan penyerahan prasarana lingkungan,
fasilitas sosial, dan fasilitas umum; penyediaan kewajiban sesuai yang ditetapkan
dalam SIPPT dan/atau dokumen lainnya; kewajiban lainnya yang ditetapkan
dalam SIPPT dan/atau dokumen lainnya.

Semua kewajiban di atas harus diserahkan kepada Gubernur selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembangunannya selesai. Penyerahan kewajiban
tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik oleh Walikotamadya
setempat yang dibantu oleh TP3W (Tim Pengendali dan Pengawasan
Pembangunan Wilayah). Tim ini terdiri dari unsur :

Ketua : Sekretaris Kotamadya
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Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan Kotamadya
Sektretaris : Kepala Bagian Penyusunan Program
Anggota : 1. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Kota
. Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota
. Kepala Suku Dinas Tata Kota

. Kepala Suku Dinas Tata Bangunan

2
3
4
5. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum
6. Kepala Suku Dinas Pertamanan
7. Kepala Bagian Hukum
8. Kepala Bagian Perlengkapan

9. Kepala Satuan Kerja yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Tim ini memiliki tugas melakukan penelitian fisik di lapangan, menyiapkan
Berita Acara Penelitian Fisik, menyiapkan dokumen teknis yang meliputi:
Gambar Keterangan Rencana Kota (KRK), Gambar Rencana Tata Letak
Bangunan (RTLB), bukti pemilikan tanah yang diserahkan, gambar bangunan, [jin
Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan, [jin Mendirikan
Prasarana (IMP) untuk sarana jalan dan saluran.

Walikotamadya harus melaporkan kepada Gubernur cq kepala BPKD,
Bidang Pemanfaatan Aset Daerah (sebelumnya Biro Perlengkapan) selambat-
lambatnya satu bulan sejak dilakukan penelitian fisik yang dilengkapi dengan
Berita Acara Penelitian Fisik yang mencakup volume dan kualitas. Selanjutnya
BPKD, Bidang Pemanfaatan Aset Daerah mengadakan penelitian kelengkapan
Berita Acara Penelitian Fisik atas dasar laporan Walikotamadya sebagai bahan
untuk membuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Gubernur
dan pemegang SIPPT.

Dalam pemenuhan kewajiban tersebut dibuka kemungkinan bagi pemegang
SIPPT untuk mengkonversikan dalam bentuk dana. Ini dilakukan jika dalam
pemenuhan kewajiban pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum ternyata tidak
dapat dilaksanakan di areal SIPPT karena alasan kebutuhan dan keserasian

lingkungan. Untuk itu pemegang SIPPT dengan persetujuan tertulis dapat

Universitas Indonesia

Analisis kebijakan..., Purwanto, FE Ul, 2010.



61

mengkonversikan dalam bentuk dana yang akan digunakan untuk memenuhi
kewajibannya di tempat lain di DKI Jakarta.

Untuk menghitung besaran nilai pengalihan dan perubahan kewajiban
tersebut dibentuk Tim Penilai yang bertanggung jawab kepada Gubernur dengan

susunan sebagai berikut :

Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan Sekda
Sekretaris : Kepala Biro Binagram
Anggota : 1. Kepala Biro Perlengkapan

2. Kepala Biro Hukum

3. Kepala Biro Keuangan

4. Kepala Dinas Tata Kota

5. Kepala Dinas Tata Bangunan

6. Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris BPUT

8. Walikotamadya yang bersangkutan

9. Kepala Dinas Teknis/Unit terkait

2.8.3 Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
a. Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Menurut Hukum
Kebijakan dan pengaturan terkait dengan penyerahan fasilitas sosial dan
fasilitas umum dalam lingkungan permukiman kepada Pemerintah Daerah diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 1987
tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial
Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
(Inmendagri) nomor 30 tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,
Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
Dalam Permendagri nomor 1 tahun 1987 disebutkan bahwa penyerahan
prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial adalah penyerahan
seluruh atau sebagian prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas

sosial berupa tanah atau tanpa bangunannya dalam bentuk aset dan/atau
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pengelolaan dan atau tanggung jawab dari Perum Perumnas/Perusahaan

Pembangunan Perumahan kepada Pemerintah Daerah (pasal 1 ayat a).

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman

dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin

keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di

lingkungan perumahan dan permukiman. Penyerahan prasarana, sarana, dan

utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

a.

Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas
yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk
mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan
utilitas.

Akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana,
sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai
dengan standar rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta
kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan
prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan
perumahan dan permukiman.

Keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana,
sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Adapun kriteria prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial

yang diserahkan adalah yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

b.

Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan penyediaan tanah
peruntukan fasilitas sosial telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana
tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan penyediaan tanah

peruntukan fasilitas sosial telah memenuhi standar sebagai tersebut dalam
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Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/KPTS/1986 tanggal 16 Mei
1986 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak
Bersusun.

c. Telah mengalami pemeliharaan oleh Perum Perumnas/Perusahaan
Pembangunan Perumahan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
selesainya pembangunan prasarana termaksud dalam ketentuan:

1) Minimal 50 % dari tahapan pembangunan rumah yang direncanakan
telah dibangun.

2) Luas minimal tahapan pembangunan adalah 5 hektar.

3) Untuk luas areal lebih kecil dari 5 (lima) hektar penyerahannya
dilakukan sekaligus.

Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dapat
dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut (bab 3 pasal 3
sampai dengan pasal 14):

a) Untuk prasarana lingkungan, tanah, dan bangunan telah selesai dibangun
dan dipelihara. Untuk utilitas umum, tanah, dan bangunan telah selesai
dibangun dan dipelihara.

b) Untuk fasilitas sosial, tanah telah siap untuk dibangun.

Selanjutnya seluruh prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas
sosial yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, hak, wewenang, dan
tanggung jawab pengurusannya beralih sepenuhnya kepada Pemerintah
Daerah yang bersangkutan. Sejak dilaksanakan penyerahan prasarana
lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial tersebut maka berakhirlah
hubungan atas tanah/bangunan dengan Perusahaan Pembangunan Perumahan,
kecuali tanah bangunan di atas hak pengelolaan Perum Perumnas yang
diserahkan dengan status tanah hak guna bangunan dan atau hak pakai. Jika
Perum Perumnas/Perusahaan Pembangunan Perumahan menggunakan
prasarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan
melanjutkan pembangunan perumahan, maka perusahaan yang bersangkutan

diwajibkan memperbaiki dan memelihara prasarana dimaksud.
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Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 30 Tahun

1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan

Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah dijelaskan pula bahwa

penyerahan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1.

Penyerahan umum/biasa, yakni penyerahan prasarana lingkungan, utilitas
umum, dan fasilitas sosial yang telah selesai dikerjakan dan telah habis masa
pemeliharaannya kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan catatan bahwa
prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang akan diserahkan
dalam keadaan baik, yaitu sesuai dengan kriteria penilaian teknis mutu.
Penyerahan khusus, yakni penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum,
dan fasilitas sosial yang telah lama selesai namun belum juga dilakukan
penyerahan kepada Pemerintah Daerah, dan pada saat akan dilakukan
penyerahan kondisi prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial
yang akan diserahkan tersebut dalam keadaan rusak atau tidak memenuhi
kriteria penilaian teknis baku mutu. Prosedur penyerahan khusus ini juga
diberlakukan bagi penyerahan yang telah dilaksanakan namun tanpa melalui
prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Instruksi Menteri
Dalam Negeri.

Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah penyerahan benda

berwujud yang tak bergerak. Benda menurut hukum ada dua macam, yaitu benda

berwujud dan benda tak berwujud, baik bergerak dan tak bergerak. Masing-

masing benda tersebut mempunyai tata cara penyerahan sendiri-sendiri.

Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai benda berwujud yang tak

bergerak menurut hukum sah bila dilakukan dengan menyerahkan surat-surat atau

dokumen-dokumen. Sebelum penyerahan, benda berwujud yang tak bergerak

tersebut lazimnya diperiksa terlebih dahulu kecocokan kondisi fisik dan

kualitasnya dengan standar dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Setelah itu, barulah benda tersebut diserahkan.
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b. Tata Cara Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Dalam Keputusan Gubernur nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara
Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dijelaskan bahwa proses pengendalian
penyerahan kewajiban pemegang SIPPT ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu
pengendalian teknis, pengendalian umum, dan pengendalian administratif.
Pengendalian teknis dilakukan oleh Walikotamadya setempat sejak diterbitkan
SIPPT dengan cara menagih kewajiban kepada para pemegang SIPPT, meneliti
kebenaran atas pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan, utilitas
umum, dan fasilitas sosial yang mencakup jenis, volume, dan kualitas;
menyiapkan Berita Acara Penelitian Fisik; mengamankan secara fisik sarana
prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial sampai Berita Acara
Serah Terima ditandatangani oleh Gubernur dan pemegang SIPPT; membuat
laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum setiap tiga bulan sekali dengan tembusan kepada instansi terkait.

Tugas pengendalian umum dilakukan oleh Asisten Administrasi
Pembangunan Sekda dibantu oleh Biro Administrasi Sarana Perkotaan. Tugas
tersebut meliputi: pembuatan daftar kewajiban pemegang SIPPT yang telah dan
belum diserahkan; pemantauan pelaksanaan pembangunan fisik sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam SIPPT; pemantauan kemungkinan terjadinya
perubahan pelaksanaan fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
menyiapkan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pemantauan pelaksanaan
pembangunan fisik setiap tiga bulan sekali.

Jenis pengendalian ketiga yaitu pengendalian administratif dilakukan oleh
asisten administrasi Sekda dibantu oleh BPKD, Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
dengan tugas pokok yaitu: menghimpun SIPPT sebagai bahan acuan pembuatan
Berita Acara Serah Terima; mengadakan penelitian kelengkapan dokumen Berita
Acara Penelitian Fisik sebagai bahan pembuatan Berita Acara Serah Terima;
menyiapkan Berita Acara Serah Terima yang akan ditandatangani oleh Gubernur

dan pemegang SIPPT; melakukan pencatatan dalam Buku Inventaris Pemerintah
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Provinsi DKI Jakarta terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah
diserahkan; menyiapkan laporan kepada Gubernur mengenai aset yang telah
diserahkan dari pemegang SIPPT setiap tiga bulan sekali.

Untuk mempersiapkan penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan
fasilitas sosial, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, agar membentuk
Tim Verifikasi yang susunan keanggotaannya terdiri dari:

a) Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku Ketua
Tim.

b) Direktorat/Kantor Agraria selaku sekretaris.

¢) Dinas Pekerjaan Umum selaku anggota.

d) Perusahaan Daerah Air Minum selaku anggota.

e) Kantor Instansi Vertikal yang terkait selaku anggota.

f) Unit Perum Perumnas/Perusahaan Pembangunan Perumahan yang
bersangkutan selaku anggota.

Selanjutnya dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 197
Tahun 2001 tentang Penyerahan Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum sebagai
Kewajiban Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga
ditegaskan  bahwa penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai
kewajiban pemegang SIPPT harus dilaksanakan secara proporsional dengan
pembangunan fisik di lokasi bersangkutan sesuai dengan isi dan bunyi perjanjian
dan/atau dokumen lain. Dalam hal ini adalah sebagaimana telah dituangkan dalam
perjanjian yang telah ditandatangani oleh Gubernur dengan Pemegang SIPPT dan
yang biasanya dilengkapi dengan dokumen teknis, misalnya, Gambar Keterangan
Rencana Kota, Gambar Rencana Tata Letak Bangunan, bukti pemilikan tanah
yang diserahkan (sertifikat, gambar situasi, bukti pembebasan tanah dari
masyarakat dan atau lembaga lainnya), Gambar-Gambar Bangunan, Izin
Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, Izin Mendirikan Prasarana
untuk sarana jalan dan saluran dan Surat Pernyataan Kesanggupan pemegang

SIPPT.
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Kewajiban penyerahan pemegang SIPPT dapat dilakukan selambat-
lambatnya dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian, dalam hal ini adalah 3
(tiga) bulan setelah selesainya pembangunan sekaligus atau secara bertahap sesuai
kesepakatan. Materi penyerahan ini adalah dengan merujuk hasil penelitian fisik
Walikotamadya setempat dengan dibantu oleh TP3W dan yang kemudian hasil
penelitian fisik ini dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Fisik. Selanjutnya
untuk menciptakan tertibnya sistem administrasi pelaporan serah terima fasilitas
sosial dan fasilitas umum ini, maka Walikotamadya melaporkan ke Gubernur
melalui Kepala BPKD.

Namun demikian sebelum disampaikan kepada Gubernur, hasil penelitian
fisik ini oleh BPKD, Bidang Pemanfaatan Aset Daerah diteliti lebih jauh lagi
mengenai kelengkapannya sebagai finalisasi Berita Acara Serah Terima (BAST).
Kemudian pada tahap berikutnya Berita Acara Serah Terima final ini yang akan
ditandatangani oleh Gubernur dan Pemegang SIPPT.

BPKD, Bidang Pemanfaatan Aset Daerah juga membuat catatan-catatan
dalam Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta atas semua
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah diserahkan. Sebagai bahan tambahan
perlu juga dijelaskan bahwa para pemegang SIPPT dilarang mengelola, menjual,
menggadaikan, menghibahkan, dan/atau memindahtangankan pengelolaan seluruh
kewajiban baik berupa prasarana lingkungan, fasilitas sosial maupun fasilitas
umum kepada pihak lain apapun sebelum diserahterimakan kepada Gubernur.
Terhadap para pemegang SIPPT yang tidak memenuhi kewajibannya, Gubernur
berwenang melakukan tindakan berupa penundaan pelayanan/pemberian izin,
pembatalan perizinan dan/atau pencabutan SIPPT serta sanksi lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8.4 Pengembangan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan umum dan utama dalam
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Penafsiran Pasal 33 ayat (3)

tersebut menegaskan bahwa pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum
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merupakan hak dan sekaligus kewajiban pemerintah. Dari sudut hak, pemerintah
mempunyai hak untuk menunjuk pihak ketiga, yaitu pihak pengembang swasta,
untuk atas nama pemerintah mengembangkan fasilitas sosial dan fasilitas umum
sesuai dengan perencanaan dan penataan yang dibuat oleh pemerintah, serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga
tersebut dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan-

keterbatasan, antara lain keterbatasan dana dan tenaga.

a. Pengembangan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada sebagai hasil
pembangunan sejak tahun 1971 perlu terus dikembangkan. Artinya, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang sudah ada tersebut perlu terus dikembangkan, khususnya
fungsi dan kualitasnya, agar senantiasa sesuai dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat, perubahan rona lingkungan, dan perkembangan zaman. Disamping
itu kenyataan juga menunjukkan bahwa fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada tersebut memerlukan penataan fisik, penataan spasial, penataan
administrasi, dan penataan dalam suatu maket. Dengan demikian, pengembangan
fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut dapat dipahami sebagai suatu proses
yang tidak pernah berhenti, khususnya dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan

peningkatan fungsi fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru oleh pihak
pengembang harus didasarkan pada ketentuan perizinan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan perizinan bagi pengembang hendaknya
memuat salah satunya adalah tata cara pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang melekat dengan pembangunan perumahan. Detailed Engineering
Desain (DED) dari fasilitas sosial dan fasilitas umum harus sesuai dengan fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang telah direncanakan oleh pemerintah. Pengalaman

masa lalu menunjukkan bahwa masing-masing pengembang dapat membangun

Universitas Indonesia

Analisis kebijakan..., Purwanto, FE Ul, 2010.



69

fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan DED mereka masing-masing.
Sebagai akibatnya, banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak dapat
berfungsi sebagaimana diharapkan dan sekarang memerlukan penataan ulang dan
berbagai upaya penyelarasan. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas sosial dan
fasilitas umum oleh pihak pengembang harus didasarkan pada kebijakan
perencanaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan maket yang telah

ditetapkan oleh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berwenang.

2.8.5 Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Definisi Robert J Mockler membantu pemahaman unsur-unsur utama proses
pengawasan. Menurut Mockler, pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk
menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang
sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar
yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan
penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk
menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif
dan efisien dalam pencapaian tujuan tujuan organisasi (Robert J Mockler, 1972,
hal. 2).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19
tahun 1996, pengawasan merupakan usaha untuk menjamin agar kegiatan yang
dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan organisasi dan peraturan yang berlaku.
Kegiatan pengawasan sangat terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain,
yaitu perencanaan, organizing, actuating, dan pengawasan itu sendiri. Dalam hal
ini pengawasan dilakukan untuk menjamin apakah fungsi-fungsi tersebut telah
dilaksanakan secara baik.

Pengendalian (control) adalah kegiatan pengawasan dengan obyek yang
diawasi adalah hubungan administratif antara pengembang dan/atau pengguna
dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hubungan administratif tersebut
mencakup hubungan-hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan

perizinan dan persyaratan-persyaratannya, pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan
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undang-undang, serta penerapan sistem pelaporan dan evaluasi. Dengan demikian,
melalui kegiatan pengendalian akan dapat diketahui secara dini kegiatan-kegiatan
yang legal dan ilegal dalam pembangunan dan/atau pengembangan, penggunaan
atau pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Melalui kegiatan
pengendalian tersebut kegiatan pembangunan, pengembangan, penggunaan, dan
pemanfaatan dapat dikendalikan.

Berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pembangunan fasilitas
sosial dan fasilitas umum, seperti tercantum pada bab V pasal 19-20 Permendagri
nomor 1 tahun 1987, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan
mengendalikan pembangunan perumahan mencakup prasarana lingkungan, utilitas
umum, dan fasilitas sosial harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah
dan Pedoman Teknis sebagaimana yang diatur dalam Buku Pedoman Teknik
Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak bersusun. Pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dan instansi
teknis yang bersangkutan.

Adapun pengawasan dan pengendalian meliputi:

a) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan yang
telah mendapat ijin yang diperlukan.

b) Pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan pembangunan
prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial serta penghunian
rumah yang telah dibangun.

c) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyerahan
prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial serta pengelolaan
lebih lanjut.

Selanjutnya dalam SK Gubernur nomor 41 tahun 2001 disebutkan
bahwa pengendalian pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT meliputi: (a)
pengendalian teknis yang dilakukan oleh Walikotamadya setempat sejak
diterbitkannya SIPPT; (b) pengendalian umum dilakukan oleh Asisten
Administrasi Pembangunan Sekda dibantu Biro Bina Penyusunan Program;

(c) pengendalian Administratif dilakukan oleh Asisten Adminsitrasi Sekda
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dibantu BPKD, Bidang Pemanfaatan Aset Daerah DKI Jakarta.

2.8.6 Pembiayaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengaturan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana

lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial, seperti tercantum pada bab VI

pasal 21 Permendagri nomor 1 tahun 1987, dijelaskan bahwa:

a)

b)

Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan,
utilitas umum, dan fasilitas sosial sebelum penyerahan menjadi tanggung
jawab Perum Perumnas/perusahaan pembangunan perumahan.
Pembiayaan pemeliharaan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan
fasilitas sosial setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah.
Dalam hal pengawasan pembangunan, pembiayaannya dibebankan kepada
Perum  Perumnas/Perusahaan ~ Pembangunan  Perumahan, yang
diperhitungkan di dalam biaya konstruksi sesuai dengan standar yang
berlaku.

Selanjutnya dalam ketentuan peralihan seperti diatur pada bab VIII

pasal 23, disebutkan bahwa terhadap pembangunan prasarana lingkungan,

utilitas umum, fasilitas sosial yang saat berlakunya peraturan ini telah selesai

ataupun dalam tahap penyelesaian diatur sebagai berikut:

a)

b)

¢)

Bagi prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang saat
peraturan ini berlaku telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun
dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah, melalui Tim
Verifikasi.

Bagi prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang saat
peraturan ini berlaku telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun
tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah
Daerah secara formal dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1
(satu) tahun diantara kedua tahap dimaksud.

Bagi prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang saat
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peraturan ini berlaku masih dalam tahap penyelesaian tata cara
penyerahan mengikuti peraturan ini, termasuk prasarana lingkungan,
utilitas umum, dan fasilitas sosial yang sudah selesai dibangun sampai
dengan satu tahun.
Berkaitan dengan pembiayaan pemeliharaan diuraikan juga bahwa ada
dua prinsip dasar pembiayaan pemeliharaan.

a) Dengan diserahkannya prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas
sosial perumahan dari Perum Perumnas/perusahaan perumahan kepada
Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang, dan
bertanggung jawab untuk mengatur prasarana lingkungan perumahan
utilitas umum, dan fasilitas sosial perumahan agar berfungsi sebagaimana
mestinya dan mempunyai kualitas sesuai dengan rencana pengembangan
permukiman.

b) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pemeliharaan lingkungan
permukiman perumahan tersebut, Pemerintah Daerah bersama masyarakat
wajib memelihara, dan mengelola prasarana lingkungan, utilitas umum,
dan fasilitas sosial dengan mengusahakan penyediaan pembiayaannya.

Dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para

Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ditegaskan pula bahwa semua kewajiban setelah selesai pembangunannya

selambat-lambatnya 3 bulan harus segera menyerahkan kepada Gubernur dan
penyerahan kewajiban dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik oleh

Walikotamadya setempat yang dibantu oleh Tim Pengendalian dan

Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) yang dituangkan dalam Berita

Acara Penelitian Fisik.

Selanjutnya berkaitan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana,
antara lain diuraikan bahwa apabila pelaksanaan kewajiban tidak

memungkinkan juga, maka kewajiban tersebut dapat dikompensasikan atau
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dikonversikan dalam bentuk dana. Pengalihan atau perubahan harus terlebih

dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

2.8.7 Larangan dan Sanksi

Berkaitan dengan larangan dan sanksi, Keputusan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara
Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara lain menegaskan bahwa para
pemegang SIPPT dilarang untuk mengelola, menjual, menggadaikan,
menghibahkan, dan/atau memindahtangankan pengelolaan seluruh kewajiban,
baik berupa prasarana lingkungan, fasilitas umum maupun fasilitas sosial
kepada pihak lain dalam bentuk apapun sebelum diserahterimakan kepada
Gubernur. Unit atau Satuan Kerja juga dilarang untuk mengelola dan/atau
mengalihkan pengelolaan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum
kepada pihak lain dalam bentuk apapun sebelum diserahterimakan kepada
Gubernur.

Terhadap para pemegang SIPPT yang tidak memenuhi kewajiban,
Gubernur berwenang melakukan tindakan berupa penundaan pelayanan/
pemberian izin, pembatalan perizinan dan/atau pencabutan SIPPT serta
sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian juga terhadap Kepala Unit/Satuan kerja yang melanggar larangan
tersebut juga akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Poerwandari
(1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah
data yang sifatnya deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan
aquiri secara mendalam dengan cara mencari informasi pada seseorang yang
dipilih dalam kelompok kecil.

Metode kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1989, hal. 12)
adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Lebih lanjut
menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu tersebut
secara holistik (utuh). Dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasikan individu
atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya
sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif menekankan pada
pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti
memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.
(Poerwandari, 1998)

Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja terekspresi secara eksplisit
tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada
pemikiran atau pandangan responden. Dengan demikian peneliti akan bisa
memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang
fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi yang sifatnya holistik.

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola
pemikiran yang bersifat empirical inductive, yaitu segala sesuatu dalam penelitian
ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang
sesungguhnya di lapangan.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, didalam

penelitian ini tetap diperlukan fokus penelitian untuk membatasi bidang studi atau
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bidang penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah
implementasi kebijakan dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di
Provinsi DKI Jakarta, terutama kebijakan, pengembangan, penyerahan dan
pengawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kemudian faktor-faktor yang
menjadi penghambat atau kendala dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum di Provinsi DKI Jakarta, pandangan pengembang tentang implementasi
kebijakan dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, analisis
kesenjangan (gap) antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan
pengembang, serta alternatif strategi terhadap permasalahan pengadaan fasilitas

sosial dan fasilitas umum.

3.2 Sampel Penelitian

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang
yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang memiliki
informasi dan sebagai sumber data yang relevan dengan topik penelitian yang
dibahas. Responden yang dipilih tersebut merupakan para pemangku kepentingan
(stakeholder) yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyerahan fasilitas
umum dan fasilitas sosial di Provinsi DKI Jakarta. Para pemangku kepentingan
yang dijadikan responden dalam hal ini, adalah pertama, pihak Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh instansi-instansi terkait yang
bertanggung jawab dalam proses penyerahan dan penerimaan fasilitas sosial
dan fasilitas umum dari pihak pengembang. Instansi-instansi terkait itu
meliputi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta,
khususnya Bidang Pemanfaatan Aset Daerah (sebelumnya Biro Perlengkapan),
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mobilisasi Aset Daerah, Biro Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Kedua,
responden penelitian juga diambil dari pihak pengembang yang diwakili oleh
pengurus Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD DKI Jakarta. Ketiga,

responden penelitian dari pihak masyarakat yang diambil dari kalangan
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akademisi/pengamat kebijakan publik, pengamat properti, dan pengamat dari

media massa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara mendalam (indepth interview). Sebelum wawancara
dilakukan, responden mengisi angket tentang keterangan pribadi supaya data
penelitian dapat dikumpulkan dengan cepat dan tepat. Metode wawancara
digunakan karena teknik ini dianggap paling bermanfaat untuk mendapatkan
pandangan dan persepsi responden terhadap persoalan yang sedang dibahas.
Dengan teknik wawancara, responden diberi kesempatan untuk menjelaskan
dan memaparkan pandangan, pengamatan, dan analisis mereka mengenai
kebijakan yang diambil.

Wawancara setengah terstruktur digunakan dalam penelitian ini. Daftar
pertanyaan digunakan sebagai pemandu wawancara tetapi apabila ada
pertanyaan yang tidak relevan untuk responden, tidak akan ditanyakan.
Apabila ada pendapat atau cerita menarik yang diajukan oleh responden,
pertanyaan tambahan dapat langsung diajukan supaya memperoleh data yang
lebih rinci. Demikian pula jika ada pertanyaan atau jawaban yang kurang
jelas maksudnya dapat dibahas dan dijelaskan kembali.

Wawancara mendalam ditujukan kepada pihak-pihak tertentu atau para
pemangku kepentingan yang dianggap mengetahui pokok persoalan yang dibahas
dalam penelitian. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada pihak-pihak
yang berkaitan dengan kebijakan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di
Provinsi DKI Jakarta. Pihak-pihak yang dimaksud adalah: BPKD Provinsi DKI
Jakarta, Bagian Pemanfaatan Aset Daerah, UPT Mobilisasi Aset Daerah, Biro
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota, pengurus Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta,
akademisi/pengamat kebijakan publik, pengamat properti, dan pengamat dari

media massa.
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Selain melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku
kepentingan, penulis juga akan mengumpulkan data-data sekunder yang dapat
diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen, antara
lain laporan instansi terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan relevan dengan penelitian ini

3.4 Keabsahan dan Keajegan Penelitian
Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan
empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian

pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan Konstruk (Construct Validity)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang
berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga
dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya
adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (Sulistiani, 1999) ada 4
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :
a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara,
hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang
dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan
data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat
(expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan
data.

c. Triangulasi Teori
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Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah
dijelaskan pada Bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data

tersebut.

d. Triangulasi Metode
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode
wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat

wawancara dilakukan.

2. Keabsahan Internal (Internal Validity)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh
kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat.
Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya
akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji
keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang

berbeda.

3. Keabsahan Eksternal (Eksternal Validity)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat
digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki
sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan
eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang

sama.

4. Keajegan (Reabilitas)
Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian

berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang
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sama. Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti
selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan dengan
subyek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian
kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan

data dan pengolahan data.

3.5 Analisis dan Penafsiran Data

Marshall dan Rossman (Kabalmay, 2002) mengajukan teknik analisis data
kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisis
penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan

diantaranya:

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subyek melalui wawancara
mendalam (indepth inteviwer), dimana data tersebut dirckam dengan tape
recorder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan
mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara
verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti

benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

2. Pengelompokan Berdasarkan Kategori, Tema, dan Pola Jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data dan
perhatian yang penuh serta keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa
yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti
menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam
melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca
transkrip wawancara dan melakukan coding, melakukan pemilihan data yang
relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan
singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka

analisis yang telah dibuat.
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Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti.
Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal
diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti
dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata
kuncinya sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan

dinamika yang terjadi pada subyek.

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang Ada Terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data
tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini
kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan
teori yang telah dijabarkan dalam Bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada
kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian
ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat
asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang

ada.

4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud,
peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang
telah didapat, penulis perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang
kesimpulan yang telah didapat karena dalam penelitian kualitatif memang selalu
ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat
hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terpikirkan sebelumnya. Pada
tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori
lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan, dan

saramn.

5. Menulis Hasil Penelitian
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Penulisan data subyek yang telah berhasil dikumpulkan akan membantu
penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai
adalah presentasi data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian
berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subyek dan significant
other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subyek dan significant
other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya,
kemudian dianalisis, schingga didapat gambaran mengenai penghayatan
pengalaman dari subyek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan,

dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya adalah prasarana
lingkungan yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah
berkembang sejak lama dan secara administratif mulai didata sejak tahun 1971.
Selama ini, fasilitas sosial dan fasilitas umum dikembangkan sebagai bagian dari
pembangunan kota, khususnya pembangunan permukiman. Dalam kaitan dengan
ini dapat dimengerti bahwa pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum
selalu berkaitan dengan penggunaan lahan. Oleh karena itu, pengembangan
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dilakukan pada tahun 1960-an sampai
dengan tahun 1980-an didasarkan pada Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria
(UUPA). Berdasarkan UUPA tersebut dapat diketengahkan di sini bahwa
pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan pengejawantahan
fungsi sosial dari tanah. Pengejawantahan fungsi sosial dari tanah menjadi
fasilitas sosial dan fasilitas umum diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta kepada para pengembang perumahan atau permukiman (developer).
Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah seclesai dibangun oleh para
pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
didayagunakan bagi kepentingan umum.

Pada hakekatnya, pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan
bagian dari pengelolaan barang milik daerah, yang berupa sarana dan prasarana
kepentingan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fasilitas sosial dan
fasilitas umum dimaksud berasal dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah. Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berasal dari APBD,
pembangunan dan pembiayaannya dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah
Daerah, sedangkan bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berasal dari
perolehan lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a) pembangunan dan

pembiayaan fasilitas sosial dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab Pihak
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Ketiga sebagaimana tertuang dalam Ijin Pengembangan Kawasan, SIPPT,
Perjanjian Kerjasama atau Keputusan Gubernur; b) fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang merupakan sumbangan, hibah atau wakaf dari Pihak Ketiga,
diserahkan kepada Gubernur.

Kondisi fisik fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada pada saat ini tidak
terlepas dan kenyataannya sangat dipengaruhi oleh sejarah pengembangan
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dimulai sejak tahun 1971 sampai saat ini.
Kondisi fisik fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dihasilkan oleh
pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada tahun 1971-1990 banyak
yang kurang terawat, status hukumnya tidak jelas, serta memerlukan biaya
perbaikan dan pemeliharaan yang cukup besar. Dalam kaitan ini muncul beberapa
permasalahan perencanaan berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, beban
pembiayaan, dan siapa yang bertanggung jawab. Permasalahan yang berkaitan
dengan penataan mencakup antara lain penyusunan agenda prioritas berkaitan
dengan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Apabila perencanaan dan
penataannya telah  tersusun, kemudian perlu ditetapkan bagaimana
pelaksanaannya dan pengawasannya.

Keadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada pada saat ini sebagai
hasil pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum tahun 1990-2000
menunjukkan adanya kondisi fisik dan kondisi administratif yang lebih baik dari
pada fasilitas sosial dan fasilitas umum hasil pengembangan tahun 1971-1990.
Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dapat diidentifikasi dengan
minimal rehabilitasi. Disamping itu, pengembang yang membangun fasilitas
sosial dan fasilitas umum tersebut masih dapat ditelusuri keberadaannya melalui
data administrasi yang tersedia.

Keadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada pada saat ini sebagai
hasil pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum tahun 2000-2008, dari
aspek fisik, administrasi, perizinan, tata ruang, pengendalian, dan pengawasan
jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keadaan seperti ini kemudian terus

diupayakan untuk dikembangkan dalam pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas
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umum pada tahun 2005-2008. Pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum sejak
tahun 1971 sampai saat ini memberi kesadaran akan pentingnya suatu landasan
hukum yang mengatur tentang pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Dengan landasan hukum tersebut, pemerintah diharapkan akan dapat
menyelaraskan keadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada dengan
keadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diidamkan di masa yang akan
datang, yang ukuran-ukuran pengadaan dan pengembangannya ditetapkan di
dalam landasan hukum tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya sudah melakukan verifikasi
data penyerahan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan
Keputusan Gubernur nomor 951/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan
Tim Verifikasi Data Penyerahan Kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam laporan hasil
pelaksanaan verifikasi data penyerahan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas
umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut ditemukan bahwa dari tahun
1971 sampai dengan Desember 2008 tercatat sebanyak 2.679 SIPPT telah
dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut sebanyak 381
pemegang SIPPT sudah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan fasilitas
sosial dan fasilitas umum, sedangkan sebanyak 2.298 pemegang SIPPT belum
menyelesaikan kewajibannya. Apabila dilihat dari tingkat persentase penyelesaian
kewajiban, 85,8 persen pemegang SIPPT belum menyerahkan kewajibannya
kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan baru 14,2 persen pemegang
SIPPT yang sudah menyerahkan kewajibannya. Pada Tabel 4.1 ditampilkan data
penyerahan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum dari masing-masing
kotamadya.

Dari Tabel 4.1 tersebut terlihat bahwa pemegang SIPPT yang paling banyak
belum menyerahkan kewajibannya berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum
adalah Jakarta Selatan sebanyak 652 pemegang SIPPT, disusul Jakarta Timur dan
Jakarta Barat masing-masing 451 pemegang SIPPT, Jakarta Utara 388 pemegang
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SIPPT, Jakarta Pusat 335 pemegang SIPPT, dan Kepulauan Seribu 21 pemegang

SIPPT.

Tabel 4.1 Data Penyerahan Kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

di DKI Jakarta Tahun 1971-2008

. Jumlah SIPPT

No. Wilayah Kotamadya Terbit Telah diserahkan | Belum diserahkan
1. Jakarta Pusat 390 55 335

2. Jakarta Utara 467 79 388

3 Kab. Kepulauan Seribu 25 4 21

4, Jakarta Barat 527 76 451

5. Jakarta Selatan 782 130 652

6. Jakarta Timur 488 37 451

Jumlah 2.679 381 2.298

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

Berkaitan dengan piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum, Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun
Anggaran 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta
menunjukkan bahwa piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum per 31 Desember
2007 nilai besaran rupiahnya belum dapat disajikan dalam neraca karena
penetapan kewajiban atau perizinan dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
tidak menyertakan informasi mengenai jumlah rupiah dan hanya ditetapkan
mengenai bentuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta luas atau volume yang
akan diserahkan. Penetapan nilai rupiah fasilitas sosial dan fasilitas umum baru
dilakukan ketika terjadi penyerahan atau pelunasan atas piutang fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang bersangkutan.

Sebagai gambaran mengenai realisasi penerimaan fasilitas sosial dan
fasilitas umum di DKI Jakarta menurut Laporan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta pada tahun anggaran 20006, nilai aset yang telah diserahterimakan dari para
pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 673,98
milyar sedangkan untuk tahun 2007 nilai aset yang telah diterima oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1,87 triliun. Adapun perincian realisasi

penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta tercantum pada
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Tabel 4.2. Sedangkan untuk tahun 2008, jumlah Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang telah selesai diproses dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
sebanyak 19 BAST dengan nilai aset sebesar Rp 808,1 milyar dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
di DKI Jakarta Tahun 2006 dan 2007

Nilai Aset (Rp) Jumlah BAST

No Kotamadya 2006 2007 2006 | 2007
1| Jakarta Barat 86.009.166.563 533379.813.000 | 5 5
2 | Jakarta Selatan 72.649.693.500 62309.009.197 | 5 4
3| Jakarta Utara 319.190.198.136 | 1.273.500.538.340 | 9 9
4 | Jakarta Timur 112.175.154.400 2724.819.000 | 2 2
5 Jakarta Pusat 83.963.343.204 - 2 -
Total 673.987.555.803 |  1.871.914.179.537 | 23 20

Sumber: Laporan Keuangan Daerah DKI Jakarta tahun 2006 dan 2007

Sementara itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah (BPKD) DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah penerimaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum dari pihak ketiga baik yang merupakan kewajiban
maupun sumbangan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta secara kumulatif dari tahun 1971 sampai dengan triwulan IV tahun 2008
berjumlah 438 Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan jumlah nilai aset
sebesar Rp 12,7 triliun.

Tabel 4.3 Jumlah Berita Acara Serah Terima yang telah Selesai
Diproses Tahun 2008

No. Kotamadya BAST Jumlah Nilai Aset sesuai

SIPPT | PKS | SUMB | Selesai BAST thn 2008
1. Jakarta Pusat 1 1 - 2 9.618.119.132,61
2. Jakarta Utara 6 1 1 8 356.820.683.646,00
3. Jakarta Barat 2 - - 2 166.593.906.000,00
4, Jakarta Selatan 3 - - 3 268.277.660.251.31
5 Jakarta Timur 3 1 - 4 6.865.536.000,00
Jumlah 15 3 1 19 808.175.905.029,92

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta

4.2 Karakteristik Responden
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Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa responden dalam
penelitian ini terdiri dari tiga pihak, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi DKI
Jakarta, pengembang (Pihak Ketiga), dan masyarakat. Responden dipilih dari para
pihak yang berkepentingan dalam proses pengadaan dan pengelolaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam
pemilihan responden adalah metode purposive sampling, dimana sampel
responden telah ditentukan dari awal yang memenuhi kriteria: (1) berkompeten
dalam kebijakan tentang pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI
Jakarta; atau (2) direkomendasikan oleh pihak yang berkompeten.

Responden terdiri dari 11 orang, dengan perincian: pihak Pemerintah Daerah
DKI Jakarta dipilih 6 responden (2 responden dari BPKD, 2 responden dari UPT
Mobilisasi Aset Daerah, 1 responden dari Biro Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup, dan 1 responden dari Dinas Tata Ruang); responden dari pihak
pengembang dipilih 2 orang; dan responden dari masyarakat dipilih 3 orang yang
terdiri dari akademisi/pengamat kebijakan publik, pengamat properti, dan
pengamat dari media massa.

Berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan responden diketahui bahwa
jumlah responden dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 2 responden, responden
dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang, dan responden dengan tingkat
pendidikan S1 sebanyak 4 orang. Karakteristik responden sebagai justifikasinya

ditampilkan dalam Tabel 4.4.

4.3 Hasil Identifikasi Permasalahan

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penilaian dan pengamatan responden
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan fasilitas sosial dan
fasilitas umum, khususnya kendala-kendala yang timbul dalam proses
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek
kebijakan, penyerahan, pengawasan, dan pengendalian. Identifikasi

permasalahan akan dikategorikan berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan
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dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, yaitu Pemerintah Daerah

DKI Jakarta, pengembang, dan masyarakat.

4.3.1 Hasil Identifikasi Permasalahan terhadap Pemda DKI Jakarta
a. Kebijakan di Masa Lalu

Salah satu kendala yang dihadapi Pemda DKI Jakarta dalam proses
penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum menurut responden adalah
kebijakan yang diambil pemerintah pada masa lalu seperti yang dikemukakan oleh
responden 1 dari BPKD berikut ini, ”Kendalanya sebenarnya menyangkut
kebijakan di masa lalu. Kalau itu memang perlu diperbaiki dengan tindakan
sekarang bahwa SIPPT itu pada masa-masa yang lalu tidak dikemukakan secara

detil terhadap kewajiban”.

Tabel 4.4 Responden dan Karakteristiknya

Responden Karakteristik
1.Pemda DKI Jakarta
1.1. BPKD Instansi yang memiliki pokok, fungsi kewenangan

dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

1.2 Biro Tata Ruang &  Instansi yang memiliki pokok, fungsi, dan kewenangan
Lingkungan Hidup ~ dalam pengendalian, administrasi, dan teknis tata ruang
dan lingkungan hidup.

1.3 UPT Mobilisasi Aset Instansi yang memiliki pokok, fungsi, dan kewenangan
Daerah dalam  mobilisasi  aset  daerah, diantaranya
mengkoordinasikan penerimaan aset dari pihak ketiga.

1.4 Dinas Tata Ruang 3.2 Akademisi/ Pengamat Kebijakan Publik
Instansi yang memiliki pokok, fungsi, dan kewenangan
dalam tata ruang kota, di antaranya penerbitan SIPPT.
2. Pengembang
Merupakan pihak yang mempunyai kewajiban dalam
penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada
Pemda DKI Jakarta.
3. Masyarakat
3.1 Pengamat properti
Berkompeten dalam bidang properti.
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Berkompeten dalam bidang kebijakan publik.

3.3 Pengamat dari Berkompeten dalam bidang properti.
Media Massa

Hasil wawancara dengan responden dari BPKD juga mengungkapkan
bahwa sejak tahun 1971 sampai tahun 1990, SIPPT yang diterbitkan tidak
mencantumkan secara detil mengenai kewajiban pengembang yang harus
dipenuhi. Dalam SIPPT tersebut, hanya menyebutkan bahwa pengembang
berkewajiban menyediakan jalan, jembatan, gorong-gorong, dan sebagainya,
tanpa menyertakan secara jelas lokasi, luasan, besaran, dan peruntukannya. Selain
itu, pemerintah pada masa itu tidak memiliki data administrasi yang lengkap
berkaitan dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti dikemukakan oleh
responden 2 berikut ini, ”Sedangkan seiring SIPPT yang terbit dulu-dulu itu
memang itu menjadi pembelajaran Pemda ke depan, begitu mudahnya dulu
terhadap mitra kerja pada pengembang sehingga SIPPT yang pernah terbit dulu itu
tidak jelas kewajibannya. Tidak jelas kewajiban terus seiring tahun berjalan juga
dikatakan ada penyebutan kewajibannya tapi tidak jelas letaknya demikian juga
luasannya sehingga hal-hal seperti ini akan menyulitkan Pemda dalam
penagihannya”.

Pemerintah mulai mengambil kebijakan yang lebih jelas mengenai
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang antara tahun 1990 sampai tahun
2000. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dapat diidentifikasi dengan
minimal rehabilitasi. Disamping itu, pengembang yang membangun fasilitas
sosial dan fasilitas umum tersebut masih dapat ditelusuri keberadaannya melalui
data administrasi yang tersedia. Sedangkan keadaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang ada pada saat ini sebagai hasil pengembangan fasilitas sosial dan
fasilitas umum tahun 2000-2008, dari aspek fisik, administrasi, perizinan, tata
ruang, pengendalian dan pengawasan, jauh lebih baik dari tahun-tahun

sebelumnya. Berikut ini kutipan responden dari BPKD mengenai hal tersebut,
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”Tapi untuk tahun-tahun 80-an itu mulai diperbaiki, tahun 2000 juga sudah mulai
ditingkatkan dan terakhir tahun 2008 dan 2009 ini ada yang disebut PKS SIPPT
dimana hak kewajiban pemerintah daerah dan pihak pengembang itu dituangkan
dalam perjanjian kerjasama SIPPT. Di situlah masing-masing dengan jelas
lokasinya di mana, luasannya berapa, besarnya berapa, peruntukannya apa”
(responden 1).

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa akibat kebijakan di masa lalu
yang tidak mencantumkan kewajiban pengembang secara detil, khususnya antara
tahun 1971 sampai 1990, saat ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengalami
kendala dalam proses penagihan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain
disebabkan tidak jelas lokasi, luasan, besaran, dan peruntukan, pemerintah juga
sulit mengindentifikasi pengembang-pengembang yang sudah bangkrut atau
pengusahanya sudah meninggal. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri

dalam proses penagihan pada masa sekarang.

b. Regulasi

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab II, pada dasarnya pemerintah
sudah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyerahan
fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
Di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 1987
tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial
Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
(Inmendagri) nomor 30 tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,
Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri nomor 1 tahun 1987 tersebut telah ditegaskan
bahwa penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial
adalah penyerahan seluruh atau sebagian prasarana lingkungan, utilitas umum
dan fasilitas sosial berupa tanah atau tanpa bangunannya dalam bentuk aset
dan atau pengelolaan dan atau tanggung jawab dari Perum Perumnas/

Perusahaan Pembangunan Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
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Selanjutnya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya
mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum tertuang dalam Surat Keputusan
Gubernur nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari
Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Dalam peraturan tersebut sudah diatur mengenai tata cara
penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari Pihak Ketiga sebagai
pemegang SIPPT.

Ketika ditanyakan mengenai apakah regulasi yang berkaitan dengan
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sudah cukup memadai, 2 (dua)
responden dari BPKD mengungkapkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum
memadai. Berikut ini kutipannya.

Responden 1: “Regulasinya yang ada sekarang hanya diatur dalam peraturan Gubernur
nomor 41 tahun 2001. Itu akan ditingkatkan dalam bentuk peraturan
daerah. Mudah-mudahan ini bisa lebih memperkuat instansi-instansi
Pemda yang terkait dengan penetapan, atau penarikan fasos fasos untuk
bisa lebih optimal”.

Responden 2: “Memang produk hukum yang pernah terbit, yang tadi saya sebutkan SK
41 tahun 2001 itu memang kurang dirasakan kalau itu dikatakan sanksi
kepada pengembang itu tidak ada apa-apanya. Kebetulan juga dari pihak
legislatif mendukung penuh untuk menerbitkan perda fasum dan fasos,
supaya sanksinya itu lebih ditegaskan lagi dengan harapan kewajibannya
dapat segera dipenuhi”.

Dari hasil wawancara terhadap responden tersebut semakin menegaskan
bahwa regulasi yang berkaitan dengan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas
umum dari pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah, khususnya Surat
Keputusan (SK) Gubernur nomor 41 tahun 2001, dinilai belum cukup memadai.
SK Gubernur tersebut hanya menegaskan tata cara penerimaan kewajiban dari
para pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam SK
Gubernur tersebut, pihak Pemerintah Daerah hanya bersikap pasif dan
berharap pengembang secara aktif mau menyerahkan kewajibannya berupa
fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Berkaitan dengan sanksi dan larangan seperti yang tertuang dalam SK

Gubernur nomor 41 tahun 2001, responden menilai bahwa sanksi dan larangan
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belum dapat dijalankan secara efektif oleh Pemda DKI Jakarta atau belum mampu
memberikan efek jera kepada pengembang yang lalai menyerahkan kewajibannya,
berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sanksi yang selama ini dilakukan oleh
Pemda DKI Jakarta adalah sanksi administratif, berupa sanksi penundaan
perizinan atau pencabutan perizinan. Sedangkan sanksi pidana atau perdata belum
pernah diterapkan kepada pengembang yang belum memenuhi kewajibannya.
Kenyataan tersebut diungkapkan oleh responden 2 dari BPKD berikut ini, ”Kalau
sanksi memang kita sedang merumuskan ini, karena produk hukum yang
mengikat itu cukup lemah dengan berita acara atau memorandum seperti itu.
Setinggi-tingginya denda berapa sich? Sedangkan itu kalau misalnya diterapkan,
mungkin pengembang lebih baik dia melakukan pelanggaran. Istilahnya dia siap
menerima sanksi itu dibanding harus menyerahkan kewajibannya”.

Namun demikian Pemda DKI Jakarta menyadari pula bahwa kebijakan
mengenai sanksi dan larangan yang diambil oleh Pemda DKI Jakarta dinilai
dilematis. Di satu sisi Pemda DKI mengharapkan peningkatan penyerahan
fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang. Namun pada sisi lain, Pemda
DKI Jakarta juga belum siap dalam pengalihan dan pemanfaatan fasilitas sosial
dan fasilitas umum dari pihak pengembang. Alasan yang dikemukakan oleh
Pemda adalah terbatasnya anggaran Pemda untuk mengelola dan memelihara
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan oleh pihak pengembang.
Hal itu diungkapkan oleh responden 2 berikut ini, “Karena pada saat itu memang
kondisi keuangan Pemda DKI Jakarta dirasakan kurang memadai kalau
seandainya dari awal itu katakanlah disegerakan diberikan kewajibannya itu. Itu
menjadi tanggung jawab Pemda DKI di kemudian hari untuk pemeliharaannya. Itu
ada kekhawatiran di sana. Sehingga di satu sisi kebijakannya memang posisinya
pasif dan di satu sisi lain pengembang itu tidak agresif untuk menyerahkan”.

Kendala lain yang dikemukakan oleh responden adalah tidak sempurnanya
ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pengembang.

Ketidaksempurnaan ketentuan perjanjian kerjasama tersebut dapat dilihat dari dua
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pernyataan atau penilaian responden dari BPKD (responden 2) dan UPT
Mobilisasi Aset Daerah (responden 5) seperti dikutip di bawah ini:

Responden 2: ”Kalau berbicara mengenai sanksi, kita menyadari kurang tegas karena
pemikiran awalnya adalah mitra kerja. Karena belakangan ini ada
tuntutan masyarakat maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang
mengikat atau juga dibarengi sanksi yang cukup tegas yang cukup
menjerakan pengembang sehingga mau tidak mau dia melakukan
penyerahan kewajibannya”.

Responden 5: “Jadi perlu diketahui PKS itu baru dibuat mulai tahun 2008. Sebelumnya
itu gak ada. Sebelumnya memang tidak ada tapi SIPPTnya, klausulnya
tidak dicantumkan oleh Gubernur. Kalau bangunan itu sebelum keluar ini
belum bisa, sebelum ikatan ini. Tapi kalau sudah diurus izinnya segala
macam. Makanya sekarang orang mau bangun itu dia harus PKS dulu.
Dulu pernah kita ikut empat tahun lima tahun yang lalu, tetap PKS tapi
nggak ada hasilnya karena di dalam SIPPT itu nggak ada bunyinya yang
menyatakan seperti tadi saya bilang itu”.

Dari  penilaian responden tersebut, dapat dikemukakan bahwa
ketidaksempurnaan ketentuan perjanjian kerjasama menjadi salah satu kendala
penagihan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh Pemda DKI Jakarta. Pertanyaan
yang kemudian muncul mengapa tidak ada ketentuan yang lengkap dan jelas
dalam perjanjian kerjasama antara Pemda DKI Jakarta dengan pihak
pengembang? Padahal, tanpa adanya ketentuan kerjasama yang jelas, lengkap, dan
sempurna, tentu saja tidak mungkin mendapatkan penyelesaian yang sempurna.
Karena itu berbagai kemungkinan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat
dikemukakan, mulai dari posisi pemerintah yang lemah karena sulitnya
mendapatkan pengembang yang mampu, hubungan pengembang dengan
kekuasaan yang lebih tinggi pada masa lampau, sampai pada kemungkinan adanya
permainan dalam pembuatan perjanjian kerjasama itu.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah mungkin bahwa
pemerintah sulit mendapatkan pengembang domestik yang mampu, sehingga
terpaksa membuat perjanjian yang tidak ketat, atau memang dengan sengaja
sepakat untuk membuat ketentuan yang demikian? Kemungkinan yang lain
berhubungan dengan hubungan (relasi) antara pengembang dengan “orang kuat”

yang mengakibatkan Pemda DKI Jakarta terpaksa harus menerima ketentuan-
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ketentuan yang merugikan itu. Meskipun secara normal keadaan ini terasa
janggal, tetapi dalam era Orde Baru, keadaan yang demikian merupakan hal yang
“amat” biasa. Karena itu banyak masalah pada waktu itu berada di luar yurisdiksi
administrasi Pemerintah Daerah. Namun dengan adanya sistem otonomi daerah
dan berubahnya budaya kekuasaan di negeri ini sejak 1999, semua masalah itu

seharusnya sudah dapat diatasi.

c. Birokrasi dan Proses Perizinan

Berdasarkan SK Gubernur nomor 41 tahun 2001, proses penyerahan fasilitas
sosial dan fasilitas umum dari pihak pengembang kepada Pemda DKI Jakarta
melibatkan banyak instansi atau unit kerja, antara lain Dinas Tata Ruang, Biro
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum,
Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPKD), dan instansi teknis terkait lainnya. Masing-masing unit atau satuan kerja
tersebut memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam proses
penetapan, penilaian, dan penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, mulai
dari penerbitan SIPPT, penerbitan berbagai macam perizinan sampai dengan
proses penerimaan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa pembuatan Berita
Acara Serah Terima (BAST).

Banyaknya organisasi yang terkait dalam penyelesaian fasilitas sosial dan
fasilitas umum pada dasarnya tidak menjadi masalah, selama masing-masing
organisasi itu mempunyai kedudukan dan fungsi yang jelas, sehingga tidak
memperpanjang dan mempersulit proses penyelesaian. Yang justru menjadi
masalah adalah apabila organisasi-organisasi yang terlibat itu tidak jelas
kedudukan, fungsi, dan tanggungjawabnya. Tiap organisasi lebih cenderung
menaruh perhatian pada kedudukan dan wewenang yang memberi peluang untuk
mendapatkan manfaat, ketimbang pada tugas dan tanggung jawab pelayanan.

Hasil wawancara dengan responden dari Pemda DKI Jakarta menunjukkan
bahwa ada dua penilaian yang dikemukakan oleh responden. Pertama, responden

yang cenderung menilai bahwa birokrasi yang berkaitan dengan proses penetapan
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dan penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sudah sesuai dengan peraturan
yang ada. Penilaian seperti itu dikemukakan oleh tiga responden. Berikut ini salah
satu kutipan dari responden 1 dari BPKD yang menilai birokrasi yang ada sudah
sesuai peraturan yang berlaku, “Fungsi-fungsi yang ada dalam SKPD sudah
ditentukan sesuai aturan yang berlaku dalam SK Gubernur tersebut. Apabila
dalam pelaksanaannya, ada pengembang yang mengeluhkan pelayanan birokrasi
yang berbelit-belit, hal itu perlu dilihat kasus per kasus. Apabila pengembang
sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, pihak eksekutif
tentu akan memprosesnya secara cepat. Namun apabila ada pengembang yang
tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka pemerintah tidak bisa
memprosesnya sesuai dengan tepat waktu”.

Kedua, responden yang menilai bahwa banyaknya instansi terkait atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan langsung dalam
penyelesaian  fasilitas sosial dan fasilitas umum pada berbagai tingkatan
pemerintahan akan memperpanjang dan memperumit birokrasi. Dengan
banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penyerahan itu, maka koordinasi
antar unit kerja atau instansi tidak dapat berjalan maksimal. Berikut ini kutipan
penilaian responden dari Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (responden 3)
dan UPT Mobilisasi Aset Daerah (responden 4) yang menilai banyaknya instansi

akan memperpanjang dan memperumit birokrasi:

Responden 3: “Mungkin satu sisi benar mungkin sisi lain belum benar. Mungkin kalau
menurut saya itu menghambat tidak juga”.

Responden 4: “Kalau faktor-faktor yang kurang mendukung barangkali mungkin kita ini
khan birokrasi. Koordinasinya, persepsinya untuk percepatan ini belum
ada suatu payung”.

Berkaitan dengan penilaian pengembang mengenai tumpang tindihnya
wewenang antara walikotamadya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada
dua kecenderungan penilaian dari responden. Pertama, responden yang cenderung
menilai dan mengakui adanya kesan dualisme wewenang antara walikotamadya

dengan Provinsi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam SK Gubernur
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nomor 41 tahun 2001 tidak menyatakan secara administratif harus dicatat dimana
penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut. Akibatnya pihak
pengembang hanya mengurus ke Walikotamadya sedangkan pihak
Walikotamadya setelah melakukan pencatatan itu tidak meneruskannya ke
provinsi. Dengan tidak adanya pencatatan di provinsi maka dalam proses
perawatan tidak mendapatkan anggaran. Mereka mengakui bahwa koordinasi
antara wilayah dengan provinsi masih lemah karena dalam SK Gubernur tersebut
tidak ada klausul bahwa pencatatan harus dilakukan di provinsi juga. Berikut ini
pernyataan responden dari Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (responden 3)
dan responden dari UPT Mobilisasi Aset Daerah (responden 5) yang menilai
adanya kesan dualisme wewenang antara wilayah dengan Provinsi.

Responden 3:”’Memang itu kelemahan kami waktu SK Gub 41 itu dibuat tidak
menyatakan itu harus dicatat dimana penyerahan fasos fasum itu. Jadi
mungkin teman-teman pengembang cukup ke Walikota sedangkan
Walikota karena sudah dicatat terus didiamkan. Seharusnya itu dicatat di
provinsi karena itu nanti dalam perawatannya akan dianggarkan
berdasarkan pencatatan ini. Memang koordinasi di kami lemah karena
memang SK gub 41 kurang dalam point bahwa ini harus dicatat kembali
di sini”.

Responden 5: “Kerja di UPT ini kerja wilayah karena adanya peraturan 66 ini akhirnya
ditarik ke sini semua. Itu makanya kita rapat kemarin itu bagaimana cara
mensinkronisasi antara kerja di wilayah dengan kerja di provinsi supaya
menjadi satu. Karena 66 ini memang tidak mempunyai kekuatan memang
payung hukum untuk kita itu istilahnya masih bentuk tim”.

Kedua, responden yang cenderung menilai tidak ada dualisme wewenang
antara wilayah dengan provinsi. Mereka berpandangan bahwa pihak
walikotamadya menguasai fungsi lapangan. Koordinasi antara provinsi dan
wilayah harus tetap dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian
mekanisme dan koordinasi antara pihak alikota dan provinsi tetap harus dijaga.
Berikut ini pernyataan responden dari BPKD (responden 1) dan Dinas Tata Ruang

(responden 6) yang cenderung menilai tidak ada dualisme wewenang.
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Responden 1: ”Dualisme wewenang itu tidak ada karena justru fungsi itu yang harus
ditingkatkan, fungsi kewilayahan sesuai dengan proporsinya, fungsi
provinsi sesuai dengan proporsinya”.

Responden 6: “Begini ya setiap penyusunan PKS, Tata Kota adalah bagian dari Tim
mereka khan, anggota tim, pasti diundang. Saya pikir tidak pernah si Biro
Tata Ruang ini jalan sendiri, artinya dia pasti mengundang Dinas Tata
Kota untuk bisa menjelaskan dari kewajiban-kewajiban apa yang
tertuang dalam SIPPT kemudian mengadakan peninjauan. Jadi kalau
dibilang tidak ada koordinasi saya melihat tiap hari ada undangan”.

c. Administrasi

Dalam SK Gubernur nomor 41 tahun 2001 telah dijelaskan bahwa salah satu
syarat administratif yang harus dipenuhi pengembang dalam proses serah terima
fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada Pemerintah Daerah adalah kelengkapan
data atau dokumen kepemilikan. Tanpa adanya kelengkapan data dan/atau
dokumen kepemilikan, maka Pemerintah Daerah tidak dapat memproses dan
menerima serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak pengembang.
Sebelum masuk dan diterima oleh Pemda DKI Jakarta sebagai aset aktiva tetap,
maka fasilitas sosial dan fasilitas umum yang akan diserahkan harus didukung
oleh legalitas, yaitu kelengkapan dokumen kepemilikan.

Hasil wawancara dengan responden dari Pemda DKI Jakarta menunjukkan
bahwa ada sebagian pengembang yang tidak memiliki kelengkapan data atau
dokumen kepemilikan fasilitas sosial dan fasilitas umum secara administrasi
maupun teknis. Karena dokumen kepemilikan baik secara administratif maupun
teknis tidak lengkap maka Pemda DKI Jakarta belum dapat memproses Berita
Acara Serah Terima (BAST). Berikut ini tiga kutipan pernyataan responden dari
BPKD (responden 1), Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (responden 3) dan
UPT Mobilisasi Aset Daerah (responden 4) mengenai permasalahan tidak
lengkapnya dokumen kepemilikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Responden 1: ”Aspek administrasi kepemilikan yang masih belum lengkap tapi kalau
memang sudah ada sertifikat atau tim teknis dari PPN juga sudah
mengatakan itu tidak bermasalah, biasanya kita lakukan serah terima
dengan bukti kepemilikan walaupun belum balik nama. Nanti balik nama
setelah serah terima karena kalau sudah serah terima itu berarti dokumen
itu bisa dilakukan balik nama ke Pemda DKI karena sudah ada peralihan.
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Kalau belum ada peralihan, dokumen atau sertifikat belum bisa dibalik
nama’”.

Responden 3: ”Dari sisi administrasi bahwa fasos fasum itu SIPPT terbit itu dari tahun
70-an sampai tahun 80-an di SIPPT-nya tidak ada menyatakan fasos
fasum yang jelas. Artinya di dalam drafnya itu tidak menyatakan mana
yang fasos fasum. Pokoknya ada fasos fasum saja dan itu tidak
dituangkan dalam blocplan”.

Responden 4: ”Dia mau menyerah-nyerahkan saja tapi begitu kita teliti secara dokumen
itu belum semuanya bisa kita terima gitu lho. Okelah di dalam SIPPT
juga dia juga tidak bisa menyerahkan sekaligus apa yang ada di SIPPT
ini. Dia secara bertahap. Memang di SK 41 memang dibolehkan secara
bertahap. Boleh. Tapi dari situ saja sudah mencerminkan peluang dia
untuk santai-santai saja”.

Karena kelengkapan data atau dokumen kepemilikan fasilitas sosial dan
fasilitas umum secara administrasi maupun teknis tidak terpenuhi maka Pemda
DKI Jakarta tentunya sulit untuk menagih fasilitas umum dan fasilitas sosial. Di
sisi lain pihak pengembang, khususnya pengembang lama tidak bisa menyerahkan
kewajibannya karena memang tidak mempunyai kelengkapan data atau dokumen
kepemilikan. Hal ini tentunya membutuhkan kebijakan khusus dari Pemda DKI
Jakarta untuk mencari jalan keluar terbaik mengatasi persoalan ini. Tanpa
kebijakan khusus yang diambil oleh Pemda DKI Jakarta, maka proses serah
terima fasilitas sosial dan fasilitas umum menjadi terkatung-katung.

d. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam Permendagri nomor 1 tahun 1987 dijelaskan bahwa Pemerintah
Daerah dalam mengawasi dan mengendalikan pembangunan perumahan
mencakup prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial harus
memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah dan pedoman teknis. Adapun
pengaturan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan,
utilitas umum dan fasilitas sosial diatur sebagai berikut: 1) Pembiayaan
pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan
fasilitas sosial sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab perusahaan
pembangunan perumahan; 2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana lingkungan,

utilitas umum, dan fasilitas sosial setelah penyerahan menjadi tanggung jawab
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Pemerintah Daerah.; 3) Dalam hal pengawasan pembangunan, pembiayaan
dibebankan kepada perusahaan pembangunan perumahan, yang diperhitungkan di
dalam biaya konstruksi sesuai dengan standar yang berlaku.

Hasil wawancara dengan responden dari Pemda DKI Jakarta menunjukkan
bahwa ada dua penilaian responden berkaitan dengan implementasi kebijakan
Pemda DKI Jakarta dalam pengawasan dan pengendalian. Pertama, responden
yang cenderung menilai bahwa pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian
yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sudah sesuai dengan fungsi-fungsi yang
menjadi tanggung jawab SKPD terkait. Responden berpandangan bahwa fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang terlantar itu adalah fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang berada dalam kawasan yang sudah berkembang namun belum
dilakukan dan tidak ditangani secara baik oleh pengembang. Dari segi anggaran,
pada dasarnya Pemerintah Daerah melalui SKPD-SKPD terkait sudah
menyediakan anggaran yang cukup. Hanya saja persoalan yang muncul adalah
waktu pencairan anggaran dan pelaksana proyek dari pihak ketiga.

Contoh yang dikemukakan oleh responden adalah ketika ada jalan yang
rusak, anggaran yang telah ditetapkan belum bisa dicairkan padahal Pemerintah
Daerah tidak dapat melakukan perbaikan lebih dulu tanpa mekanisme atau
ketentuan dalam pelaksanaan anggaran dan tidak mungkin melakukan penalangan
anggaran terhadap jalan-jalan yang rusak tersebut seperti diungkapkan oleh
responden dari BPKD (responden 1) berikut ini, “Masalahnya khan pemerintah itu
tidak bisa melakukan perbaikan lebih dulu tanpa adanya mekanisme atau
ketentuan dalam pelaksanaan anggaran. Dan tidak mungkin melakukan
penalangan anggaran terhadap jalan-jalan yang rusak. Itu pelaksanaan
anggarannya belum dilakukan pencairan atau ditunjuk pada pihak ketiga”.

Kedua, responden yang menilai bahwa anggaran Pemda untuk pemeliharaan,
pengawasan, dan pengendalian fasilitas sosial dan fasilitas umum masih terbatas.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah di satu sisi, pemerintah
mengharapkan pihak pengembang dapat segera menyerahkan kewajibannya, dan

pada sisi lain, anggaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan fasilitas sosial dan
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fasilitas umum terbatas. Bagi Pemerintah Daerah, hal itu tentunya menjadi
dilematis. Berikut ini pernyataan responden dari BPKD (responden 2) mengenai
hal itu, ”Banyak memang kekhawatiran pengembang kalau diserahkan semua
fasos fasum ada kekhawatiran dalam hal pemeliharaannya. Mungkin mereka tahu
bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh Pemprov sendiri tergantung
kemampuan keuangan. Jadi ada suatu dilema juga di situ sebenarnya. Kita mau
menerapkan itu segera atau mampukah kita untuk merawat di kemudian hari. Itu
dilema juga sebenarnya”.

Dari penilaian responden tersebut di atas, pertanyaan yang kemudian muncul
adalah apakah Pemda DKI Jakarta belum memiliki ketentuan yang baku dan
menyeluruh terhadap pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah
diserahkan oleh pihak pengembang? Mengapa Pemda DKI Jakarta belum siap
dalam pengalihan dan pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah
diserahkan oleh para pengembang?

Ada beberapa kemungkinan yang dapat melatarbelakangi keadaan ini.
Kemungkinan pertama, pemerintah sulit mendapatkan persetujuan dari DPRD
untuk pembiayaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terletak dalam suatu
permukiman tertentu yang hanya dipakai secara eksklusif oleh penghuni setempat.
Kemungkinan kedua, pemerintah lebih tertarik kepada fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang secara langsung dapat menjadi sumber penerimaan retribusi
Kemungkinan ketiga, karena pemerintah memang tidak mempersiapkan
organisasi sejak awal dalam proses perencanaan pembangunan proyek yang
bersangkutan.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa siklus pembangunan sebuah proyek
tidak berakhir pada saat selesainya pembangunan fisik dari proyek itu. Proyek
baru dianggap berakhir, ketika proyek tersebut sudah menyatu dengan organisasi
permanen dari lembaga pemerintah dan dapat berfungsi secara normal. Keadaan
ini dapat disamakan dengan operasi transplantasi suatu organ pada tubuh manusia.
Proses transplantasi itu belum berakhir sekedar pada saat organ itu sudah

ditempatkan, tetapi itu baru dianggap selesai dan sukses kalau organ yang
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ditransplantasikan itu sudah berfungsi secara normal sebagai organ biasa dalam
tubuh manusia yang bersangkutan.

Dengan demikian kalau Pemerintah Daerah tidak siap untuk memanfaatkan
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan oleh pengembang,
berarti ada permasalahan lain dalam tubuh atau organisasi Pemerintah Daerah
yang perlu diperbaiki sebelum proyek itu dibangun. Kalau tidak, tidak ada
gunanya pembangunan itu dilakukan. Pembangunan proyek yang tidak dapat
menyatu dengan kegiatan lembaga pemerintah tidak berbeda dengan operasi

penempelen organ yang ditransplantasikan di luar tubuh manusia.

e. Kelemahan dari Pihak Pengembang

Hasil wawancara dengan responden dari Pemda DKI Jakarta menunjukkan
beberapa permasalahan yang muncul dari pihak pengembang. Berikut ini
penilaian responden dari BPKD (responden 1) dan UPT Mobilisasi Aset Daerah
(responden 5) berkaitan dengan kelemahan dari pihak pengembang.

Responden 1: “Ketika akan dilakukan serah terima fasos fasum lahan yang akan
diserahkan itu, ada klaim dari warga yang menurutnya merasa itu
belum dibebaskan. Hal seperti itu belum bisa ditindaklanjuti sepanjang
dokumen maupun masalah-masalah itu belum diselesaikan oleh pihak
developer. Di samping itu juga fasos fasum yang telah diserahterima
itu ada beberapa developer yang menunda-nunda penyerahan itu karena
mungkin daerah-daerah itu belum mereka selesaikan terhadap masalah-
masalah yang timbul. Dan juga mungkin pada tahun 1997 adalah
masalah krisis yang mereka hadapi sebagai salah satu alasan”.

Responden 5: “Bukan karena kelalaian tapi sengaja. Alasan moneter, alasan segala
macam membuat dia istilahnya penagihannya itu tidak bisa ditagih.
Terutama administrasinya umpama serahkan jalan, taman, khan Berita
Acara Serah Terima ini harus didukung oleh dokumen. Tanpa dokumen
kita tidak bisa membuat berita acara”.

Dari penilaian responden tersebut, beberapa hal yang dapat dikemukakan,
pertama, ada pengembang lalai atau dengan sengaja tidak membuat jadwal
pelaksanaan dan penyerahan sehingga memungkinkan terjadinya penguluran
waktu penyerahan. Kemungkinan yang dapat terjadi adalah pihak pengembang

tidak mempunyai perencanaan yang baik untuk segera menyelesaikan
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kewajibannya dengan cara menunda atau tidak membuat jadwal pelaksanaan
pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang harus mereka sediakan.

Kedua, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum atau akan diserahkan
kepada pemerintah telah dikelola oleh pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari
Gubernur. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa masih ada diantara
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan tetapi telah dikelola
oleh pihak ketiga tanpa ada persetujuan Gubernur? Hal ini dapat dianggap bukan
sebagai masalah administrasi biasa, tetapi masalah hukum. Masalah ini menjadi
masalah administrasi kalau pemerintah membiarkan saja hal itu terjadi, sehingga
telah dipandang sebagai prosedur biasa dan menganggap hal itu bukan sebagai
pelanggaran, melainkan hanya sebagai sesuatu yang normal. Keadaan ini biasanya
timbul sebagai akibat dari rendahnya derajat kepemerintahan dari suatu
pemerintah (daerah atau pusat).

Ketidakmampuan pemerintah untuk menertibkan pelanggaran yang
sesungguhnya sudah ada ketentuannya, menjadi ukuran lemahnya atau rendahnya
derajat kepemerintahan (degree of governance) secbuah pemerintah. Para ahli
administrasi pemerintahan sepakat bahwa derajat kepemerintahan suatu
pemerintah/negara antara lain diukur berdasarkan kepastian hukum, terlaksananya
setiap kebijakan di lapangan, dan mutu pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat. Pada pemerintah yang derajat kepemerintahannya tinggi, terdapat
kepastian hukum, terlaksananya setiap kebijakan di lapangan, dan baiknya
pelayanan kepada masyarakat.

Derajat kepemerintahan itu dapat dilihat dalam dua dimensi. Pertama yang
bersifat absolut dan komulatif, yakni kondisi apa adanya pada suatu saat, yang
merupakan komulatif dari perubahan-perubahan yang sudah terjadi selama masa
yang panjang. Kedua, bersifat relatif dan marginal, yakni perubahan yang bersifat
tambahan atau pengurangan dari kondisi yang ada sebelumnya. Mengingat
pemerintahan  berlangsung sepanjang masa dan setiap pemerintah membawa
perubahan baru, maka dimensi kedua dari derajat kepemerintahan itulah yang

dipandang lebih tepat untuk dipergunakan dalam mengukur derajat suatu
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pemerintah. Pertanyaannya disini, apakah selama periode tertentu dari pemerintah
tersebut, terdapat perubahan yang bersifat positif atau tidak?

Ketiga, akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997,
banyak pengembang mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis, bahkan
tidak sedikit pula yang kemudian mengalami kebangkrutan atau gulung tikar.
Kondisi perekonomian yang buruk itu ternyata berimplikasi langsung terhadap
penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Dengan alasan krisis ekonomi, ada
sebagian pengembang yang kemudian menunda atau bahkan melalaikan
kewajibannya. Berikut ini pernyataan responden 2 dari BPKD mengenai hal itu,
”Mengenai ketika tahun 1990 ke atas, disana telah dijelaskan dalam SIPPT
kewajiban-kewajiban, namun pengalaman saya sebagai yang di BPKD ini yang
menangani langsung mengenai penyerahan kewajiban  fasos fasum dari
pengembang ini, itu selalu ada keluhan dari pengembang masa periode 1990
sampai saat itu. Ada kolaps ekonomi, kalau tidak salah. Jadi ada krisis ekonomi.
Keluhan mereka selalu krisis ekonomi. Jadi tahun 1990 ada kejelasan namun
kembali lagi tadi yang saya katakan. Dengan alasan krisis ekonomi maka lalai

juga kewajibannya”.

f. Perbedaan Kepentingan

Hasil wawancara dengan responden mengungkapkan kendala lain dalam
implementasi kebijakan adalah adanya perbedaan pandangan dan kepentingan
antara pihak pengembang dan Pemerintah Daerah. Pihak pengembang pada
dasarnya berorientasi bisnis atau ekonomi sedangkan Pemerintah Daerah
berorientasi pada kepentingan publik. Pihak pengembang akan mendasarkan pada
seberapa besar keuntungan yang mereka dapatkan atau bussiness oriented.
Sedangkan Pemerintah Daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Perbedaan kepentingan inilah secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi proses penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berikut ini
pernyataan responden 2 dari BPKD mengenai hal itu, “Hal ini dikarenakan

mungkin beda kepentingan pengembang yang berpikirnya keuntungan oriented,
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dalam hal ini keuntungan semata yang berkaitan dengan pihak pemerintah yang
birokrasinya untuk kepentingan publik. Kebijakan itu juga SK nomor 41 tahun
2001, posisinya memang pemerintah dalam hal ini pasif. Berharap pihak
pengembanglah yang aktif atau mempunyai keinginan memang mau
menyerahkan. Kembali lagi kalau memang dari segi perusahaan kalau semata-
mata berpikir keuntungan tentunya dengan tidak diserahkannya atau
diperlambatkannya penyerahan itu tentunya merupakan keuntungan bagi

perusahaan itu”.

g. Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung

Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung,
berikut ini penilaian atau pandangan responden dari BPKD (responden 1 dan
responden 2) dan Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (responden 3)
mengenai SDM dan sarana pendukung.

Responden 1: ”Tentunya peningkatan SDM itu menjadi kebijakan yang mesti ditempuh
dalam rangka meningkatkan pelayanan percepatan. Artinya SDM yang
sekarang itu tetap dia berfungsi tapi kalau memang ada peningkatan itu
akan selalu dievaluasi supaya kinerjanya selalu ditingkatkan”.

Responden 2: “Kalau saya lihat kaitannya dengan SDM, termasuk di SKPD terkait
tentunya memang sudah bidangnya. Ketika berbicara tanah berurusan
dengan BPN, itu memang pas SDM. Kalau kaitannya dengan penyerahan
di BPKD, saya rasa tidak dibutuhkan sekali SDM suatu SDM yang
mempunyai ketrampilan khusus. Memang kalau sarana penunjang seperti
teknologi informasi  itu akan sangat membantu. Jadi katakanlah
mengenai SDM di masing-masing SKPD itu memang sudah memiliki
ketrampilan khusus. Hanya kaitannya dengan sarana pendukung kerja
lainnya memang perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan
teknologi”.

Responden 3: "Memang SDM Kkita terbatas, apalagi dengan pekerjaan yang sangat
menumpuk apalagi dengan birokrasi yang baru ini, kayaknya ini baru
baru dikerjain ini lupa, ini dikerjain ini lupa. Terus begitu. Ya mungkin
dibilang menghambat ya menghambat karena memang dari sisi SDM
yang tidak memadai dengan pekerjaan yang banyak ini.

Dari penilaian responden tersebut dapat dikemukakan bahwa perlu

peningkatan kualitas SDM dan penambahan SDM untuk unit-unit tertentu dengan
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harapan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Selain itu, perlu ada

peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kinerja.

h. Sosialisasi

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan ada dua kecenderungan
penilaian responden. Pertama, responden yang menilai bahwa sosialisasi kepada
pengembang sudah cukup. Hal itu dikemukakan Responden 2 dari BPKD seperti
dikutip berikut ini, “Mungkin kalau sosialisasi yang dimaksud seiring perumusan
Raperda dulu, kita pernah melakukan sosialisasi. Kita pada saat itu cukup
melakukan persiapan merumuskan Raperda di kalangan akademis. Kita undang
dengan konsultannya. Kemudian yang terkait dalam hal ini misalnya kalau
pengembang mengenai masalah properti kita undang REI dengan harapan ini
menjadi tersambung juga kalau itu mereka aktif. Sebatas itu sosialisasi yang kita
lakukan”.

Kedua, responden yang menilai Pemda perlu lebih melakukan sosialisasi,
khususnya pengembang lama. Penilaian responden 3 dari Biro Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup menyatakan, “Sebetulnya sich aturan baru bisa jadi cukup tapi
mungkin yang lama. Aturan lama pengembangnya baru masuk. Artinya yang lama
mesti sosialisasi lagi. Sebagai satu contoh kita itu punya SK Gub 640 dan 540,
yang sebetulnya itu bagi saya harus diubah, sudah lama sekali dan itu mungkin
mengagetkan pengembang yang baru karena di situ pengembang yang mengurus
izin SIPPT tanpa mempunyai izin pembebasan tanah, itu akan dikenakan sanksi.
Itu mungkin yang memberatkan pengembang”.

Setelah diuraikan identifikasi permasalahan terhadap Pemda DKI Jakarta,

berikut ini dipaparkan secara ringkas seperti tercantum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Identifikasi Permasalahan terhadap Pemda DKI Jakarta

No. Permasalahan

1. Kebijakan di masa
lalu 2. Regulasi
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3. Birokrasi & Perizinan

4. Adminsitrasi

5. Kelemahan
pengembang

6. Pengawasan &
pengendalian

a) SIPPT yang
diterbitkan sejak 1971
s/d 1990, jenis dan
kewajibannya masih
bersifat umum  dan
belum ada periciannya.
Akibatnya Pemda sulit
untuk menagihnya.
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a) Regulasi yang ada, khususnya SK Gub. 41 tahun 2001
dinilai belum memadai.

b) Belum ada sanksi yang tegas terhadap pengembang
yang lalai menyerahkan kewajibannya.

c¢) Belum ada perjanjian kerjasama yang mengikat antara
Pemda DKI Jakarta dengan pengembang.

a) Banyaknya unit/satuan kerja yang terkait penyelesaian
fasilitas sosial dan fasilitas umum pada berbagai tingkat
pemerintahan memperpanjang birokrasi.

b) Koordinasi antar instansi terkait atau SKPD belum
berjalan dengan baik.

c) Ada kesan dualisme wewenang antara wilayah
dengan provinsi.

a) Ada pengembang yang belum melengkapi dokumen
atau data kepemilikan sehingga bermasalah dalam
proses serah terima kepada Pemda DKI Jakarta.

b) Pemda belum memiliki data yang valid mengenai
pengembang yang belum menyerahkan kewajibannya.

a) Pengembang tidak membuat jadwal pelaksanaan dan
penyerahan ~ sehingga  memungkinkan  terjadinya
penguluran waktu penyerahan.

b) Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum/akan
diserahkan kepada pemerintah telah dikelola oleh pihak
ketiga tanpa ada persetujuan dari Gubernur.

c) Ada pengembang tidak mempunyai itikad baik untuk
memenuhi kewajibannya menyerahkan fasilitas sosial
dan fasilitas umum.

d) Akibat krisis ekonomi, pengembang kesulitan dalam
bisnisnya. Pengembang lalai dalam kewajibannya.

e) Sebagian pengembang sudah tidak dapat diketahui
keberadaannya, sedangkan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang dibangun telah dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk kepentingan umum.

a) Anggaran Pemda untuk pemeliharaan terbatas.
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7. Perbedaan sosial dan fasilitas umum kewajiban pihak ketiga.
kepentingan
a) Pemda berorientasi pada kepentingan publik.
8. Peningkatan SDM & Pengembang berorientasi bisnis.
Sarana
a) Kualitas maupun kuantitas SDM belum cukup.
9. Sosialisasi b) Sarana prasarana perlu ditingkatkan.

a) Pemda DKI Jakarta kurang memberikan sosialisasi
b) Belum ada ketentuan kebijakan yang baru, khususnya untuk pengembang

yang baku dan lama.
111\.«11)’ \/11 ur U}l t\al haday
pengelolaan fasilitas

Sumber: Data primer hasil wawancara

4.3.2 Persepsi Pengembang tentang Implementasi Kebijakan Pemda DKI

Jakarta dalam Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Hasil wawancara dengan responden yang berasal dari pihak pengembang

menunjukkan beberapa persepsi atau penilaian sebagai berikut:

a. Regulasi

Dari hasil wawancara dengan kedua responden dari pihak pengembang
dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut, pertama bahwa sejak awal
peraturan yang berkaitan dengan kewajiban pengembang dalam pengadaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum tidak konsisten. Dalam beberapa periode
perizinan yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beberapa
surat izin tersebut ternyata berbeda-beda. Berikut ini pernyataan kedua responden
dari pihak pengembang tersebut.

Responden 7: ”Sampai saat ini, kalau menurut saya dari beberapa periode perizinan
yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dari beberapa surat izin yang
pernah diterbitkan, itu bisa beda-beda. Di dalam site plan atau di dalam
SK SIPPT namanya, di dalamnya ada kewajiban-kewajiban. Kadang-
kadang ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Contohnya, di dalam
peraturan sekarang atau Peraturan Menteri Dalam Negeri dulu, fasos dan
fasum itu hanya tanah kewajibannya. Tapi belakangan Pemprov DKI
Jakarta itu juga mewajibkannya itu sampai kepada bangunan. Kalau
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jalan, saluran itu memang ada bangunannya sebagai jalan. Tapi kalau
fasilitas krusial, seperti sekolah, puskesmas, kesehatan, pendidikan itu di
DKI Jakarta juga dituntut bangunan. Padahal aturan yang lebih tinggi itu
hanya tanah saja, tanah siap bangun”.

Responden 8: ”Dulu ada TP3W, dulu wilayah. Akhirnya Walikota bikin serah terima
sementara. Saya gak mau karena di situ tidak jelas. Pakai TP3RW segala
tapi tidak jelas. Serah terima sementara tapi kita tetap harus mengurus ke
Biro Perlengkapan. Harusnya pihak Walikota bikin rekomendasi dong
bahwa kita sudah melihat dengan mata kepala dengan berita acara bahwa
yang mau diserahkan itu sudah oke sesuai dengan aturan, Spec segala
macam. Harusnya pihak Walikota membuat surat pengantar ke provinsi

terima. Ini ada TP3RW wilayah, nanti ada lagi dari provinsi yang juga
melibatkan wilayah juga. Dua kali kerja”.

Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban bagi pengembang
untuk membangun rumah susun sederhana. Responden dari pihak pengembang
mempertanyakan kewajiban pengembang untuk membangun rumah susun
sederhana sebagai kompensasi seperti dikemukakan oleh responden 7 berikut ini,
“Ada lagi satu kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana. Itu SK 540.
Itu juga munculnya sedikit aneh karena seingat saya kewajiban itu dimunculkan
oleh Pemda DKI Jakarta kalau ada pengembang yang ingin membangun suatu
areal perkotaaan, komersil katakan di tengah kota begini dimana tingkat KL.B-nya
sudah tinggi, itu membebaskan lahan 5000 saja, itu khan areal itu nilai ekonomi
tanah di situ tinggi. Di situ pasti ada bagian-bagian yang dikorbankan. Mungkin
permukiman. Sebagai kompensasi itu memanfaatkan lahan kecil, dibangun
dengan bangunan tinggi. Kompensasinya adalah menyediakan permukiman dalam
bentuk rumah susun sekian persen secara proporsional dengan luas areal itu untuk
permukiman katakan relokasi atau warga yang terkena pembebasan di sekitar situ.
Awalnya setahu saya itu. Kemudian muncul di tahun 1995 itu, kebetulan SK kami
juga seperti itu. Kita jauh sana di pinggir kota, yang notabene tidak ada
sebenarnya daerah komersial”.

Ketiga, responden juga mempermasalahkan belum adanya perjanjian
kerjasama yang tegas antara pihak pengembang dengan Pemerintah Daerah

sebagai penerima dan pemilik aset. Penilaian responden 8 mengungkapkan
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permasalahan tersebut seperti dikutip berikut ini, ”Tidak ada MOU. Pokoknya
tahun 2000 baru mulai MOU kapan harus diserahkan. Kalau perlu saya ambilkan
contoh. Digebyah uyah saja”.

Keempat, permasalahan penegakan hukum dan ketegasan menjalankan
hukum. Responden menilai bahwa pada dasarnya sebagian besar pengembang
ingin segera menyerahkan kewajibannya. Hanya saja Pemerintah Daerah tidak
mudah menerima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak pengembang.
Dalam hal ini, menurut responden perlu adanya kepastian hukum dan penegakan
hukum yang jelas dan tegas seperti diungkapkan oleh responden 7 berikut ini,
“Penegakan hukum dan ketegasan menjalankan itunya. Kalau seandainya, kami
berbisnis bukan untuk setahun dua tahun, untuk jangka panjang. Pasti kita ingin
save, kita ingin aman, kita ingin kredibel, kita juga ingin bermartabat. Kalau itu
serah terimanya itu prosesnya mudah, yang tadi Pak pasti kita serahterimakan

secara cepat-cepat. Kenapa yang mau menerima kok jadi susah gitu lho”.

b. Birokrasi dan Proses Perizinan

Berkaitan dengan birokrasi dan proses perizinan, hasil wawancara dengan
responden dari pihak pengembang menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi.
Pertama, dalam proses penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum pengembang
mengeluhkan rumitnya birokrasi penerimaan di lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta. Keluhan utama adalah adanya tumpang tindih wewenang antara
Walikotamadya bersama tim TP3W, Biro Administrasi Perkotaan dan Biro
Perlengkapan (sekarang BPKD). Memang ketiga instansi ini memiliki tanggung
jawab dalam proses serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Namun
panjangnya birokrasi ini seringkali ditumpangi dengan kepentingan "oknum" yang
mengutip "uang damai". Kutipan tersebut dimaksudkan untuk mengkompromikan
keharusan yang ditetapkan oleh standar dan peraturan yang berlaku. Disamping
itu "uang damai" tersebut berfungsi sebagai "pelicin" agar urusan menjadi mudah.
Praktek seperti ini sulit diberantas, karena posisi lemah dari pengembang.

Pungutan liar tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat karena biaya-
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biaya tambahan tersebut tentunya akan dimasukkan sebagai komponen biaya
produksi. Disamping itu jika pungutan ini tidak diberantas, maka Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta akan terkesan membiarkan keruwetan dan kesulitan dalam
pelayanan. Berikut ini pernyataan kedua responden dari pengembang mengenai
permasalahan tersebut:

Responden 7: “Terus nanti, tipe yang ketiga, sudah dibangun sesuai spec, Bapak kira
gampang untuk menyerahterimakan? Tidak. Mereka bilang ini khan
harus kita kelola, bapak sudah benar belum nich? Pokoknya susah dech.
Barang kali tanpa bermaksud berburuk sangka mungkin di Pemda sendiri
di dalamnya tidak ada anggaran untuk mengelola ini sehingga jika dia
terima mereka bingung, nanti kalau kita terima siapa yang mengelola,
siapa yang mengurus, jadi biarkan saja. Itu positifnya. Kalau negatifnya,
perlu ini (sambil menjentikkan jempol dengan jari telunjuk dan tertawa).
Kalau ada ini oke serah terima tapi mana? Kalau ada ini terima dech. Itu
fakta lho. Mau menyerahkan aset, tapi dipersulit. Seharusnya mereka
yang proaktif. Itu faktanya. Mau menyerahkan aset harusnya dia terima
kasih. Tapi ini kalau perlu mereka yang proaktif. Sini saya terima apa
adanya. Ini menjadi aset kita. Ini tidak malah mana ada? Ya susah. Itu
fakta”.

Responden 8: “Itu belum kalau bicara adat istiadatnya. Adat istiadat itu khan UUD
(yjung-ujungnya duit-penulis). Apa dasarnya? Maka nyari-nyarilah
segala macam. Soal fasos fasum ini berapa yang harus saya bayar untuk
uang retribusi. Kekecilan dikerjain. Kegedean menjadi tren di kemudian
hari. Justru dari birokrasi, harus dicari-cari kesalahannya”.

Kendala yang kedua adalah munculnya kesan dualisme wewenang antara
wilayah (Walikotamadya) dengan provinsi. Dalam prakteknya, menurut penilaian
responden, pengembang harus mengurus pelbagai perizinan di kantor Walikota
namun pada saat bersamaan juga harus mengurus kembali ke Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta. Pihak pengembang mempertanyakan sebenarnya siapa yang
berwenang dalam penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pihak Walikota
atau Provinsi. Di sinilah kemudian muncul persepsi dari pengembang mengenai
dualisme wewenang antara Biro Perlengkapan DKI Jakarta (sekarang ditangani
oleh BPKD, Bidang Pemanfaatan Aset Daerah) dengan Kantor Walikota. Hal
tersebut dikemukakan oleh responden 8 berikut ini, “Dulu ada TP3W, dulu
wilayah. Akhirnya Walikota bikin serah terima sementara. Saya gak mau karena

di situ tidak jelas. Pakai TP3RW segala tapi tidak jelas. Serah terima sementara
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tapi kita tetap harus mengurus ke Biro Perlengkapan. Harusnya pihak Walikota
bikin rekomendasi dong bahwa kita sudah melihat dengan mata kepala dengan
berita acara bahwa yang mau diserahkan itu sudah oke sesuai dengan aturan, spec
segala macam. Harusnya pihak Walikota membuat surat pengantar ke provinsi
bahwa X sudah menyerahkan ini ini ini dengan baik. Di sana tidak terima. Ini ada
TP3RE wilayah, nanti ada lagi dari provinsi yang juga melibatkan wilayah juga.
Dua kali kerja”.

Kendala ketiga adalah belum maksimalnya koordinasi antar unit kerja atau
SKPD dalam proses penetapan, penilaian, dan penyerahan fasilitas sosial dan
fasilitas umum seperti diungkapkan responden 7 berikut ini: “Kalau berjalan
maksimal sich belum tapi saya melihat upaya ke maksimal ada. Mereka
membentuk tim. Dulu itu ada TP3RE. Sekarang apa tidak tahu namanya. Tapi
mereka membentuk tim di setiap wilayah Walikota untuk menerima sebagai tim
evaluasi untuk serah terima fasos fasum. Itu difasilitasi dan mereka turun,

meninjau ke lapangan”.

c. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen kepemilikan adalah salah satu syarat dalam proses
serah terima antara pihak pengembang dan pihak Pemerintah Daerah. Tanpa
adanya kelengkapan data atau dokumen kepemilikan atau legalitas, maka pihak
Pemerintah Daerah tidak bisa memproses serah terima fasilitas sosial dan fasilitas
umum dari pihak pengembang.

Hasil wawancara dengan responden dari pihak pengembang menunjukkan
adanya persoalan kelengkapan data atau dokumen kepemilikan tersebut,
khususnya bagi pemegang SIPPT yang terbit antara tahun 1971-1990. Dalam
SIPPT tersebut hanya mencantumkan secara umum klausul mengenai kewajiban
yang harus ditanggung pengembang dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum, tanpa disertai perinciannya baik luasan, peruntukan maupun lokasi.
Karena tidak ada ketentuan yang jelas pada masa lalu, maka ada beberapa

pengembang lama sulit untuk melengkapi data atau dokumen kepemilikan.
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Menurut responden, pada masa itu belum ada aturan yang jelas dan baku bagi
pengembang untuk mengurus berbagai macam perizinan. Akibat dokumen
kepemilikan tidak lengkap, maka sebagian pengembang lama itu tidak bisa segera
menyerahkan kewajibannya ke Pemerintah DKI Jakarta. Berikut ini kutipan
penilaian responden 8 mengenai persoalan tersebut.

Responden 8: ”Jadi saya ini pengembang yang lama, dan ada pengembang yang baru
kira-kira tahun 2000 itu sudah ada sudah teratur. Kewajiban sudah
ditulis pokoknya kamu itu kewajibannya a,b,c,d,e yang ini pengembang
p,q.r,s. Kalau dulu formatnya masih sama. Dulu kita ini sejak tahun
1973. Jadi tahun 1973 itu masih belum pada pinter-pinter orangnya,
digebyah uyah. Pokoknya pengembang harus menyediakan waduk,
gorong-gorong, sekolah, lapangan bola, itu saja. Untuk siapapun
pengembang schingga kita pernah dipanggil kejaksaan, mana waduk
kamu. Lho dalam masterplan ini tidak ada waduk. Lho dalam SIPPT
khan harus ada waduk. Lha itu dipermasalahkan di situ. Sekarang saya
harus menyerahkan waduk. Mana waduk yang harus diserahkan itu.
Masterplannya itu khan DKI bukan kita. Gak ada waduk di situ.
Adanya saluran, segala macam. Jadi kewajibannya sekolah, jadi siapa
yang harus sekolah di situ”.

d. Persoalan Teknis

Berkaitan dengan persoalan teknis, hasil wawancara dengan responden dari
pihak pengembang menunjukkan beberapa persoalan, pertama adanya perbedaan
pandangan antara pengembang dan tim monitoring dari Pemda mengenai
spesifikasi bangunan yang mau diserahkan. Contohnya, pengembang membangun
dengan spesifikasi tertentu, sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai spesifikasi
tertentu pula. Menurut pandangan responden, perbedaan spesifikasi itu seringkali
tidak menemukan titik temu sehingga pada akhirnya proses penyerahan fasilitas
sosial dan fasilitas umum dari pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah
menjadi terhambat. Hal itu dikemukakan oleh responden 7 seperti dalam kutipan
berikut ini, “Nanti muncul masalah, pemilik aset mengatakan tidak sesuai dengan
spec. Pemerintah punya spec begini, kok you bangun begini. Masalah lagi. Tidak
nyambung. Itu bisa tidak mendapatkan titik temu karena sudah dibangun, terus
apa, mau dibongkar, mau dibangun ulang, itu tidak mungkin. Harga sudah tidak

cocok”.
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Persoalan kedua menurut responden dari pihak pengembang adalah pada
waktu Pemerintah Daerah mendesain suatu wilayah permukiman, Pemerintah
Daerah tidak memperhitungkan kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum
secara proporsional, akurat, dan berkeadilan seperti yang dikemukakan oleh
responden 7 berikut ini, "Waktu Pemda itu mendesain suatu wilayah permukiman,
itu kadang-kadang kebutuhan fasos fasum itu tidak diperhitungkan secara
proporsional, akurat, dan berkeadilan. Kenapa? Ini wilayah permukiman ya. Kita
bikin rumah-rumah di tetangga sini ada sekolah, di tetangga sini ada masjid. Di
tetangga sini ada Gereja. Tiba-tiba katanya karena kebutuhan ini maka di sini
harus ada sekolah. Padahal kalau dihitung, ini ada tetangga nich harusnya khan
coverage wilayah pelayanan sekolah ini harusnya bisa masuk ke dalam kita
sehingga kewajiban kita untuk bikin sekolah harusnya cukup satu karena satu lagi
sudah diambil sama dia seolah-olah ini gak ada dan harus bikin sekolah di sini. Ini

menjadi beban”.

e. Pengawasan dan Pengendalian

Hasil wawancara dengan responden dari pengembang mengungkapkan
bahwa pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam
prakteknya masih ditanggung oleh pihak pengembang walaupun fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang ada sudah diserahterimakan kepada Pemerintah DKI
Jakarta seperti dijelaskan oleh responden 7 berikut ini, “Selama belum
diserahterimakan otomatis menjadi kewajiban kami. Setelah diserahterimakan,
tapi kenyataannya tetap dikelola oleh pengembang, dirawat karena selalu pemilik
aset mengatakan oh mereka khan masih ada di situ. Karena ada pola parsial, serah
terima parsial. Dari 100 persen, kita serahkan sebagian. Kita belum pergi dari situ,
dia bilang karena kita belum pergi dari situ, tolong dong ini semua dikelola dulu,
dirawat dulu. Memang ada kewajiban satu tahun atau sampai tiga tahun. Kalau
PJU itu tiga tahun. Setelah tiga tahun baru beralih. Tapi kenyataannya kita
complain perbaikan lampu, ya susah karena mereka masih merasa kita masih ada

di situ. Jadi susah-susah. Walaupun kita tahu barangkali mereka punya masalah di
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anggaran. Karena anggarannya tidak disediakan, atau segala macam. Jadi terjadi

gitu”.

f. Sosialisasi
Hasil wawancara dengan responden dari pihak pengembang menunjukkan
bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta masih terlampau
minim. Menurut responden, pihak Pemda seharusnya memperbanyak sosialisasi
terutama pengembang lama sehingga pengembang semakin menyadari kewajiban
dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti dikemukakan oleh
responden 7 berikut ini, ”Menurut saya mungkin kurang ya. Kalau ada pun pas-
pasan sebagai bentuk yang berkeadilan harusnya gitu ya yang sama-sama,
mestinya kurang. Terlampau minimlah. Mungkin anggaran mereka juga terbatas.
Jangan-jangan terbentur di anggaran.
Secara ringkas persepsi pengembang tentang implementasi kebijakan
Pemda DKI Jakarta dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dapat

dilihat dalam Tabel 4.6.

4.3.3 Persepsi Masyarakat terhadap Permasalahan Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum
Responden yang dipilih dari pihak masyarakat adalah akademisi/pengamat
kebijakan publik, pengamat properti, dan pengamat dari media massa. Berikut ini

hasil wawancara dengan responden terpilih tersebut.

a. Regulasi

Hasil wawancara dengan responden dari masyarakat menunjukkan beberapa
pandangan atau persepsi sebagai berikut, pertama kebijakan yang dikeluarkan
Pemda tidak bersifat regulasi yang mempunyai sanksi hukum yang jelas. Menurut
responden, aturan yang ada seharusnya diturunkan lagi menjadi lebih teknis
hingga di tingkat regulasi Pemda setempat. Tidak adanya aturan yang lebih teknis

di daerah memberi kesan dualisme pada pemberian wewenang kepada daerah.
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Kedua, regulasi yang ada saat ini tidak hanya bagaimana cara menagihnya tapi

juga kewajiban untuk fasilitas sosial dan fasilitas umumnya sendiri harus juga

dilihat. Ketiga, lemahnya produk hukum dan penegakan hukum. Kutipan

penilaian ketiga responden dari masyarakat berikut ini mengungkapkan persoalan

tersebut.

Tabel 4.6 Persepsi Pengembang tentang Implementasi Kebijakan Pemda

DKI Jakarta dalam Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

No

Persepsi/Pandangan Pengembang

1. Regulasi

2. Birokrasi & proses
perizinan

3. Kelengkapan
dokumen

4. Persoalan teknis

5. Pengawasan & pengendalian
6. Sosialisasi

a) Peraturan yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas
umum dan fasilitas sosial tidak konsisten.

b) Kewajiban bagi pengembang untuk membangun
rumah susun sederhana dinilai aneh.

c) Perjanjian kerjasama antara pengembang dan Pemda
DKI Jakarta lemah karena belum ada ikatan notariat
antara kedua belah pihak.

d) Penegakan hukum dan ketegasan menjalankan hukum

a) Pelayanan birokrasi dalam proses pengadaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum belum maksimal.

b) Banyaknya instansi atau SKPD yang terkait dengan
proses penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum
memperpanjang waktu pengurusan perizinan.

c) Prosedur penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum dinilai berbelit-belit.

d) Koordinasi antar unit kerja di Pemda DKI Jakarta
belum baik.

e) Proses pengurusan berbagai macam perizinan
membutuhkan biaya tambahan di luar biaya resmi yang
ditetapkan oleh pemerintah
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a) Untuk pengembang
lama, dokumen atau
data kepemilikan dari

82

dan Pemda berkaitan dengan spesifikasi teknis
pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b) Kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum tidak

pihak  pengembang diperhitungkan secara proporsional, akurat, dan
tidak lengkap berkeadilan.

sehingga tidak dapat

menyerahkan a) Pengelolaan dan pemeliharaan pasca serah terima
kewajibannya. masih menjadi tanggung jawab pengembang.

a) Muncul persoalan
pengembang

antara

a) Sosialisasi kepada pengembang masih sangat minim.

Sumber: Data primer hasil wawancara

Responden 9: “Aturan tersebut seharusnya “diturunkan” lagi menjadi lebih teknis

Responden 10:

Responden 11:

hingga di tingkat regulasi Pemda setempat. Sebab setiap daerah
mempunyai kebutuhan dan karakteristik sosial ekonomi masing-
masing, sekaligus saat ini daerah sudah mempunyai kewenangan untuk
mengatur dirinya sendiri sesuai kemampuannya (otoda). Tidak adanya
aturan yang lebih teknis di daerah, memberi kesan dualisme pada
pemberian kewenangan kepada daerah.

“Regulasi yang ada ini kalau kita runtut tidak hanya mengenai
bagaimana nagihnya, tapi kewajiban untuk fasos-fasumnya sendiri itu
harus dilihat lagi. Artinya harus bijak di situ, seperti kewajiban
membuat rumah susun. Itu salah satu kewajiban dari bentuknya
apartemen, dia harus bikin rumah susun dan sebagainya. Ini yang
seringkali juga implementasinya tidak jalan. Yang tidak jalan gini
karena di situ dibuat di situ terlalu mahal, apartemennya di sudirman,
nggak mungkin dong membuat rumah susun di sebelahnya. Terlalu
mahal, diuangkanlah itu. Nah ini yang seringkali nggak jelas itu.
Uangnya ini kemudian hitung-hitungannya seperti apa? Terus
kemudian juga nanti itu dibangunnya dimana, manfaatnya itu seperti
apa? Ini khan harus jelas. Artinya nilai kemanfaatan rumah susun tadi
hasil dari konversi juga harus jelas dasarnya. Kalau uang itu
ngitungnya gimana, terus dialihkan kemana uang itu”.

“Produk hukum dikatakan lemah dengan segala lubang-lubang dalam

hukum itu. Kalau ini merupakan bagian dari sikap mental pembiaran
berarti di dalamnya pun penegakan hukum tidak mungkin lahir.
Penegakan hukum itu obsesi. Itu makna dari pencapaian untuk
mengeksekusi, membuat orang sadar hukum, mengeksekusi hukum-
hukum supaya membuat manusia lain yang belum hukum supaya jera.
Antara benar dan tidak benar khan di situ. Tetapi kalau sikap mental
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pembiaran sehingga hukum itu punya lubang-lubang, lapuk dimakan
waktu misalnya, jangan lagi harapkan penegakan hukum di situ”.

Berkaitan dengan sanksi dan larangan, menurut penilaian responden dari
masyarakat, penegakan hukum (law enforcement) dalam pengadaan fasilitas sosial
dan fasilitas umum belum dapat diimplementasikan secara baik. Menurut
responden, aturan yang ada sekarang ini tidak jelas sanksi hukumnya. Walaupun
ada pengenaan denda, tidak jelas pula aturan masa tenggang dan sistem
pembayarannya. Berikut ini kutipan penilaian responden 9 yang menggambarkan
persoalan tersebut, “Karena pada aturan yang sekarang tidak jelas sanksi
hukumnya. Jikapun ada pengenaan denda, tidak jelas aturan masa tenggang dan

sistem pembayarannya”.

b. Birokrasi dan Proses Perizinan

Pandangan responden dari masyarakat mengenai birokrasi dan proses
perizinan menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapi
pengembang adalah banyaknya birokrasi yang harus dilalui. Terdapat 14 Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dilalui oleh pengembang dalam
pengurusan perizinan. Selain membutuhkan waktu yang lama, menurut
pengamatan responden dari masyarakat pihak pengembang juga harus
mengeluarkan “biaya tambahan™ untuk mengurus pelbagai perizinan tersebut.
Birokrasi yang ada itu tidaklah gratis. Namun demikian, di sisi lain diakui juga
bagi dinas-dinas terkait tersebut merupakan pekerjaan ekstra sehingga
membutuhkan dana.

Pada tataran pelaksanaan, menurut pandangan masyarakat tim pendamping
(monitoring) yang dibentuk oleh Pemda tidak efektif untuk menjamin bahwa apa
yang sudah dibuat oleh pengembang itu benar-benar seperti pedoman teknis yang
telah ditetapkan oleh Gubernur. Dalam hal ini, salah satu tugas tim pendamping
adalah wajib memonitor pembuatan pekerjaan di lapangan agar yang dibuat oleh
pengembang itu sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Karena tidak efektif dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh
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tim teknis, maka pada saat penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari
pihak pengembang seringkali menimbulkan persoalan tersendiri. Tim pendamping
menilai fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibuat oleh pengembang tidak
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya proses
penyerahannya menjadi terkatung-katung sampai bertahun-tahun. Pengembang
merasa sudah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta oleh Pemda, tapi di
pihak lain, Pemda tidak mau menerima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
diserahkan oleh pengembang. Akibatnya proses serah terima fasilitas sosial dan
fasilitas umum menjadi terkatung-katung atau terbengkalai.

Persoalan yang kemudian muncul adalah ketika ada penundaan serah terima
fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut, padahal fasilitas sosial dan fasilitas
umum itu langsung dipakai oleh masyarakat, ketika rusak siapa yang harus
bertanggung jawab. Di satu pihak, pengembang tidak mau memperbaiki karena
merasa sudah membuat dan secara otomatis fasilitas sosial dan fasilitas umum
tersebut langsung digunakan oleh masyarakat. Di pihak lain, Pemda tidak mau
memperbaiki karena merasa belum menerima fasilitas sosial dan fasilitas umum
tersebut.

Persoalan-persoalan tersebut dapat terjadi dalam banyak kasus serah terima
fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak pengembang kepada Pemerintah
Daerah. Agar persoalan-persoalan tersebut dianggap “beres” oleh Pemda,
pengembang harus mengeluarkan “biaya tambahan”, diluar biaya resmi yang
mereka keluarkan. Bagi pengembang, tentunya pengeluaran “biaya tambahan”
tersebut merupakan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dan menjadi tidak
kompetitif. Semua beban biaya ekonomi tinggi itu pada akhirnya dibebankan
kepada konsumen. Dalam hal ini, masyarakatlah yang akan dirugikan karena
harus membayar lebih mahal. Dengan demikian mengapa pengadaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta adalah selain faktor tanah yang nilai
tinggi tapi juga banyak faktor yang berkaitan dengan faktor administrasi. Itulah

yang menjadi persoalan biaya ekonomi tinggi.
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Berikut ini kutipan penilaian responden 10 yang menggambarkan persoalan
tersebut, ”Yang pertama adalah dari sisi pengembang merasa ada keberatan
banyaknya birokrasi yang harus dilalui. Ini tadi ada sekitar 14 SKPD, kalau
umpamanya dia ada gorong-gorong ya dia harus ke PU, tentang bangunannya
harus ke P2B, masalah pertamanan dia izin ke sana, terus kemudian masalah
penerangan dia harus izin ke Dinas Penerangan Jalan, dan sebagainya. Ini yang
berat. Kita tahu bahwa birokrasi kita itu tidak gratis seperti itu, perizinan itu.
Memang diakui dari dinas-dinas itu bahwa itu ada pekerjaan ekstra seringkali
sehingga perlu dana. Terus membuat studi bagaimana PU bikin studi dibuat atau
tidak itu membutuhkan biaya. Kemudian pada tataran pelaksanaan kemudian
ternyata tim pendamping yang dibentuk tidak efektif untuk menjamin bahwa apa
yang sudah dibuat oleh pengembang itu memang benar-benar seperti Spec seperti
yang ditetapkan oleh Gubernur. Pada zamannya Sutiyoso itu dia sudah bikin
standar. Jadi tim pendamping itu tidak efektif sehingga kemudian mercka dapat
honor, mereka punya kewajiban memonitor pembuatan pekerjaan seperti jalan
infrastruktur itu agar memang yang dibuat itu sesuai dengan spec yang diinginkan.
Nah kemudian karena tidak efektif proses pendampingan tadi kemudian ketika
pada saat penyerahan itu juga sering jadi masalah. Karena dianggap oleh tim
monitoring tadi tidak sesuai atau sering kemudian terkatung-katung. Di satu sisi
developer itu sudah memenuhi berbagai syarat yang diminta oleh Pemda tapi di
sisi lain Pemdanya kok tidak menerima. Ini yang seringkali kemudian penyerahan
ini terkatung-katung sampai bertahun-tahun”.

Persoalan kedua yang dikemukakan responden dari masyarakat adalah
adanya kesan dualisme wewenang antara wilayah (walikotamadya) dengan
provinsi. Permasalahan itu muncul karena dalam proses penyerahan fasilitas sosial
dan fasilitas umum tersebut, secara struktural pihak walikota bukanlah bawahan
dari Biro Perlengkapan (sekarang BPKD), bukan pula bawahan dari Sekretaris
Daerah. Pihak walikota adalah bawahan dari Gubernur.

Menurut responden, persoalan ini sebenarnya masalah koordinasi,

bagaimana rigiditasnya birokrasi yang ada, bagaimana birokrasi itu mempunyai
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logika sendiri yang berorientasi pada kewenangannya masing-masing sehingga
kemudian membuka peluang-peluang melemahnya monitoring dan tingginya
biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat dan juga membuka
peluang untuk oknum-oknum tertentu memanfaatkan situasi seperti itu. Berikut
kutipan penilaian responden 10 mengenai permasalahan tersebut, ”Sebenarnya
kalau itu memang karena repotnya adalah ketika penyerahan itu walikota itu khan
bukan bawahannya dari Biro Perlengkapan, bukan bawahannya Sekda juga, ia
adalah bawahannya Gubernur. Nah kemudian yang terjadi pernah di Jakarta Barat
itu memang satu kesengajaan, jadi sengaja tidak diserahkan begitu ke provinsi.
Terus kemudian saya nggak tahu mekanisme di sana birokrasinya memang agak
panjang dari tingkatan di wilayah kemudian mengkomunikasikan, melaporkan ke
ASP dari ASP kemudian turun, setelah semuanya lengkap terus diserahkan ke
Biro Perlengkapan. Persoalannya itu sebenarnya masalah tadi koordinasi karena
memang salah satunya adalah bagaimana, ini khan lihat bagaimana rigiditasnya
birokrasi kita ini. Bagaimana birokrasi itu punya logika sendiri yang berorientasi
pada kewenangannya masing-masing sehingga kemudian membuka peluang-
peluang melemahnya monitoring dan tingginya biaya ekonomi yang harus
ditanggung oleh masyarakat. Dan juga hal itu membuka peluang untuk oknum-
oknum tertentu untuk memanfaatkan itu. Itu sudah hukum besinya di birokrasi
ketika bisa dipersulit ya dipersulit karena itu akan menciptakan lahan bagaimana
birokrasi bisa menawarkan pelayanan ekstra oleh oknum-oknum tertentu.
Istilahnya kemudahan-kemudahan dispensasi-dispensasi yang diberikan karena
oknum-oknum tertentu, kedekatan-kedekatan tertentu. Nah ini yang mungkin

kurang lebih seperti itu”.

c. Kelengkapan Dokumen

Berkaitan dengan kelengkapan dokumen, hasil wawancara dengan
responden dari masyarakat juga menunjukkan bahwa sebelum tahun 1990, dalam
SIPPT tidak dicantumkan secara detil perincian mengenai lokasi, luasan, dan

peruntukannya. Pengembang hanya dituntut untuk menyediakan tanah untuk
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fasilitas sosial dan fasilitas umum, tanpa kewajiban mengurus perizinan secara
ketat. Hal ini tentunya menjadi persoalan dalam proses serah terima antara
pengembang dan Pemda DKI Jakarta. Di satu sisi, pengembang lama tidak
mempunyai kelengkapan data dan dokumen kepemilikan, di pihak lain Pemda
DKI Jakarta mempersyaratkan kelengkapan dokumen sebagai syarat serah terima
fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang. Berikut kutipan penilaian
responden 10 mengenai persoalan tersebut, “Sebelum SK Gub 41 tahun 2001 itu,
memang yang banyak bermasalah itu sebelum tahun 90-an karena tidak jelas di
sana itu. Katanya dulu itu kalau orang developer membangun itu cuman kalau
ditanyain wilayah mana cuman nunjuk tangan gitu saja. Istilahnya tidak tahu
persis yang dikelola itu yang mana. Yang jadi persoalan kemudian ini menjadi
beruntun. Harus ada sebenarnya disamping kalau permasalahannya adalah
penagihan atau penyerahan fasos fasum sebelum tahun 90 itu, yang menjadi
persoalan mestinya bukan perda ini untuk menagih itu tidak akan efektif. Karena
apa? Karena itu terkait dengan apa istilahnya iya kalau developernya ada, kalau
sudah tidak ada terus apa. Artinya harus ada kebijakan dari Pemda bagaimana
mengalihkan beberapa fasilitas yang statusnya tidak jelas bukan milik Pemda tapi
juga bukan milik masyarakat, bukan milik developer. Itu kemudian bisa diklaim
menjadi aset Pemda. Karena kalau tidak, Pemda tidak bisa membiayai
pemeliharaanya. Kalau rusak ini menjadi beban siapa itu menjadi pertanyaan yang

sangat mendesak sekali”.

d. Pemeliharaan dan Pengawasan

Berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, menurut
responden dari masyarakat terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi. Pertama,
berkaitan dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak jelas statusnya.
Dalam hal ini fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut belum menjadi aset
Pemda, bukan milik masyarakat dan bukan milik pengembang. Akibat
ketidakjelasan status itu, pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum menjadi

terkatung-katung dan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab untuk
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memperbaiki atau memelihara. Pemda DKI Jakarta tidak bisa membiayai
pemeliharaan karena dinilai belum menjadi aset Pemda. Padahal fasilitas sosial
dan fasilitas umum merupkan bagian dari pelayanan publik (public service), yang
tentunya menjadi tanggung jawab Pemda setempat. Hal itu diungkapkan oleh
responden 10 berikut ini, “Artinya harus ada kebijakan dari Pemda bagaimana
mengalihkan beberapa fasilitas yang statusnya tidak jelas bukan milik Pemda tapi
juga bukan milik masyarakat, bukan milik developer. Itu kemudian bisa diklaim
menjadi aset Pemda. Karena kalau tidak, Pemda tidak bisa membiayai
pemeliharaanya. Kalau rusak ini menjadi beban siapa itu menjadi pertanyaan yang
sangat mendesak sekali. Itu yang menyisakan persoalan yang kalau kita runut-
runut sebenarnya itu bagian dari public service, otomatis menjadi tanggung jawab
Pemda”.

Kedua, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang masih berupa tanah
kemudian diduduki masyarakat. Permasalahan ini muncul karena di satu sisi
pengembang belum menyerahkan ke Pemerintah Daerah dan di sisi lain
Pemerintah Daerah tidak responsif sehingga kemudian diduduki oleh masyarakat.
Berikut ini kutipan dari responden 10 yang menggambarkan persoalan tersebut,
“Alasannya dari dari developer tadi tidak menyerahkan ke Pemda terus kemudian
di sisi lain Pemda tidak responsif waktu itu jaman itu sehingga kemudian keburu
diduduki oleh masyarakat. Biasanya itu masih berupa lahan terus kemudian yang
mungkin juga faktor yang lain adalah jadi tidak sebenarnya di situ harus dibangun
sebenarnya misalnya puskesmas ternyata tidak dibangun-bangun. Karena ada
lahan kosong disikatlah sama masyarakat. Ini banyak sekali Jakarta Utara itu
pendudukan-pendudukan oleh masyarakat ini banyak sekali. Sudah dipagarpun
diduduki oleh mereka”.

Secara ringkas persepsi masyarakat tentang permasalahan fasilitas sosial

dan fasilitas umum dapat dilihat dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Persepsi Masyarakat terhadap Permasalahan Fasilitas Sosial
dan Fasilitas Umum

No Persepsi/Pengamatan
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1. Regulasi

2. Birokrasi & Proses
Perizinan

3. Kelengkapan
dokumen

4. Pemeliharaan &
pengawasan

a) Kebijakan yang

dikeluarkan oleh
Pemda tidak bersifat
regulasi yang
mempunyai sanksi

hukum yang jelas.

104

b) Penegakan hukum (law enforcement) khususnya
sanksi dan larangan belum dapat diimplementasikan
secara baik.

c) Perjanjian kerjasama yang mengikat
pengembang dan Pemda DKI Jakarta belum kuat.

antara

a) Ada dualisme wewenang antara wilayah dengan
provinsi.

b) Koordinasi antar instansi dan unit kerja belum baik.

c) Banyaknya birokrasi yang dilalui dalam proses
pengajuan perizinan.

d) Tim pendampingan pembangunan fasilitas sosial dan
fasilitas umum kurang efektif.

e) Biaya ekonomi tinggi yang harus ditanggung oleh
pengembang akibat tidak efektifnya tim pendampingan
pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum.

a) Pengembang lama sulit memenuhi kelengkapan
dokumen karena SIPPT yang terbit pada masa lalu
masih bersifat umum.

a) Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak jelas
statusnya terkatung-katung dalam pemeliharaan.

b) Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang masih berupa
tanah kosong diduduki masyarakat.

c) Para pemangku kepentingan saling melempar
tanggung jawab dan tidak kompatibel dengan
lingkungan sekitarnya.

Sumber: Data primer hasil wawancara

4.4 Analisis Kesenjangan Penilaian Pemangku Kepentingan

Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi ketiga pemangku kepentingan

berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam pengadaan fasilitas sosial dan

fasilitas umum menunjukkan sejumlah keterbatasan, baik regulasi, administrasi,

koordinasi antar instansi, pengelolaan dan pengawasan, pembiayaan, kemampuan
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dan jumlah sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana. Semua
keterbatasan tersebut pada gilirannya akan dapat menurunkan kapasitas dan
kapabilitas Pemda DKI Jakarta dalam menjalankan fungsinya dalam perencanaan,
penataan, penyediaan, penyerahan, dan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas
umum sebagai aset daerah yang pada akhirnya demi meningkatkan kinerja
pelayanan publik.

Sayangnya, tanggung jawab dan fungsi tersebut jelas belum dapat dipenuhi
oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Masih ada kesenjangan yang cukup lebar
antara tugas dan fungsi tersebut dengan kemampuan kelembagaan, program dan
SDM. Untuk memberikan gambaran mengenai kesenjangan penilaian para
pemangku kepentingan tersebut, hasil analisis kesenjangan dirangkum pada Tabel

4.8 sebagai berikut.

4.5 Alternatif Strategi dan Solusi

Dari pembahasan sebelumnya semakin jelas bahwa persoalan pengadaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan persoalan yang kompleks dan saling
terkait satu dengan lainnya antara ketiga pemangku kepentingan (Stakeholder),
yakni Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pengembang, dan masyarakat. Karena itu,
untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu dipikirkan beberapa alternatif

strategi penyelesaian.

Tabel 4.8 Analisis Kesenjangan Penilaian Pemangku Kepentingan

No Kesenjangan

1. Ada kesenjangan menyangkut regulasi dengan implementasi kebijakan yang
diambil oleh Pemda DKI Jakarta, khususnya penegakan hukum menyangkut
sanksi dan larangan.

2. Ada kesenjangan menyangkut hak dan kewajiban antara pengembang dan
Pemda DKI Jakarta, tanpa adanya perjanjian kerjasama yang mengikat antara
kedua belah pihak.
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11.

12.

13.
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. Ada kesenjangan menyangkut banyaknya instansi yang berkaitan dengan

proses penetapan dan penyerahan fasilitas umum fasilitas sosial dengan
harapan pengembang yakni penyederhanaan birokrasi.

Ada kesenjangan antara tingkat pelayanan birokrasi dalam pengurusan
perizinan dengan ekspektasi pengembang mengenai pelayanan pengurusan
perizinan.

Ada kesenjangan antara persyaratan administratif serah terima fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang harus dipenuhi dengan kelengkapan dokumen
kepemilikan dari pengembang, khususnya pengembang lama.

Ada kesenjangan antara kewajiban menyerahkan fasilitas sosial fasilitas
umum kepada Pemda DKI Jakarta dengan responsibilitas Pemda DKI Jakarta
untuk memproses fasilitas sosial dan fasilitas umum yang akan diserahkan
oleh pengembang.

Ada kesenjangan dalam pengawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta
dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dari Gubernur.

. Ada kesenjangan kepentingan antara Pemda dengan pengembang. Pemda

berorientasi kepentingan publik. Pengembang berorientasi bisnis.

. Ada kesenjangan dalam kelengkapan database pengembang yang dimiliki oleh

Pemda DKI Jakarta.

Ada kesenjangan dalam pengalokasian anggaran pemeliharaan fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang dimiliki Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan
ekspektasi pengembang pasca serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Ada kesenjangan dalam ketentuan yang baku dan menyeluruh terhadap
pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum kewajiban pihak ketiga.

Ada kesenjangan antara kualitas dan kuantitas SDM dengan peningkatan
kinerja pemerintahan.

Ada kesenjangan antara sarana pendukung yang dimiliki oleh instansi-instansi
yang berwenang menerima serah terima dengan kinerja pemerintahan.

Sumber: Data primer hasil wawancara

4.5.1 Alternatif Strategi dan Solusi Menurut Pemda DKI Jakarta

a. Regulasi

Hasil wawancara dengan responden dari Pemda DKI Jakarta menunjukkan

beberapa alternatif strategi solusi. Pertama, sebagian besar responden menegaskan

perlunya evaluasi dan revisi terhadap regulasi yang ada saat ini, khususnya SK
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Gubernur nomor 41 tahun 2001 mengenai Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari
Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua, perlu
sanksi yang tegas dan ketat bagi pihak yang melanggarnya, baik pejabat maupun
pengembang. Ketiga, perjanjian kerjasama yang saling mengikat antara
pengembang dan Pemda DKI Jakarta perlu dilakukan secara konsisten. Keempat,
pengembang yang tidak menyerahkan kewajibannya dengan tepat waktu perlu
diberikan teguran, peringatan atau sanksi. Berikut ini kutipan dari keenam
responden dari Pemda DKI Jakarta mengenai alternatif strategi dan solusi yang
berkaitan dengan regulasi.

Responden 1: “Tentunya kembali kita ke masalah legislasi yang ketentuan dengan
adanya sanksi itu harusnya lebih ditingkatkan lagi, sanksi pencabutan,
sanksi yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada yang
mungkin perlu ada aturan yang perlu dievaluasi, ada aturan daerah perlu
adanya unsur pemaksaan, unsur yang membuat mereka jera. Tapi rasanya
mereka juga kalau sudah memenuhi ketentuan sebenarnya tidak ada
masalah. Ini khan Dbagi beberapa developer yang melalaikan
kewajibannya”.

Responden 2: ”Mungkin kita harus pilah ke depan katakanlah kalau seandainya Perda
Fasos dan Fasum ini sempat diterbitkan tahun 2010. Mungkin kesana kita
bisa memberikan isyarat yang lebih tertib lagi”.

Responden 3: ”Kalau saya mungkin begini, kalau dari segi aturan. Itu yang pertama.
Aturan itu tidak ada lagi misunderstanding, salah pengertian”.

Responden 4: “Seperti saya bilang tadi, kalau bisa yang pertama revisi regulasi yang ada
sekarang ini termasuk juga nomor 41 tahun 2001”.

Responden 5: “Strategi pertama, SK 41 tahun 2001 itu harus dievaluasi kembali. Kedua,
peraturan 66 ini memang kita lagi buat payung hukumnya. Kekuatan dari
kita adalah harus ada payung hukumnya. Mungkin ada 2 SK ini yang itu
menjadi jembatan kita untuk menyelesaikan, solusi untuk mempercepat
penagihan. Sanksi sekarang memang belum kuat kuat. Sudah ada tapi
kekuatannya untuk menjerat pengembangnya belum ada. Hanya
penundaan izin saja di SK 41 itu. Memang di raperda itu sudah ada
semua. Mungkin dikenakan denda. Kita ini tangannya kita ke lapangan”.

Responden 6: “Tentunya dalam regulasi itu khan ada sanksi. Sanksi ke dalam dan
keluar, itu harus benar-benar ketat. Ke dalam berarti kepada pejabat si
pemberi izin ini harus benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai
aturan/ketentuan. Kalau salah dikenai sanksi, masyarakatpun begitu tidak
menyerahkan bisa dikenai sanksi. Tapi sekarang mulai ada UU nomor 26
tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sanksi kepada masyarakat dan
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sanksi kepada pejabat yang berizin. Kalau pejabat yang memberikan izin
tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dia akan dikenakan sanksi
administrasi maupun pidana. Sebaliknya masyarakatpun yang
memanfaatkan ruang tidak semua perizinan dia pun akan kena.
Sebenarnya kuncinya ada di sini”.

b. Birokrasi

Hasil wawancara dengan responden dari Pemda DKI Jakarta
mengungkapkan perlunya peningkatan koordinasi antar instasi demi mempercepat
penagihan kewajiban pengembang seperti diungkapkan responden 1 dan
responden 2 dari BPKD dan responden 3 dari Biro Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup berikut ini:

Responden 1: ”Dari sisi birokrasi tentunya koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan
supaya dalam mempercepat atau menagih kewajiban-kewajiban itu
mempunyai visi yang sama dan juga tentunya dalam rangka pasca serah
terima juga masing-masing SKPD langsung mempunyai respon yang
sama sesuai dengan Tupoksinya untuk meningkatkan kualitas fasos dan
fasum demi kepentingan masyarakat.

Responden 2: ”Berkaitan dengan koordinasi antar unit kerja, dalam SK 41 sudah jelas
pembagian kerja. Demikian juga tentunya perda nanti tetap ada bahkan
ada suatu mekanisme yang lebih mengikat”.

Responden 3: ”Koordinasi ini tidak hanya di tingkat pemerintah tetapi pengembang juga
atau asosiasinya harus diberitahu. Kalau kita punya Perda, mereka juga
harus punya. Apa turunannya mereka juga harus punya. Jadi
kewajibannya seperti sosialisasi ini tidak cuma di Pemda. Kita tidak tahu
pengembang baru dan kita tidak tahu apakah dia tahu aturan baru atau
belum”.

c. Pengembang

Hasil wawancara dengan responden dari Pemda DKI Jakarta menunjukkan
bahwa pengembang perlu memiliki itikad baik untuk segera menyerahkan
kewajibannya tepat waktu seperti diungkapkan oleh responden 1 dari BPKD
berikut ini, "Tentunya terhadap developer-developer yang sudah mengantongi
SIPPT, terutama dia harus mempunyai itikad yang baik segera menyerahkan
kewajiban-kewajibannya  tepat waktu dengan  persyaratan-persyaratan
administrasi, teknik, dan legal itu terpenuhi. Kalau itu sudah, tidak ada alasan kita

untuk mengatakan bahwa serah terima itu lambat. Kalau itu sudah diselesaikan
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tentunya kewajiban fasos fasum demi kepentingan masyarakat itu bisa

ditingkatkan”.

d. Sosialisasi

Hasil wawancara dengan responden dari Pemda DKI Jakarta menegaskan
pentingnya sosialisasi bagi pengembang baru maupun pengembang lama
berkaitan dengan perjanjian kerjasama, pengurusan perizinan, dan aturan-aturan
baru seperti dikemukakan oleh responden 3 berikut ini, ”Jadi kewajibannya seperti
sosialisasi ini tidak cuma di Pemda. Kita tidak tahu pengembang baru dan kita
tidak tahu apakah dia tahu aturan baru atau belum. Nah mungkin kedua dari kita
sendiri, khan biasanya kalau orang mengurus izin itu di Tata Ruang. Mungkin
teman-teman harus diingatkan sebelum mengurus izin, ingatkan dulu
persyaratannya. Sudah punya ini belum, kalau belum, harus punya ini. Nanti bisa

kena sanksi. Itu mungkin yang diperlukan”.

4.5.2 Alternatif Strategi dan Solusi Menurut Pengembang
a. Kebijakan dan Regulasi

Berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, menurut responden dari
pengembang alternatif strategi dan solusi yang perlu dilakukan adalah perlu
adanya peraturan atau kebijakan khusus yang jelas dan berkeadilan bagi
pengembang lama yang tidak dapat menyerahkan kewajibannya karena tidak
dapat melengkapi dokumen kepemilikan seperti dikemukakan oleh responden 8
berikut ini, ”Sekarang jelas aturannya apa syarat untuk menerimakan terutama
bagi pengembang-pengembang lama. Ada pemutihan gak? Selama belum ada
pemutihan, tetap saja tidak diurus karena dokumennya gak lengkap. Tidak

lengkap bukan karena kita tidak mau melengkapi tapi dulunya tidak ada”.

b. Birokrasi
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Berkaitan dengan birokrasi, responden dari pengembang menegaskan
alternatif strategi dan solusi yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan
prosedur penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan kejelasan prosedur
penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum sehingga tidak lagi muncul
dualisme wewenang antara wilayah (walikotamadya) dan provinsi. Hal itu
dikemukakan oleh responden 7 dan responden 8 berikut ini:

Responden 7: “’Terakhir kalau semua itu sudah memenuhi, prosedurnya itu mbok dibikin
sesederhana mungkin. Ada barangnya, ada fisiknya. Serah terima apa
adanya. Kita support dengan administrasi”.

Responden 8: ”Pertama, birokrasinya jelas dulu. Saya ini menyerahkan fasum fasos
kemana. Oke Pemda yang diserahin tugas mana, Biro Perlengkapan kah?
UPT-kah? Wilayahkah? Harus jelas dulu. Jangan dua. Oke kalau
prosedurnya diserahkan ke wilayah, gak apa-apa. Tapi dari wilayah ke
sana, urusan wilayah dong. Khan sudah ada rekomendasi. Jangan lagi
saya ngurus dari nol lagi”.

c. Pedoman teknis

Hasil wawancara dengan responden dari pengembang mengenai pedoman
teknis menunjukkan bahwa salah satu alternatif strategi yang dapat ditempuh
adalah penyusunan masterplan mesti berkeadilan dengan mempertimbangkan
eksisting fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di sekitar areal yang akan
dikembangkan secara tepat. Berikut ini kutipan responden 7 yang mengemukakan
hal tersebut, "Penyusunan masterplan itu mesti berkeadilan mempertimbangkan
eksisting fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di sekitar areal yang
akan dikembangkan supaya tepat. Kebutuhan itu tepat. Kalau perencanaannya
sudah bagus, spesifikasi dari bangunan fasum dan fasos itu mesti jelas sehingga
waktu ada proses serah terima itu tidak terjadi kesalahpahaman atau

kesimpangsiuran dari spesifikasi”.

d. Pemeliharaan dan Pembiayaan

Responden dari pengembang mengungkapkan dua solusi berkaitan
pemeliharaan dan pembiayaan pertama, pemerintah perlu menyediakan anggaran
yang cukup untuk pemeliharaan. Kedua pemerintah perlu memberikan kepastian

hukum agar tidak ada alih fungsi fasilitas sosial dan fasilitas umum pasca serah
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terima. Berikut ini kutipan responden 7 dan responden 8 yang mengemukakan
alternatif strategi dan solusi mengenai pemeliharaan dan pembiayaan.

Responden 7: ”Kalau sudah diserahterimakan, karena kita masih dalam proses menjual.
Kita juga mempunyai warga, konsumen, harusnya juga Pemda
menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan wilayah-
wilayah baru yang dikembangkan oleh pengembang. Khan di sana tahu
ada SIPPT, pasti ada pengembangan baru. Alokasikan dong dana
perawatan di sana. Itu semua dituangkan dalam regulasi”.

Responden 8: ”Kalau sudah punya Pemda bagaimana dengan kelanjutannya? Apakah
masih dipertahankan seperti itu. Orang takut Pak. Misalnya taman.
Taman bagus terus dipasangi taman ini sudah diserahterimakan kepada
Pemda. Waduh nanti dibangun puskesmas, asal-asalan. Nanti yang
ngerawat siapa? Warga begitu Pak. Ini kenyataan. Tiba-tiba taman itu
alih fungsi. Terus jadi lapangan futsal, demi kepentingan publik. Apa
yang terjadi? ramai khan? Parkirnya dimana? Tadinya khan taman di
tengah kompleks. Jadi perlu jaminan untuk tidak diubah”.

4.5.3 Alternatif Strategi dan Solusi Menurut Masyarakat

a. Regulasi

Menurut responden dari masyarakat, alternatif strategi yang dapat dilakukan
berkaitan dengan regulasi adalah Pemda DKI Jakarta perlu menurunkan aturan
yang ada menjadi lebih teknis sehingga lebih mempunyai kekuatan hukum dalam
bentuk Peraturan Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut harus terintegrasi
dengan Peraturan Daerah Rencana Umum Tata Ruang. Selain itu, Pemerintah
Daerah perlu juga melakukan terobosan hukum untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang ada saat ini. Berikut ini kutipan responden 9 dan responden 10
mengenai regulasi.

Responden 9: ”Pemda seharusnya “menurunkan” aturan yang ada menjadi lebih teknis,
sehingga lebih mempunyai kekuatan hukum (dalam bentuk perda). Perda
tersebut harus terintegrasi (bisa menjadi “turunan”) dari perda RUTR.

Responden 10: ”Kalau terobosan hukum dilakukan, sudah selayaknya harus ada studi
yang bisa memetakan itu semua.”.

b. Birokrasi
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Untuk mengatasi birokrasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih wewenang
antara wilayah (Walikotamadya) dan provinsi, responden dari masyarakat
mengajukan alternatif strategi dan solusi agar dilakukan penyederhanaan birokrasi
dengan membentuk unit pelayanan satu atap (one stop service). Berikut ini
kutipan dari responden 10 yang mengemukakan alternatif strategi dan solusi
tersebut, "Kami usulkan adalah penyederhanaan birokrasi. Jadi saya bilang satu
pintu, saya bilang Pemda ini khan sudah diuntungkan banyak dengan swasta, cari
di seluruh dunia nggak ada”. Lebih lanjut responden 10 mengungkapkan, ~Terus
kemudian ya memang secara teknis butuh effort, usaha betul bagaimana
mengintegrasikan pelayanan satu atap, one stop service perizinan untuk

pengembang karena pengembang itu banyak sekali di DKI”.

c. Pengawasan dan Pengelolaan

Berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum, menurut responden dari masyarakat, alternatif strategi dan solusi pada
tataran lapangan perlu dibangun kemitraan antara masyarakat, pengembang, dan
Pemda, tripartit. Tujuannya agar ketiga pihak tersebut bisa saling bekerjasama
dalam pengawasan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hal itu
dikemukakan oleh responden 10 sebagai berikut, ’Jadi di tataran di lapangan perlu
itu kemitraan masyarakat dengan developer dan Pemda, tripartit, itu dibuat dari

awal mulai dari stakeholdernya”.

d. Partisipasi masyarakat

Untuk mengatasi persoalan pendudukan oleh warga, menurut responden dari
masyarakat, salah satu alternatif strategi adalah dengan melibatkan peran serta
masyarakat untuk mengawasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum
tersebut. Pelibatan masyarakat ini juga dimaksudkan agar masyarakat mempunyai
“rasa memiliki’ selain juga untuk mengetahui kebutuhannya. Berikut ini kutipan
dari responden 9 dan responden 10 mengenai pentingnya partisipasi masyarakat.

Responden 9: ”Pelibatan (partisipasi) masyarakat (pengguna dan penyedia) harus
dilibatkan, agar selain mempunyai ‘“rasa memiliki” juga untuk
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Responden 10:

114

mengetahui kebutuhannnya”.

”Ketika monitoring di lapangan, upayakan ikutsertakan masyarakat.
Jangan hanya timnya walikota saja. Itu tidak akan efektif. Masyarakat
ikut mengawasi. Banyak kelompok-kelompok masyarakat itu sangat
concern karena bagaimanapun mereka akan makai”.

Pada Tabel 4.9 berikut ini dicantumkan secara ringkas alternatif strategi dan

solusi yang kemukakan responden baik Pemda DKI Jakarta, pengembang,

maupun masyarakat.

Tabel 4.9 Alternatif Strategi dan Solusi menurut Responden

Pemangku Kepentingan  Alternatif Strategi dan Solusi Permasalahan

1. Pemda DKI Jakarta

2. Pengembang

3. Masyarakat

Sumber: Data primer hasil wawancara

a) Perlu dibuat Perda Fasilitas sosial dan Fasilitas umum.
b) Perlu pendataan kembali atau menginventarisis
pengembang.

c¢) Konsisten melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS)
antara pengembang dan Pemda.

d) Sanksi tegas kepada pengembang yang mengabaikan
kewajibannya.

e) Perlu peningkatan koordinasi antar instansi.

f) Perlu peningkatan kualitas SDM.

g) Perlu kebijakan khusus bagi pengembang lama

h) Membangun sistem informasi fasilitas sosial dan
fasilitas umum secara elektronik berupa database.

a) Penyusunan masterplan harus berkeadilan dengan
mempertimbangkan fasilitas dan sosial dan fasilitas
umum yang ada di sekitarnya.

b) Kejelasan spesifikasi bangunan fasilitas sosial dan
fasilitas umum.

c¢) Perhitungan kompensasi harus jelas dan berkeadilan.
d) Penyederhanaan prosedur penerimaan fasilitas sosial
dan fasilitas umum.

e) Alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum
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a) Pemda seharusnya
menurunkan  aturan
yang ada menjadi

lebih teknis.

b) Peran serta
masyarakat untuk
mengawasi proses

pengadaan  fasilitas
umum dan fasilitas
sosial.

c¢)  Penyederhanaan
birokrasi dengan
layanan satu atap.

d) Perlu pengelolaan
aset menjadi satu

e) Pengelolaan aset
menjadi satu.

f) Perlu terobosan
hukum

g) Perlu penegakan
hukum secara tegas
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4.5.4 Analisis terhadap Alternatif Strategi dan Solusi
Dari hasil pemikiran dari para pemangku kepentingan berkaitan dengan solusi
atau alternatif strategi tersebut, maka dapat dilakukan pengkategorian berdasarkan

tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek

Oleh karena fasilitas sosial dan fasilitas umum telah dibangun sejak tahun
1971, namun belum dikelola secara memadai, maka tujuan jangka pendek dari
pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain adalah untuk:

1) Melakukan inventarisasi keberadaan, situasi, dan kondisi fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang telah dibangun sejak tahun 1971.

2) Melakukan identifikasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang seharusnya
sudah terbangun, namun kenyataannya belum ada.

3) Melakukan evaluasi tentang kondisi fisik fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang memerlukan perbaikan dan pendanaan.

4) Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk perbaikan fasilitas sosial
dan fasilitas umum.

5) Membuat perencanaan perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

6) Melakukan identifikasi pengembang yang lalai dan tidak melakukan
kewajiban pembangunan dan/atau penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas
umum.

7) Melakukan pendaftaran ulang pengembang.

8) Melakukan pendataan ulang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b. Tujuan Jangka Menengah
Tujuan jangka menengah dari pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum
meliputi antara lain:
1) Pelaksanaan perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2) Penghitungan nilai fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai kekayaan
daerah.
3) Penghitungan piutang negara berdasarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang tidak dibangun atau yang tidak lengkap pembangunannya.
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4) Penagihan piutang negara.
5) Penagihan ganti kerugian sebagai akibat kuantitas dan kualitas fasilitas sosial

dan fasilitas umum tidak terpenuhi.

c. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang dari pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum
adalah untuk menghasilkan optimalisasi manfaat dari fasilitas sosial dan fasilitas
umum secara berkelanjutan. Optimalisasi dalam pemanfaatan fasilitas sosial dan
fasilitas umum akan dapat terwujud apabila pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum dapat menghasilkan efisiensi, social costs yang rendah, dan pemerataan.
Optimalisasi pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum juga dapat diperoleh
apabila pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dapat mewujudkan
perubahan-perubahan berdasarkan pemahaman form utility (peningkatan manfaat
karena perubahan bentuk fisik dan fungsi dari fasilitas sosial dan fasilitas umum),
place utility (peningkatan manfaat karena perbedaan tempat atau perpindahan lokasi
fasilitas sosial dan fasilitas umum), dan time utility (peningkatan manfaat karena
perubahan waktu, dimana masyarakat semakin menyadari manfaat dari keberadaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum). Pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum
akan dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila pengelolaan fasilitas sosial dan
fasilitas umum dapat menghasilkan upaya pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi
bentuk fisik dan fungsi dari fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan pemantauan
(monitoring), evaluasi, dan pelaporan yang berlangsung secara berkala. Dengan
ketiga proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses perencanaan,
penataan, penyediaan, penyerahan, dan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas
umum dilakukan secara profesional, mengikuti prosedur, dan tahapan proses secara
konsisten dan memberikan umpan balik positif bagi usaha perbaikan kinerja

pelayanan.

a. Pemantauan
Pemantauan adalah suatu proses pelacakan terhadap proses perkembangan

pelaksanaan pelayanan untuk memahami capaian-capaian, masalah-masalah yang
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dihadapi, dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Usaha
pemantauan penting dilakukan untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang
muncul atau penyimpangan-penyimpangan dapat diidentifikasi sedini mungkin
sehingga dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu pencapaian tujuan
secara umum.

Kegiatan pemantauan sangat penting bagi suatu organisasi karena beberapa
alasan. Pertama, ketidakpastian lingkungan organisasi. Suatu organisasi bekerja di
tengah lingkungan yang terus berubah. Perubahan ini dapat berasal dari peraturan
baru pemerintah, mobilisasi politik, konjungtur ekonomi, konflik sosial, dan
sebagainya. Ini semua sering menciptakan ketidakpastian bagi suatu organisasi.
Untuk itu pengawasan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar perubahan-
perubahan tersebut tidak sampai melumpuhkan kegiatan atau usaha pencapaian
tujuan organisasi.

Kedua, kompleksitas organisasi. Diferensiasi dan koordinasi merupakan
tantangan yang bersifat dinamis bagi suatu organisasi. Semakin besar organisasi
maka akan muncul tuntutan diferensiasi atau spesialisasi fungsi yang semakin
kompleks. Keadaan ini menciptakan masalah koordinasi dan pengawasan yang
semakin tinggi agar kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit berbeda dapat berjalan
secara harmonis serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
efektif.

Ketiga, masalah pendelegasian wewenang. Berhadapan dengan lingkungan
organisasi yang semakin dinamis, para pimpinan organisasi dituntut untuk
mendelegasikan wewenangnya kepada para bawahan. Ini dimaksud agar para
bawahan diberikan diskresi yang cukup guna menjawab masalah-masalah yang
muncul di lapangan dengan cepat. Masalah yang kemudian muncul adalah resiko
yang harus diantisipasi atas penggunaan diskresi yang mungkin digunakan tidak
sesuai dengan standar atau prosedur operasi yang telah ditetapkan. Pengawasan
dilakukan agar kewenangan yang didelegasikan kepada para bawahan tersebut tidak
diselewengkan dan merugikan organisasi.

Dilihat dari waktu dapat dibedakan tiga tipe pengawasan yaitu, pertama
pengawasan sebelum kegiatan dimulai. Pengawasan ini dilakukan sebagai sarana

mencegah (preventif) penyimpangan yang mungkin dapat terjadi dari suatu
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pelaksanaan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari
suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan. Kedua, pengawasan selama
pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini dilakukan untuk melihat apakah
pelaksanaan suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang
ditetapkan serta peraturan yang berlaku. Ketiga, pengawasan post audit. Tujuan dari
pengawasan tipe ini adalah untuk mengukur apakah berhasil dan memahami
penyebab penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Penemuan atas faktor-
faktor penyebab penyimpangan ini digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang
sama di masa yang akan datang.

Melalui pemantauan akan dapat diketahui perkembangan intensitas kegiatan
pembangunan ataupun perubahan intensitas pemanfaatan atau penggunaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum. Sebagai contoh hubungan fisik dalam pembangunan dan
pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah teknik pembangunan
dan/atau pengembangan yang dipergunakan dalam melakukan pembangunan
dan/atau pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum, peralatan teknik yang
dipakai, tata cara pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan, serta kuantitas
dan kualitas hasilnya. Contoh hubungan fisik dalam pemanfaatan/penggunaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain peralatan yang dipergunakan dalam
pemanfaatan/penggunaan,  frekuensi ~ pemanfaatan/penggunaan, tata  cara
pemanfaatan/penggunaan, serta dampak dari tata cara tersebut terhadap kondisi fisik
fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Kegiatan pemantauan dapat dilakukan oleh tenaga pemantau di lokasi
pelaksanaan program. Pemantauan biasanya dilakukan dengan menggunakan
instrumen khusus yang berisi indikator-indikator keberhasilan program dan
indikator-indikator masalah. Pengumpulan data dapat dilakukan baik melalui
pengisian kuesioner, wawancara langsung dengan pelaksana dan penerima manfaat
program atau diskusi kelompok terfokus. Hasil-hasil dari pemantauan selanjutnya

digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap unjuk kerja pelayanan.
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b. Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah kegiatan penilaian terhadap kinerja dan unjuk kerja dari
proses dan hasil pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan
pemantauan dan hasil dari kegiatan pemantauan. Evaluasi terhadap kegiatan
pemantauan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja kegiatan pemantauan di
masa-masa mendatang dengan belajar dari pengalaman dan hasil evaluasi tersebut.
Evaluasi dilakukan terutama untuk mengetahui sejauhmana tujuan program tercapai
atau belum. Standar penilaian adalah indikator-indikator keberhasilan yang telah
dirumuskan dalam dokumen perencanaan kegiatan. Penilaian  didasarkan  pada
informasi empiris yang diperoleh melalui kegiatan pemantauan. Evaluasi terhadap
hasil kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan kepada
pengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan,
penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, pemeliharaan, perbaikan, pelestarian, dan
pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hasil evaluasi akan memberikan kata

akhir terhadap suatu kegiatan, apakah dinilai berhasil, kurang berhasil atau gagal.

c. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian informasi kegiatan baik pada
tahap perencanaan, proses pelaksanaan, dan akhir kegiatan. Pelaporan memberikan
gambaran menyeluruh pada setiap komponen dan tahapan kegiatan yang telah
dilakukan. Laporan umumnya disusun tiga kali dalam seluruh tahapan pelaksanaan
kegiatan. Pertama, laporan pendahuluan berisi tentang rencana pelaksanaan kegiatan,
teknis pelaksanaan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kedua, laporan
perkembangan, berisi tentang proses pelaksanaan kegiatan, capaian-capaian
sementara, masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi, dan rencana lanjutan
penyelesaian kegiatan. Ketiga laporan akhir yang berisi deskripsi dan analisis atas
seluruh proses kegiatan dan menjelaskan apakah tujuan yang ditetapkan di awal
tercapai pada akhir kegiatan. Penyusunan laporan ini biasanya dilakukan oleh
pelaksana kegiatan.

Alternatif-alternatif strategi yang juga dapat dipergunakan secara umum dapat
dikategorikan sebagai memaksa, mendorong dan membantu. Strategi-strategi itu

antara lain dapat melibatkan instrumen-instrumen keuangan, kekuasaan, informasi
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dan organisasi.

Pada strategi pemaksaan, pemerintah cenderung lebih banyak menggunakan
peralatan kekuasaan dan organisasi, disamping itu juga diperlukan informasi.
Artinya, pemerintah sesuai dengan perjanjian yang telah ada dapat memaksa
pengembang untuk menyerahkan atau secara sepihak mengambil alih fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang tersedia. Pemerintah bisa mempergunakan sanksi bagi
pengembang yang tidak mau melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi.
Pengembang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku bisa dikenakan
sanksi sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Dengan peralatan
organisasi, pemerintah dapat membentuk sebuah institusi yang berfungsi mengambil
alih dan mengurus fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut. Meskipun dengan
strategi ini dapat juga melibatkan uang, namun yang lebih dominan adalah kedua
instrumen tersebut diatas.

Dengan strategi mendorong, instrumen yang paling dominan dipergunakan
adalah informasi, disamping kekuasaan. Uang dan organisasi dalam hal ini menjadi
pelengkap. Salah satu cara yang bisa dipergunakan dalam strategi ini adalah pihak
Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terkait
dengan pentingnya menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada Pemda.
Cara lain adalah dengan melakukan diskusi secara terbuka kepada pengembang atau
asosiasi seperti Real Estate Indonesia (REI). Dengan cara tersebut, diharapkan antara
Pemerintah Daerah dan pengembang terjadi kesepakatan atau komitmen untuk
menyelesaikan masalah secara bersama.

Pada strategi membantu yang paling dominan adalah bantuan keuangan dan
organisasi. Disamping itu juga dengan menggunakan instrumen informasi. Pada
strategi ini, pihak Pemda membantu pihak pengembang dengan cara, misalnya
mempermudah pengurusan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum atau
dengan tidak melakukan pemungutan yang pada akhirnya akan membebani
pengembang.

Tujuan yang ingin dicapai dengan strategi dan instrumen-instrumen yang ada
itu harus sesuai dengan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat, pengaturan (administrasi) dan pengelolaan uang negara secara hemat

(efisiensi). Disamping itu juga dengan memperhatikan fungsi dari pengembang
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sebagai usaha bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Singkatnya, dalam pengalihan
dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum ini diperlukan adanya ketegasan
dari pemerintah untuk bertindak melalui kombinasi ketiga strategi tersebut dengan
memanfaatkan empat instrumen yang ada pada pemerintah dengan
mempertimbangkan tujuan dari masing-masing pihak, baik pemerintah maupun
pengembang. Kombinasi antara alternatif strategi dan instrumen kebijakan

ditampilkan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Strategi dan Instrumen Kebijakan

Strategi Instrumen - —
Uang | Kekuasaan | Informasi | Organisasi
Pemaksaan \ v v
Mendorong v v
Membantu v v v
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap ketiga pemangku

kepentingan, analisis kesenjangan penilaian pemangku kepentingan dan strategi

alternatif dan solusi seperti sudah diuraikan pada Bab IV, maka ada beberapa

kesimpulan dan saran seperti akan diuraikan di bawabh ini.

5.1. Kesimpulan

1.

Dalam implementasi kebijakan dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum, Pemda DKI Jakarta menemui berbagai kendala baik kebijakan, proses
serah terima, pengawasan dan pengendalian. Dalam aspek kebijakan, kendala
yang dihadapi adalah kebijakan di masa lalu, khususnya SIPPT yang diterbitkan
pada waktu itu tidak mencantumkan secara jelas lokasi, luasan, dan peruntukan
sehingga menyulitkan Pemda DKI Jakarta untuk menagih, lemahnya regulasi
yang ada, khususnya soal sanksi dan larangan, dan lemahnya penegakan hukum
terhadap pengembang yang lalai menyerahkan kewajibannya.

Dalam proses serah terima dan pengalihan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari
pengembang yang telah diberi hak untuk melakukan pembangunan di DKI
Jakarta, terdapat kemacetan schingga menimbulkan ketidakpuasan, baik pada
pemerintah DKI Jakarta, pada para pengembang maupun masyarakat sebagai
pengguna fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kendala yang dihadapi Pemda DKI
Jakarta antara lain: ketidaklengkapan dokumen kepemilikan yang dimiliki
pengembang, kelalaian pengembang terhadap kewajibannya, lemahnya
koordinasi antar instansi atau unit kerja, belum ada perjanjian kerjasama yang
saling mengikat antara kedua belah pihak, kelemahan dari sisi pengembang,
Pemda belum mempunyai database yang lengkap dan terperinci fasilitas sosial
dan fasilitas umum kewajiban pengembang dan kurangnya sosialisasi kepada
pengembang.

Dalam proses pengawasan dan pengendalian terdapat sejumlah kendala yang
dihadapi oleh Pemda DKI Jakarta, antara lain lemahnya tim monitoring di

lapangan, belum adanya ketentuan yang baku dan menyeluruh terhadap
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pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum kewajiban pengembang, adanya
pendudukan oleh warga, dan keterbatasan anggaran.

. Berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pengembang berpandangan
bahwa terdapat sejumlah persoalan yang mereka alami. Sejumlah persoalan
tersebut antara lain: belum ada perjanjian kerjasama yang mengikat antara pihak
pengembang dengan pihak Pemda DKI Jakarta, prosedur penerimaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum dinilai berbelit-belit, proses pengurusan perizinan
membutuhkan biaya tambahan, di luar biaya resmi, ketidakkonsistenan peraturan
yang ada, kelengkapan dokumen kepemilikan, kebutuhan fasilitas sosial dan
fasilitas umum kurang diperhitungkan secara proporsional, akurat, dan
berkeadilan, pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pasca serah terima
seringkali masih dibebankan kepada pengembang.

. Hasil analisis kesenjangan antara pengembang dengan Pemda DKI Jakarta
menunjukkan sejumlah keterbatasan, baik regulasi, administrasi, koordinasi antar
instansi, pengelolaan dan pengawasan, pembiayaan, kemampuan dan jumlah
sumber daya manusia (SDM), serta sarana prasarana pendukung. Semua
keterbatasan tersebut pada akhirnya akan dapat menurunkan kapasitas dan
kapabilitas Pemda DKI Jakarta dalam menjalankan fungsinya dalam
perencanaan, penataan, penyediaan, penyerahan dan pengembangan fasilitas
sosial dan fasilitas umum sebagai aset daerah yang pada akhirnya demi
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut itu perlu ditempuh dengan tidak
merugikan kedua pihak dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat
secara baik. Mengingat tujuan dan peran yang dapat dimainkan oleh masing-
masing pihak, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan
melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan
fasilitas umum baik itu Pemda DKI Jakarta, pengembang dan partisipasi
masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya
bagi kepentingan masyarakat banyak. Upaya itu perlu dilakukan secara terpadu

dan bersama-sama. Alternatif strategi dan solusi yang dapat dilakukan adalah
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dengan menetapkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud, maka diperlukan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berlangsung secara berkala. Ketiga
proses itu untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penataan, penyediaan,
penyerahan, dan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum secara
profesional, mengikuti prosedur dan tahapan proses secara konsisten, dan
memberikan umpan balik positif bagi usaha perbaikan kualitas pelayanan.
Alternatif strategi yang juga dapat dipergunakan secara umum dapat
dikategorikan sebagai memaksa, mendorong, dan membantu. Strategi-strategi itu
antara lain dapat melibatkan instrumen-instrumen keuangan, kekuasaan,

informasi, dan organisasi.

5.2 Saran
Adapun beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan pemerintah DKI Jakarta

dalam penyelesaian persoalan fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut adalah:

1. Untuk memperkuat payung hukum yang sudah ada, maka perlu dipertimbangkan
untuk membuat Peraturan Daerah mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum
dengan mempertegas aturan-aturan mengenai perencanaan, penataan,
pengembangan, penyediaan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian,
pembiayaan, dan larangan dan sanksi.

2. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi Surat Keputusan Gubernur nomor 41 tahun
2001 mengenai Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT
kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya aturan yang berkaitan
dengan sanksi dan larangan, perjanjian kerja sama yang saling mengikat antara
pengembang dan Pemerintah DKI Jakarta.

3. Perlu dibuat lembaga secara khusus atau sebuah unit organisasi yang berfungsi
dan menangani masalah pengendalian, pembangunan, pengawasan, penagihan,
dan penyerahan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang bersumber dari
kewajiban para pengembang. Organisasi ini melibatkan pengembang pada
masing-masing proyek. Organisasi ini berfungsi melakukan inventarisasi dan
penyempurnaan perjanjian yang lemah dan tidak sempurna, serta melakukan

pengalihan hak atas fasilitas sosial dan fasilitas umum.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Terkait dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan tanpa
sepengetahuan Pemerintah Daerah maka perlu kebijakan khusus yang perlu
diambil oleh Pemda DKI Jakarta. Bilamana dibutuhkan, diberikan kekuasaan
untuk dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Misalnya memberikan
kewenangan kepada para Walikota untuk memberikan sanksi kepada
pengembang yang lalai memenuhi kewajibannya

Pembiayaan untuk pengelolaan pelayanan dan pemeliharaan dari fasilitas sosial
dan fasilitas umum tersebut dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dengan sebagian
pembiayaan didukung oleh pengembang.

Pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya dilakukan dengan melibatkan
partisipasi masyarakat melalui organisasi pemerintah tingkat kelurahan dan
Rukun Warga.

Pembangunan dilaksanakan secara seimbang antar areal komersial dengan
kewajiban fasilitas sosial atau fasilitas umum.

Penilaian fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikonversi dalam bentuk lain
dilakukan oleh konsultan penilai independen.

Dalam penerbitan Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) agar
melibatkan unit terkait dan para pemangku kepentingan (Stakeholders) serta
kewajiban pengembang dibuat secara rinci.

Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum harus dibuat jadwal dan
perjanjian yang jelas.

Perlu adanya penyederhanaan mekanisme penyerahan dan penyempurnaan
ketentuan atau dasar hukum penyelesaian fasilitas sosial dan fasilitas umum.
DPRD DKI diharapkan dapat memberi dukungan politik kepada Pemerintah
Daerah dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Membangun sistem informasi fasilitas sosial dan fasilitas umum secara elektronik
berupa database.

Menagih dan memproses penyerahan kewajiban pengembang secara bertahap.
Memberikan teguran kepada pengembang yang memperlambat penyerahan untuk
melengkapi dokumen.

Secara bertahap perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM yang ada sehingga

diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan.
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17. Secara bertahap perlu dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan dari SKPD terkait.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, antara lain:

a)

b)

Penelitian ini hanya menggunakan teknik non probability sampling dimana
kelemahannya tidak bisa digunakan untuk melakukan generalisasi.
Responden yang dipilih dalam penelitian ini masih terbatas pada aparat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk lebih mendalami permasalahan di
tingkat wilayah atau lapangan, perlu dilakukan studi atau penelitian lebih
lanjut.

Strategi (alternatif kebijakan) yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan
suatu formulasi kebijakan yang tidak dirumuskan lebih lanjut ke dalam teknis
operasional yang lebih aplikatif sehingga pada penelitian mendatang perlu
dirumuskan secara rinci dalam bentuk yang lebih sistematis dan aplikatif,
meliputi waktu pelaksanaan, sumber daya (baik aparatur pemerintah maupun
anggaran) dan bagaimana mengantisipasi apabila terjadi kendala dalam

pelaksanaannya.
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara Responden 1

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 1

1. Instansi : BPKD

2. Masa Kerja : 22 tahun
3. Usia : 50 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Pendidikan Terakhir: S2

B. TRANSKRIP WAWANCARA

Bagaimana tugas dan tanggung jawab Bapak berkaitan dengan pengadaan fasum
dan fasos di DKI Jakarta?

BPKD khususnya bidang pemanfaatan aset ini bertugas menerima serah terima
kewajiban fasos fasum dari pihak ketiga. Jadi BPKD ini sebenarnya bersifat pasif.
Tidak bersifat agresif untuk melakukan penagihan. Jadi tugas BPKD adalah
menerima serah terima fasos fasum yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Program apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan
peningkatan penyerahan fasum dan fasos di DKI Jakarta?

Kalau kita bersifat menerima, mesti pasif. Sebenarnya kebijakan penagihan ada di
instansi-instansi yang ditugaskan untuk itu. Misalnya dari Dinas Tata Ruang, dia
mengeluarkan SIPPT. Kemudian untuk koordinasi teknis untuk penentuan kewajiban
itu ada namanya PKS, perjanjian SIPPT. Itu dilakukan oleh Dinas Tata Ruang. Untuk
penagihan-penagihan secara teknis di bawah koordinasi seksi pembangunan,
pemeriksaan fisik, persyaratan-persyaratan itu dipenuhi sesuai dengan ketentuan,
baru kita undang untuk diserahterimakan sehingga program kita adalah untuk lebih
mendorong, walaupun itu bersifat pasif, namun berusaha untuk mendorong,
melakukan, membantu dari Biro Tata Ruang untuk mengundang mereka untuk bisa
menyerahkan sesuai dengan jadwal. Jadi program kita melakukan sosialisasi kepada
mereka, melakukan koordinasi dengan developer, dengan beberapa instansi terkait
untuk serah terima yang sudah jatuh tempo.

Dari pengalaman dan pengamatan Bapak selama ini, tentunya banyak kendala
yang dihadapi dalam proses penyerahan fasum fasos. Menurut Bapak apa saja
kendala-kendala yang dihadapi baik secara intern maupun ekstern?

Kendalanya sebenarnya menyangkut kebijakan di masa lalu. Kalau itu memang perlu
diperbaiki dengan tindakan sekarang bahwa SIPPT itu pada masa-masa yang lalu
tidak dikemukakan secara detil terhadap kewajiban. Tapi untuk tahun 80-an itu mulai
diperbaiki, tahun 2000 juga sudah mulai ditingkatkan dan terakhir tahun 2008 atau
2009 ini ada yang disebut PKS SIPPT dimana hak kewajiban Pemerintah Daerah dan
pihak pengembang itu dituangkan dalam perjanjian kerjasama SIPPT. Di situlah
masing-masing dengan jelas lokasinya di mana, luasannya berapa, besarnya berapa,
peruntukannya apa. Itu dihitung oleh Dinas Tata Ruang, Biro Tata Ruang. Hal ini di
bawah koordinasi asisten pembangunan.

Kendala-kendalanya ya diantaranya ketika akan dilakukan serah terima fasos fasum
lahan yang akan diserahkan itu ada klaim dari warga yang menurutnya merasa itu
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belum dibebaskan. Hal seperti itu belum bisa ditindaklanjuti sepanjang dokumen
maupun masalah-masalah itu belum diselesaikan oleh pihak developer. Di samping
itu juga fasos fasum yang telah diserahterimakan itu ada beberapa developer yang
menunda-nunda penyerahan itu karena mungkin daerah-daerah itu belum mereka
selesaikan terhadap masalah-masalah yang timbul. Dan juga mungkin pada tahun
1997 adalah masalah krisis yang mereka hadapi sebagai salah satu alasan.
Menyangkut aspek teknis ya mungkin dinas yang bersangkutan yang menjelaskan.
Aspek administrasi kepemilikan yang masih belum lengkap tapi kalau memang
sudah ada sertifikat atau tim teknis dari PPN juga sudah mengatakan itu tidak
bermasalah, biasanya kita lakukan serah terima dengan bukti kepemilikan walaupun
belum balik nama. Nanti balik nama setelah serah terima karena kalau sudah serah
terima itu berarti dokumen itu bisa dilakukan balik nama ke Pemda DKI karena
sudah ada peralihan. Kalau belum ada peralihan, dokumen atau sertifikat belum bisa
dibalik nama. Tapi ada beberapa developer juga yang lebih bertindak lebih jauh, dia
bisa juga mensertifikatkan serah terima atas nama Pemerintah DKI Jakarta. Tapi itu
sangat kecil sekali.

Tadi Bapak menjelaskan bahwa kewajiban bagi pengembang di bawah tahun 80-
an masih bersifat umum dan tidak detil. Ini khan bisa menjadi persoalan di
kemudian hari. Kebijakan apa yang kemudian diambil oleh Pemda DKI Jakarta?
Sebenarnya ini khan bukan wewenangnya BPKD, BPKD khan tugasnya hanya
bersifat menerima fasos fasum. Jadi yang harus menjelaskan dari pihak Dinas Tata
Ruang. Kemungkinan mereka akan tergambar dalam blocplan. Mereka yang harus
menjelaskan.

Kalau dari sisi kebijakannya sendiri?

Kalau dari sisi kebijakannya, tentunya itu masih menjadi kewajiban dia untuk
menyelesaikan dan tentunya mana-mana kewajiban yang harus diserahkan itu
ditetapkan oleh Dinas Teknis meminta mereka atau untuk menghitung kembali
antara Dinas Teknis dengan developer. Jadi tetap dihitung dalam konteks kewajiban
secara keseluruhan, kewajiban-kewajiban mana yang sudah tercantum itu nanti
dituangkan oleh Dinas Teknis. Kebijakan tetap dilakukan penagihan kecuali
mungkin kalau pihak developer sudah bangkrut itu yang kadang-kadang mungkin
posisinya agak sedikit sulit kita mengejarnya. Artinya dari pihak company mereka itu
dilacaknya ya sudah berganti nama, sudah dilikuidasi. Dari aspek hukum mestinya
lebih diperkuat di sana.

Berkaitan dengan hukum tadi, ada yang berpandangan regulasi yang ada saat ini
belum memadai, khususnya berkaitan dengan sanksi dan larangan kepada
pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya? Ada penilaian mengenai hal
itu?

Sanksi itu selama ini dilakukan dengan cara sanksi perizinan, dilakukan terhadap
mereka-mereka yang memang belum menyelesaikan kewajibannya. Itu yang selama
ini dilakukan. Sedangkan sanksi pidana atau Perdata itu memang belum ada. Paling
sanksi memaksa itu sanksi penundaan perizinan atau pencabutan perizinan.

Dengan demikian apakah dapat dikatakan kalau regulasi yang ada belum
memadai?
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Regulasinya yang ada sekarang hanya diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 41
tahun 2001. Itu akan ditingkatkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Mudah-mudahan
ini bisa lebih memperkuat instansi-instansi Pemda yang terkait dengan penetapan,
atau penarikan fasos fasos untuk bisa lebih optimal. Mudah-mudahan.

Berkaitan dengan birokrasi dan proses perizinan, ada yang menilai proses
perizinan yang ada berbelit-belit dan birokrasinya belum memberikan pelayanan
seperti yang diharapkan. Bagaimana penilaian Bapak mengenai hal itu?

Kalau birokrasi secara teknis sudah ada fungsi masing-masing dalam SK Gubernur.
Karena fungsi-fungsi itu khan di dalam ketentuan sudah ada. Jadi kalau fungsi-fungsi
itu belum dilalui, kalau seperti ban berjalan tentunya unit terakhir di BPKD khan
tidak bisa melaksanakan fungsinya itu dari hulu sampai hilir mereka diselesaikan.
Secara regulasi masing-masing SKPD, misalnya tentang Tata Ruang sudah ada
sendiri dan itu sudah diatur ketentuan-ketentuannya. Secara teknis juga demikian
seperti itu. Jadi itu sebenarnya regulasi sudah ada, tinggal dalam pelaksanaannya
mereka merasa seolah-olah tidak terlayani. Sebenarnya tidak. Mungkin ada juga
mereka tidak melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Itu harus
dilihat kasus per kasus. Tidak bisa secara menyeluruh. Itu kelihatan bahwa
sebenarnya apa yang kurang dari mereka, apakah keterlambatan birokrasi itu
sebenarnya bisa dilakukan cek. Misalnya ketika mereka dipanggil untuk
menyerahkan serah terima ternyata persyaratannya tidak lengkap sehingga tidak
dapat diproses sesuai dengan tepat waktu. Tentunya masing-masing pihak harus
memperbaiki dalam hal ini. Dari pihak developer harus beritikad baik untuk
melengkapi persyaratan administratif, teknis, maupun legal. Tentunya kalau itu
sudah lengkap, pihak eksekutif rasanya pasti akan memproses itu.

Bagaimana penilaian Bapak berkaitan dengan pengawasan dan pemeliharaan
pasca serah terima oleh Pemda DKI? Apakah secara organisasi Pemda sudah siap
memelihara dengan baik, di tengah keprihatinan beberapa pihak agar Pemda
lebih memperhatikan pemeliharaan pasca penyerahan fasum fasos dari pihak
pengembang?

Sebenarnya fasos fasum itu diserahkan kepada Pemda itu memang langsung
diserahkan juga pengelolaannya oleh SKPD yang mempunyai tugas untuk itu.
Misalnya PU jalan ya tugas PU-lah yang harus memberikan perawatan. Kemudian
taman, tentunya tugas Dinas Pertamanan yang melakukan perawatan. Sekolah, Dinas
Pendidikan. Sebenarnya fungsi-fungsi itu sudah memenuhi semua. Mungkin yang
terlantar-terlantar itu adalah fasos fasum di kawasan yang sudah berkembang tapi
serah terimanya itu belum dilakukan dan bisa juga tidak ditangani secara baik oleh
developer. Beberapa hal seperti itu biasanya Pemerintah DKI Jakarta sesuai dengan
Tupoksinya biasanya mereka melakukan perbaikan. Kalau Pemda DKI Jakarta
misalnya aset jalan yang sudah diserahkan tentunya terkait dengan anggaran dari
masing-masing SKPD dan juga tergantung pada saat periodisasi atau pelaksanaan
perawatan di lapangan. Jadwal dan sebagainya itu mempengarubhi.

Kalau kendalanya soal anggaran, apakah dengan demikian Pemda DKI Jakarta
memang belum siap dalam melaksanakan pemeliharaan?

Kalau anggaran itu mereka sudah siap. Mungkin masalah waktu pencairan anggaran.
Pelaksanaan itu mungkin itu tidak pas begitu jalan rusak sementara pemenang
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tendernya masih dalam proses tender sehingga itu tidak lebih awal dilakukan
perbaikan sebelum anggaran tersedia maupun ditetapkan pemenang. Bisa terjadi hal
seperti itu karena mungkin di lapangan sudah seperti itu. Masalahnya khan
pemerintah itu tidak bisa melakukan perbaikan lebih dulu tanpa adanya mekanisme
atau ketentuan dalam pelaksanaan anggaran. Dan tidak mungkin melakukan
penalangan anggaran terhadap jalan-jalan yang rusak. Itu pelaksanaan anggarannya
belum dilakukan pencairan atau ditunjuk pada pihak ketiga.

Menurut penilaian Bapak, apakah SDM, sarana prasarana yang ada di BPKD
maupun di Dinas Teknis lainnya sudah cukup memadai demi mendukung
peningkatan kinerja penyerahan fasos dan fasum?

Untuk SDM sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan dari semua instansi ya
tentunya Bapak bisa melihat sendiri kondisinya memang seperti itu. Tentunya
peningkatan SDM itu menjadi kebijakan yang mesti ditempuh dalam rangka
meningkatkan pelayanan percepatan. Artinya, SDM yang sekarang itu tetap dia
berfungsi tapi kalau memang ada peningkatan itu akan selalu dievaluasi supaya
kinerjanya selalu ditingkatkan.

Sebagian pengembang ada yang berpendapat bahwa ada dualisme wewenang
antara wilayah (Walikotamadya) dengan provinsi terkait serah terima kewajiban.
Bagaimana penilaian bapak mengenai hal itu? Bagaimana keberadaan UPT saat
ini? Apakah menggantikan peran wilayah?

Sebenarnya fungsi kewilayahan itu karena mereka yang sehari-hari menguasai fungsi
lapangan sehingga koordinasi antara provinsi dan wilayah tetap harus dilakukan
karena provinsi itu dengan mengambil lima wilayah dan kabupaten tentunya tanpa
aparat dibawahnya itu hal yang juga akan mempengaruhi kinerja. Kalau pihak
wilayah akan terus mendorong tentunya akan sangat membantu. Mekanisme itu tetap
harus dijaga. Dualisme wewenang itu tidak ada karena justru fungsi itu yang harus
ditingkatkan, fungsi kewilayahan sesuai dengan proporsinya, fungsi provinsi sesuai
dengan proporsinya.

Bagaimana soal keberadaan UPT tadi?

Soal UPT ini sebenarnya karena untuk melakukan terobosan saja, terobosan untuk
lebih mendorong fungsi. Fungsi-fungsi koordinasi tetap harus ditingkatkan. Itu hanya
sebagai semacam percepatan untuk melakukan mobilisasi.

Bukan berarti menggantikan peran wilayah?

Secara teknis UPT tidak dituntut untuk itu. UPT itu dibentuk untuk meningkatkan
koordinasi sedangkan fungsi-fungsi wilayah tetap harus dijaga. Karena wilayahlah
yang lebih tahu kalau ada penyerobotan, ada pihak developer yang tidak
memasukkan kewajibannya, melakukan perawatan sebelum diserahkan, menjaga
lingkungan, mengamankan aset. Itu masih tugas-tugas mereka dan tugas wilayahlah
untuk ikut mengamankan aset fasos fasum yang sudah diserahterimakan, yang
belum dikelola atau digunakan oleh yang menjadi kewajiban dan tugasnya SKPD.
Wilayahlah yang melakukan koordinasi dalam hal itu. Karena wilayah yang pertama
kali mempunyai aparat langsung yang menangani kewilayahan. Kebijakannya ada di
provinsi. Jadi harus sinkron. Tidak nanti ada dualisme. Tidak. Jadi yang bersifat
teknis itu memang wilayah, yang bersifat kebijakan itu provinsi.
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Dengan persoalan-persoalan yang tadi Bapak kemukakan, strategi, prioritas, dan
solusi seperti apa yang bisa dilakukan demi peningkatan penyerahan fasum dan
fasos?

Tentunya terhadap developer-developer yang sudah mengantongi SIPPT, terutama
dia harus mempunyai itikad yang baik segera menyerahkan kewajiban-kewajibannya
tepat waktu dengan persyaratan-persyaratan administrasi, teknik, dan legal itu
terpenuhi. Kalau itu sudah, tidak ada alasan kita untuk mengatakan bahwa serah
terima itu lambat. Kalau itu sudah diselesaikan tentunya kewajiban fasos fasum demi
kepentingan masyarakat itu bisa ditingkatkan.

Tentunya kembali kita ke masalah legislasi yang ketentuan dengan adanya sanksi itu
harusnya lebih ditingkatkan lagi, sanksi pencabutan, sanksi yang lain sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Ada yang mungkin perlu ada aturan yang perlu dievaluasi,
ada aturan daerah perlu adanya unsur pemaksaan, unsur yang membuat mereka jera.
Tapi rasanya mereka juga kalau sudah memenuhi ketentuan sebenarnya tidak ada
masalah. Ini khan bagi beberapa developer yang melalaikan kewajibannya.

Dari sisi birokrasi tentunya koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan supaya dalam
mempercepat atau menagih kewajiban-kewajiban itu mempunyai visi yang sama dan
juga tentunya dalam rangka pasca serah terima juga masing-masing SKPD langsung
mempunyai respon yang sama sesuai dengan Tupoksinya untuk meningkatkan
kualitas fasos dan fasum demi kepentingan masyarakat.

Instrumen kebijakan apa yang akan diambil oleh Pemda DKI Jakarta berkaitan
dengan peningkatan penyerahan fasum fasos dari pihak pengembang?

Yang pertama tentunya sesuai dengan ketentuan PKS, perjanjian SIPPT harus
dilakukan secara konsisten. Yang kedua untuk melakukan pengendalian kewajiban
yang sudah tepat waktu dari Dinas atau Biro Tata Ruang harus juga melakukan
pengendalian, termasuk juga unsur wilayah dalam hal ini. Itu harus dilakukan secara
lebih teratur. Yang ketiga tentunya kalau ada pihak developer yang memang tidak
menyerahkan sesuai tepat waktu tentunya dilakukan teguran-teguran. Kalau teguran-
teguran ternyata tidak diindahkan tentunya ditingkatkan dengan peringatan-
peringatan sampai kemudian pada sanksi-sanksi penundaan perizinan, terus
pencabutan. Idealnya setiap ada progress pembangunan yang sudah dilakukan di
lapangan tentunya mengikuti persentase penyerahan. Misalnya pembangunan
katakanlah sudah 50%, idealnya di bawah itulah penyerahannya sudah disiapkan.
Misalnya pembangunan sudah selesai sebelumnya, kewajiban belum diserahkan,
bahkan bisa-bisa pihak developer akan menaikkan juga. Tapi kalau di persyaratan
perizinannya bisa dikeluarkan jika fasos fasum diserahkan yang menjadi kewajiban
dia, lokasi ini ini berapa persen yang diserahkan. Seperti itu harus dilakukan. BPKD
dalam hal ini tentunya karena bersifat pasif hanya memberikan masukan-masukan
sesuai dengan fungsinya. Mungkin itu akan lebih mempercepat serah terima
kewajiban.
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